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TENTANG
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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

.a

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, telah diatur mengenai akuntansi, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan badan layanan
umum;

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016
tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta
Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, diatur bahwa Akuntansi
dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang
dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
sesuai Sistem Akuntansi masing-masing Satuan Kerja
Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan;



Mengingat

1

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Sistem Akuntansi Akademi Teknik dan

Keselamatan Penerbangan Medan,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1330/PMK.05/2015 tentang Penetapan Akademi
Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada
Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Diklat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1818)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2143);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
SISTEM AKUNTANSI AKADEMI TEKNIK DAN
KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN.



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Sistem Akuntansi Akademi Teknikdan
Keselamatan Penerbangan Medan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA dijadikan pedoman dalam pengelolaan
keuangan pada Akademi Teknik dan Keselamatan

Penerbangan Medan, yang terdiri atas:

a. Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan
Laporan Keuangan pokok untuk keperluan
akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.

b. Sistem Akuntansi Persediaan dan Aset Tetap yang
memuat prinsip dasar, /konvensi, aturan dan
praktik-praktik tertentu yang dipakai dalam
menyusun dan menyajikan laporan tentang
persediaan, aset tetap untuk keperluan Manajemen;
dan

c. Sistem Akuntansi Biaya, yang memuat serangkaian
prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai
dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan,
dan penyajian biaya pembuatan produk atau jasa

dengan cara-cara tertentu serta interpretasinya.

Kepala Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan
Medan melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara
berkala atas pelaksanaan Sistem Akuntansi dan
menyampaikan laporan kepada Menteri Perhubungan
melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



KEEMPAT Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1 Sekretaris Jenderal KementerianPerhubungan;

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

3. KepalaBiro Keuangan;
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara, BPSDMP;
5. Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.28 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN
PENERBANGAN MEDAN

BAB |

PENDAHULUAN

A. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang dimaksud dengan:

1

Entitas adalah Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan
(ATKP) Medan;

Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan dan penginterprestasian atas hasilnya;

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang
menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan laporan
keuangan sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya,
dan menyampaikan kepada entitas pelaporan;

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU, adalah
instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas;

Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah;

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan;

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-
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11.

13.

14.

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan;

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang
ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan
pelaporan keuangan Akademi Teknik Dan  Keselamatan
Penerbangan (ATKP) Medan;

Sistem Akuntansi Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan
(ATKP) Medan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
aktivitas keuangan yang dilaksanakan oleh Akademi Teknik Dan
Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan;

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Akademi
Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,;

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan
Keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL terdiri atas SAL awal,
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, SILPA/SIKPA Tahun Berjalan,
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan SAL Akhir;
Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan pemerintah yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada
tanggal tertentu;

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya
yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan,;



15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan;

16. Laporan Perubahan Ekuitas adalah Ilaporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan tahun sebelumnya;

17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan daftar terinci atau analisis atau nilai
suatu pos yang disajikan dalam rangka pengungkapan yang
memadai;

18. Harga Perolehan adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan
sampai dengan aset siap untuk digunakan;

19. Jurnal Standar adalah jurnal yang digunakan untuk pencatatan
dan pemrosesan transaksi anggaran, realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran serta transaksi non anggaran;

20. Bukti Pendukung yaitu bukti yang sah dan relevan yang digunakan
dalam transaksi keuangan dan berfungsi sebagai pendukung bukti
jurnal. Dengan kata lain, bukti pendukung merupakan bagian dari
bukti pembukuan;

21. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti
untuk menghasilkan data akuntansi. Misalnya, kontrak
penjualan/pembelian barang, faktur penjualan/pembelian, tagihan
rekening listrik dari PLN, Laporan Penerimaan dan Pemakaian
Barang Gudang, serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

B. Latar Belakang

Seiring berkembanganya Transportasi Udara yang begitu pesat
maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di
bidang penerbangan. Untuk itu Kementerian Perhubungan
mendirikan berbagai sekolah kedinasan di bidang Penerbangan
salah satunya adalah Akademi Teknik dan Keselamatan
Penerbangan Medan. ATKP Medan adalah pendidikan tinggi di
bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Kementerian Perhubungan, dengan tugas pokok
melaksanakan pendidikan professional program Diploma bidang



keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan yang terbuka

bagi umum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan
Medan memiliki visi untuk menyelenggarakan program
pendidikan  vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di bidang penerbangan. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud ATKP Medan memiliki misi sebagai
berikut :

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang menhasilkan Sumber Daya
Manusia Penerbangan yang mempu bersaing di Industri

Penerbangan Nasional dan Internasional.

Misi
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang
sesuai dengan standard kompetensi yang dibutuhkan;

2) Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan dan

pelatihan guna mendukung sistem pembelajaran;

3) Memperbaharui standard diklat sesuai dengan kebutuhan
dan kemajuan teknologi;

4) Menjalin kerjasama dengan stakeholder dibidang
penerbangan;

5) Menghasilkan lulusan yang prima, professional dan
beretika.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
ATKP Medan telah mendapatkan persetujuan untuk
menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU dari Menteri
Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 1330-KMK.05-20 15 pada tanggal 30 Desember
2015 dengan status sebagai satuan kerja dengan pola keuangan
BLU yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Disamping itu, satuan Kkerja BLU juga dituntut dapat
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menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan yang
dihasilkan harus memberikan informasi untuk
pertanggungjawaban yang sekaligus berguna untuk manajemen

dalam pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disusun Pedoman
Standar Akuntansi ATKP Medan vyang bersumber pada
Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum yang mengamanatkan satuan Kkerja BLU
menyelenggarakan dan mengembangkan sub sistem akuntansi

secara mandiri.

. Maksud dan Tujuan

Pedoman Sistem Akuntansi ini dimaksudkan sebagai dasar
dan pedoman implementasi dalam melaksanakan tugas
pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan ATKP Medan. Sedangkan tujuannya adalah agar
tercipta sebuah proses kerja yang efektif dan efisien serta
akuntabel bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Penerbit/Penguji SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan serta Pengelola
Keuangan lainnya di lingkungan ATKP Medan.

Sistem Akuntansi ini dirancang untuk menghasilkan laporan
keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
khususnya Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Dengan demikian diharapkan akan dapat dihasilkan laporan
keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen,
dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Rincian
manfaat dari penerapan sistem akuntansi ini adalah:

1 Menyajikan informasi tentang posisi keuangan secara

akurat dan tepat waktu;

2. Menyajikan informasi tentang kemampuan BLU untuk
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memperoleh sumberdaya ekonomi berikut beban yang
terjadi selama suatu periode;

Memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan
dana selama suatu periode;

Menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran
secara akurat dan tepat waktu; dan

Menyajikan informasi tentang ketaatan pada peraturan
perundang-undangan.

D. Sistematika Penyajian Pedoman

Sistematika penyajian dalam Pedoman Sistem Akuntansi ini secara umum

adalah sebagai berikut:

1

Bab | Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang latar belakang sistem akuntansi, maksud dan
tujuan sistem akuntansi dan ruang lingkup sistem akuntansi.

Bab Il Sistem Akuntansi Keuangan

Bagian ini menguraikan tentang Sub bab kebijakan akuntansi,
prosedur akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan, formulir
yang digunakan, Bagan Akun Standar (BAS) dan jurnal standar dalam
proses pencatatan akuntansi.

Bab Il Sistem Akuntansi Persediaan dan Aset Tetap

Bagian ini membahas sistem dan prosedur persediaan, prosedur aset
tetap serta pengelolaan aset tetap.

Bab IV Sistem Akuntansi Biaya

Bagian ini berisi pembahasan mengenai akuntansi biaya meliputi
pengertian, tujuan, tugas dan fungsi, pusat biaya dan pendapatan,
unit-unit layanan/produk, metode dalam perhitungan biaya, struktur
biaya dan perhitungan tarif layanan diklat.

Bab V Penutup

Merupakan bagian terakhir dari modul yang berisi penegasan kembali
terkait pentingnya petunjuk teknis implementasi sistem akuntansi

sebagaimana telah disajikan pada bagian-bagian sebelumnya.
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BAB Il
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi ATKP Medan merupakan prinsip dasar,
konvensi, aturan dan praktik-praktik tertentu yang dipakali
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi ini meliputi:

1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan;

2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek BLU;
Kebijakan Akuntansi Piutang;

Kebijakan Akuntansi Persediaan;

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud,;

© ® N o o b~ W

Kebijakan Akuntansi Kewajiban; dan
10. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.

ATKP Medan adalah Satuan Kerja yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai entitas
yang menerapkan pola keuangan BLU mempunyai fleksibilitas
pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa
mengutamakan keuntungan dan melakukan kegiatan dengan
prinsip efisiensi dan efektifitas.

Kebijakan akuntansi ATKP Medan secara umum didasarkan
ada Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian laporan
keuangan mengacu pada PSAP 13 tentang Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan yang
memberikan pertimbangan dalam penyajian laporan
keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan
persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Selain itu, sistem dan kebijakan akuntansi ini mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016
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Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum. Dalam PMK tersebut dinyatakan bahwa BLU
menyelenggarakan dan mengembangkan sub sistem
akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan
pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU
dan sistem tersebut dikembangkan sesuai dengan praktik
bisnis yang sehat.
Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan oleh
manajemen antara lain sebagai berikut ;
1 Penyajian Wajar
Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan
keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian
peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu
diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya
dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada
saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian,
sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu
rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak
memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi
atau penyisihan berlebihan, dan sengaja menetapkan asset
atau pendapatan yang lebih rendah atau pencatatan
kewajiban atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan
keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

2. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,
maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat



- 14

dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten /berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan
keuangan hanya diharuskan memuat informasi yang
memenuhi Kkriteria materialitas. Informasi dipandang
material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau
kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil
atas dasar laporan keuangan.

PELAPORAN KEUANGAN
a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan BLU ATKP Medan adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi,
dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber daya.
Secara khusus, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan
1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2) mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;

4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi
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terhadap anggarannya;

menyediakan informasi mengenai cara entitas
pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;

menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah
untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

menyediakan informasi yang berguna untuk
mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan

standar akuntansi keuangan yang berlaku dilndonesia
memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut :

1

3)

Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh
pengguna laporan Pengguna. Dalam hal ini, diasumsikan
memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk
mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang

wajar.
Relevan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah
informasi yang relevan wuntuk memenuhi kebutuhan
pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi
memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi
keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwva masa lalu, masa kini atau masa
depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi
mereka di masa lalu.

Keandalan

Agar bermanfaat, informasi dalam Ilaporan keuangan
memiliki kualitas andal (reliable), yaitu bebas dari
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pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan
dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang
tulus atau jujur (faithful representation).

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan
entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu
entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat
dilakukan bila entitas yang diperbandingkan
menerapkan Kkebijakan akuntansi yang sama. Apabila
entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi
yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan
pada periode terjadinya perubahan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk
pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan
ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan
disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka
entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui
pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah
terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening
Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan
dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
terpenuhi  walaupun kas belum dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas
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pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan
basis kas. Berarti bahwa pendapatan dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening
Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
Di sisi lain, belanja, transfer, dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan
dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA
disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk
Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

2) Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas
yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan
(consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada
saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas
dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian
yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi.
Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan
nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Realisasi (Realization)
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia
yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah

suatu periode akuntansi akan digunakan untuk
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membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib
disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas
diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah
menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost
against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah
tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan

dalam akuntansi komersial.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance
Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,
maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat
dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka
hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas
pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode
pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan
posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun,
periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga
dianjurkan.

6) Konsistensi (consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada
kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu
entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini
tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari
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satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan
syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu
memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode
lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi
yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi  yang
dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan
sehat diperlukan bagi penyusun laporan Kkeuangan
ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui
dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya
dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat
mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan
prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset
atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan
kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak
memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan

yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat
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kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga
laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak
handal.

. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan
keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran
lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber
daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLU adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya, dengan :

1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;

2) menyediakan informasi mengenai perubahan
posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
BLU;

3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;

4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi
terhadap anggarannya;

5 menyediakan informasi mengenai cara entitas
pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;

6) menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatannya; dan

7) menyediakan informasi yang berguna untuk
mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam

mendanai aktivitasnya.
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Laporan keuangan ATKP Medan memberikan informasi
tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban pada tanggal

pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode

berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk
melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi
dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa
mendatang.

Komponen laporan keuangan ATKP Medan terdiri atas:
Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realiasi Anggaran menyajikan realisasi
pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA-BLU,
pembiayaan BLU, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode. Format
penyajian Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai
berikut:

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan
31 Desember 20X1 dan 20XO0

TA 20X1 TA
20X0
Real
Uraian %
Angg Reali di Atas Re;I Real
Aran sasi (Bawah) An ) isasi
Angg 99

PENDAPATAN NEGARA DAN
HIBAH

Pendapatan Penerimaan Negara
Bukan Pajak

Al Pendapatan PNBP Lainnya
A.2. Pendapatan Badan Layanan
Umum:

A.2.1. Pendapatan Jasa Layanan
Umum

A.2.2. Pendapatan Hibah terikat -
uang

A.2.3. Pendapatan Hibah tidak
terikat - uang

A.2.4. Pendapatan Hasil Kerja Sama
BLU

A.2.5. Pendapatan dari Pelayanan

BLU yang bersumber dari
Entitas Pemerintah Pusat
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Uraian

2.6. Pendapatan BLU Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA

DAN HIBAH (A)
BELANJA NEGARA

Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa
2.1. Belanja Barang
2.2 Belanja Jasa
2.3. Belanja Pemeliharaan
2.4 Belanja Perjalanan Dinas
2.5 Belanja Badan Layanan Umum:
-2.5.1. Belanja Gaji dan Tunjangan
-2.5.2. Belanja Barang
-2.5.3. Belanja Jasa
-2.5.4. Belanja Pemeliharaan
-2.5.5. Belanja Perjalanan
.2.5.6. Belanja Barang BLU yang
Menghasilkan Persediaan
BLU
3. Belanja Modal
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan
Mesin
.3.3. Belanja Modal Gedung
Bangunan
.3.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan
dan lIrigasi
Belanja Modal Lainnya
Belanja Modal Badan Layanan
Umum:
Belanja Modal Tanah - BLU
6.2. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - BLU
.3.6.3. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - BLU
.3.6.4. Belanja Modal Jalan,
dan Jaringan - BLU
3.6.5 Belanja Modal Lainnya - BLU
JUMLAH BELANJA NEGARA (B)
SURPLUS /7 (DEFISIT) (C= A-B)
PEMBIAYAAN
1 Penerimaan Pembiayaan
11 Penerimaan Pembiayaan Dalam
Negeri
Jum lah Penerimaan
Pembiayaan
(R
2 Pengeluaran Pembiayaan
.21 Pengeluaran Pembiayaan
Negeri
Jum lah

Pembiayaan (D Il)

Pengeluaran

TA 20X1
Real
Angg Reali di Atas
Aran sasi (Bawah)
Angg

TA
20XO0
%
? Real
Real. . .
isasi
Angg
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TA
TA 20X1
20X0
Uraian . _Real %
Angg Reali di Atas Real Real
Aran sasi (Bawah) An ) isasi
Angg 99

Pembiayaan Neto (D= D I - D Il)
SILPA /7 (SIKPA) (E=C + D)

2)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sisa Angaran Lebih menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. llustrasi format penyajian Laporan Realisasi
Anggaran adalah sebagai berikut:

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Degan 31 Desember
20X1 dan 20XO

Uraian 20X1 20X0
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal
Penggunaan SAL
Sub Total (A+B)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPAZ/ SiKPA)
Penyesuaian SIiLPA/SiKPA:

o0 m >

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:

Pendapatan alokasi APBN

I & T m

Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara
J Pengembalian pendapatan BLU TAYL

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
K (SILPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian (D+G+H+I1+J)

L Sub Total (C+ K)

M Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya

N Lain-Lain

O Saldo Anggaran Lebih Akhir (L+M+N)

Neraca

Neraca menyajikan posisi keuangan entitas mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Illustrasi
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format penyajian neraca adalah sebagai berikut

> >

0

> > > > >»>>>> >
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Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Neraca
Per 31 Desember 20X1 dan 20XO0

Kenaikan
URAIAN 20X1 20xo0 (Penurunan)

Jumlah %
ASET

Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya dan Setara Kas
Kas pada Badan Layanan Umum
Investasi Jangka Pendek-BLU
Belanja Dibayar Dimuka
Uang Muka Belanja (prepayment)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang dari Kegitan Operasional BLU

11. Piutang dari Kegitan Non Operasional BLU

.12, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang
dari Kegiatan Operasional BLU

. 13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang
dari Kegiatan Non Operasional BLU
- 14. Persediaan pada Badan Layanan Umum
Jumlah Aset Lancar (A)
Aset Tetap
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
-3 Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
-5 Aset tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan
Mesin
.8. Akumulasi Penyusutan Gedung dan
Bangunan
9. Akumulasi Penyusutan Jalan. Irigasi dan
Jaringan
- 10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap Bersih
Piutang Jangka Panjang
1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU
2. Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
BLU
.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Tagihan Penjualan Angsuran BLU
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

BLU
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Kenaikan

URAIAN 20X1 20x0 (Penurunan)

Jumlah

Piutang Jangka Panjang lainnya
D.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang
Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Piutang Jangka Panjang (D)

Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

ﬂ'IITIITIﬂ'I_n'IITI
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Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET (A s.d. E)
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang kepada Pihak Ketiga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka

Uang Muka dari KPPN

m M m M M m
o s W N e

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (F)
EKUITAS

H Ekuitas (H)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (F s.d. H)

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang
dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan. llustrasi format penyajian Laporan Operasional

adalah sebagai berikut

%



A L
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.

B.1
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.

B.7.
B.8.

D. 1
D.2.

D.3.
D.4.

F.1
F.2.
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Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Laporan Operasional

20X1 dan 20XO

URAIAN

1
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Alokasi APBN
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain
Pendapatan Hibah BLU
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
Pendapatan BLU Lainnya
Jumlah Pendapatan (A)
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

Jumlah Beban (B)

SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN
OPERASIONAL (C= A-B)

KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional
Lainnya
Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non
Operasional (D)
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA
(E= C+D)
POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Beban Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa (F)
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember

Kenaikan
20X1 20x0 (Penurunanj

Jumlah %
2 3 4 5
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5) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, Investasi,
pendanaan, dan transitoris. Illustrasi format penyajian
Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31
Desember 20X1 dan 20XO

URAIAN 20X1 20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk Kas:
Pendapatan dari Alokasi APBN
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama
Pendapatan dari Hibah
Pendapatan Usaha Lainnya

Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL

>>»>>>»>>>»>
® N o o kN

Pendapatan PNBP Umum
Jumlah Arus Masuk Kas (A)

Arus Keluar Kas:

Pembayaran Pegawai

Pembayaran Barang

Pembayaran Jasa

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan
Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU
Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL

W W W W W W W W W W
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Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Jumlah Arus Keluar Kas (B)

0

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C =A -B)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Masuk Kas:
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan. Irigasi, dan Jaringan
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset lainnya

©O0UUO0UO
NoA N R

Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Masuk Kas (D)
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URAIAN 20X1

Arus Keluar Kas:
Perolehan atas Tanah
Perolehan atas Peralatan dan Mesin
Perolehan atas Gedung dan Bangunan
Perolehan atas Jalan. Irigasi, dan Jaringan
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya

Pengeluaran atas Pembelian Investasi Non Permanen
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA
BUN Investasi)

Jumlah Arus Keluar Kas (E)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F =D -E )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Masuk Kas:
Penerimaan Pinjaman
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain
Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas (G)

Arus Keluar Kas:
Pembayaran Pokok Pinjaman
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain
Penyetoran ke Kas Negara

Jumlah Arus Keluar Kas (H)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1 =G - H )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Masuk Kas:

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
Penerimaan Transitoris lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas (J)

Arus Keluar Kas:

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
Pengeluaran Transitoris lainnya

Jumlah Arus Keluar Kas (K)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L= J-K)
Kenaikan/ Penurunan Kas (M= C+F+I1+L)
Penyesuaian Saldo Kas:

Transaksi Transitoris Berjalan

Jumlah Penyesuaian Saldo Kas (N)
Kenaikan/ Penurunan Kas Setelah Penyesuaian
(0=M+N)
Saldo Awal Kas dan Bank BLU Telah Disahkan (P)
Penyesuaian Saldo Awal Kas dan Bank BLU Telah
Disahkan (Q)
Saldo Akhir Kas dan Bank BLU Telah Disahkan
(R=0+P+Q)
Penyesuaian Saldo Kas dan Bank BLU Telah
Disahkan:

Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
Reklasifikasi ke Investasi Jangka Pendek
Reklasifikasi ke Dana Dibatasi Penggunaannya

Koreksi/Selisih Kurs
Jumlah Penyesuaian Saldo Kas dan Bank BLU
Telah Disahkan (S)

Saldo Akhir Kas pada BLU (T=R+S)

20X0
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URAIAN 20X1 20X0

Saldo-Saldo Kas selain Saldo Kas pada BLU:
| Saldo Akhir Dana Kelolaan dari BA BUN
(l.a.+1.b.+l.c.+1.d.)

Saldo Awal Dana Kelolaan dari BA BUN

l. d. Aktvitas Investasi Non-Permanen dan
Reklasifikasi Setara Kas Berjalan

11 Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas

(Il.a.+11.b.+11.c.)

Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas
11 Saldo Kas di Badan Layanan Umum

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Illustrasi format

penyajian Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai

berikut

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 20X1 dan 20XO

Kenaikan

URAIAN 20X1 20XO0 (Penurunan)
Jum %
lah
1 3 4 5 6

EKUITAS AWAL

B SURPLUS/DEFISIT LO
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI 7/ KESALAHAN
MENDASAR

C KOREKSI YANG

MENAMBAH/MENGURANGI
EKUITAS

-1 Penyesuaian Nilai Aset
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Lain-Lain
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
(B+C+D)

F EKUITAS AKHIR (A + E)

moooooo
aob W N



-30.

7) Catatan atas Laporan Kenangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah komponen
laporan keuangan yang meliputi penjelasan. Daftar rincian
dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan
LPE. CaLK mencakup informasi tentang Kkebijakan
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan
serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Format Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri :

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS
A.l.  Profil dan Kebijakan Teknis ATKP Medan.

A. 1.1. Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan latar
belakang berdirinya Badan Layanan Umum. Dapat
ditambahkan dasar hukum dan tanggal berdirinya
ATKP Medan.

A. 1.2. Struktur Organisasi. Bagian ini menjelaskan struktur
organisasi ATKP Medan. Dapat disertakan juga bagan
struktur organisasi ATKP Medan.

A. 1.3. Visi. Bagian ini menjelaskan visi ATKP Medan.

A. 1.4. Misi. Bagian ini menjelaskan misi ATKP Medan.

A. 1.5. Maksud dan Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud
dan tujuan pendirian ATKP Medan.

A. 1.6. Nilai-nilai. Bagian ini menjelaskan  nilai-nilai
organisasi yang dimiliki ATKP Medan.

A.1.7. Tugas, Fungsi, dan Peran. Bagian ini menjelaskan
Tugas, Fungsi, dan Peran ATKP Medan.

A.1.8. Kegiatan ATKP Medan. Bagian ini menjelaskan
kegiatan ATKP Medan.

A. 1.9. Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas. Bagian ini
menjelaskan susunan Pejabat Pengelola dan Dewan
Pengawas ATKP Medan.
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A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan. Bagian ini
menjelaskan pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
ATKP Medan. Termasuk di dalamnya menjelaskan sistem
yang digunakan untuk mengolah data transaksi keuangan
dan menyajikan laporan keuangan.

A.3. Basis Akuntansi. Bagian ini menjelaskan basis akuntansi
yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan.

A.4. Dasar Pengukuran. Bagian ini menjelaskan definisi
pengukuran dan dasar pengukuran yang digunakan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam bagian
ini  juga dijelaskan mata wuang pelaporan, termasuk
penjelasan ketentuan mengenai penjabaran dan/ atau
konversi ke dalam rupiah atas transaksi yang menggunakan
mata uang asing.

A. 5. Kebijakan Akuntansi. Bagian ini menjelaskan kebijakan
akuntansi yang digunakan. Kebijakan pengakuan,
pengukuran, pencatatan, dan penyajian pos-pos dalam
laporan keuangan (pendapatan, belanja, beban, aset,
kewajiban, dan ekuitas) diuraikan secara jelas sebagai bahan

acuan dalam memahami laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.l. Pendapatan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

e Jumlah realisasi pendapatan untuk periode berkenaan
dan persentase realisasi dari estimasi pendapatannya.
Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel,;

e Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai
perbedaan antara anggaran/ estimasi dengan
realisasinya;

e Perbandingan realisasi pendapatan periode Dberjalan
dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan
tersebut jika signifikan;

e Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut
sumber pendapatan;
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Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.2. Belanja

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Jumlah realisasi belanja untuk periode berkenaan dan
persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian
dapat dilakukan dalam bentuk tabel;

Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai
perbedaan antara anggaran dengan realisasinya;
Perbandingan realisasi belanja periode berjalan dengan
periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut
jika signifikan;

Penjelasan lebih lanjut rincian belanja menurut
klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
Pengungkapan informasi  yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B. 3. Pembiayaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan
dan persentase realisasi dari pagu anggarannya.
Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel,;
Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan
dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan
tersebut jika signifikan;

Penjelasan lebih lanjut penerimaan pembiayaan dan/
atau pengeluaran pembiayaan;

Pengungkapan informasi  yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
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B. 4. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang
Penggunaan Anggaran (SiKPA)

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Jumlah realisasi pembiayaan untuk periode berkenaan
dan persentase realisasi dari pagu anggarannya.
Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel,
Perbandingan realisasi pembiayaan periode berjalan
dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan
tersebut;

Penjelasan mutasi atau pembentukan SiLPA/SIKPA;
Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal periode
berjalan dengan periode lalu;

Penjelasan SAL Awal;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Awal periode berjalan dengan periode lalu;

Penjelasan lebih lanjut transaksi penggunaan SAL;
Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
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C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiyaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan SILPA/SIKPA periode berjalan dengan
periode lalu

Penjelasan lebih lanjut  transaksi penggunaan
SiLPA/SIKPA;

Pengungkapan informasi  yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

Setelah Penyesuaian

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan SiLPA/SIKPA setelah penyesuaian periode
berjalan dengan periode lalu;

Penjelasan lebih lanjut rincian transaksi penyesuaian
SIiLPA/SIKPA;

Pengungkapan informasi  yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.5. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-

lain

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingankoreksi kesalahan pembukuan tahun
sebelumnya dan lain-lain periode berjalan dengan periode
lalu;

Penjelasan lebih lanjut rincian koreksi kesalahan
pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain;
Pengungkapan informasi  yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
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C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir periode
berjalan dengan periode lalu;

Penjelasan SAL akhir;

Pengungkapan informasi  yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
D. 1 Aset ; Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan aset per tanggal pelaporan tahun berjalan
dengan per tanggal pelaporan periode lalu;

Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masingakun
aset;

Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode
berjalan dengan periode lalu;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D.2. Kewajiban

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan kewajiban per tanggal pelaporan tahun
berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-
akun kewajiban;

Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode
berjalan dengan periode lalu;

Pengungkapan informasi  yang  diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
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D.3. Ekuitas
Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
e Perbandingan ekuitas per tanggal pelaporan tahun
berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
e Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

» Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
E. 1 Kegiatan Operasional
E. 1.1. Pendapatan Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

e Perbandingan pendapatan operasional periode
berjalan dengan periode lalu;

e Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan
dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

e Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan-LO
menurut sumber pendapatan;

e Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

e Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E. 1.2. Beban Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

e Perbandingan beban operasional periode berjalan
dengan periode lalu;

e Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan
dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;

e Penjelasan lebih lanjut rincian beban menurut
klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;

e Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
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belum disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan; dan

e Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E.2. Kegiatan Non Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan surplus/defisit kegiatan non operasional,
nilai tukar, dan kerugian/keuntungan penurunan nilai
aset periode berjalan dengan periode lalu;

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan
dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos yang terdapat
pada kegiatan non operasional;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

Penjelasan hal-hal penting yang DIPA.

E.3. Pos-pos Luar Biasa

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan pendapatan/beban luar biasa periode
berjalan dengan periode lalu;

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan
dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS
F. 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:
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Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi periode
berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk
maupun arus kas keluar;

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan
dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari
aktivitas operasi menurut arus kas masuk dan arus kas
keluar;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan,;
dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi periode
berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk
maupun arus kas keluar;

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan
dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan kegiatan
non operasional;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan periode
berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk
maupun arus kas keluar;

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan
dengan periode lalu untuk nilai yng signifikan;
Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari

aktivitas pendanaan menurut arus kas masuk dan arus
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kas keluar;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan arus kas dari aktivitas transitoris periode
berjalan dengan periode lalu, baik arus kas masuk
maupun arus kas keluar;

Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan
dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos arus kas dari
aktivitas transitoris menurut arus kas masuk dan arus
kas keluar;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.5. Kas pada ATKP Medan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

Perbandingan pos Kas pada ATKP Medan periode
berjalan dengan periode lalu;

Penjelasan mutasi atas penyesuaian dan/ atau
reklasifikasi saldo Kas pada ATKP Medan;
Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F.6. Kas dan Dana yang Dikuasai Diluar Aktivitas Operasi,
Investasi, Pendanaan, dan Transitoris

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

e Penjelasan atas penyajian dan/ atau mutasi kas dan
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dana yang tidak masuk dalam aktivitas operasi,
aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas
transitoris, antara lain berupa kas di bendahara
pengeluaran, kas lainnya di bendahara pengeluaran,
dan/atau dana kelolaan ATKP Medan;

e Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
dan

e Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

e Perbandingan pos-pos pada LPE periode berjalan dengan
periode lalu;

e Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan
periode lalu untuk nilai yang signifikan;

e Penjelasan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak
kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan
mendasar, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas,
transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir;

e Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

e Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Bagian ini mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan
akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan
Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting
selama tahun pelaporan, seperti :

e Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
e Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh

manajemen baru;

e Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada
Neraca;
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e Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
e Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Laporan Keuangan ATKP Medan ditandatangani oleh Direktur ATKP
Medan, dan sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup
kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan
ATKP Medan yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung
Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan tersebut
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan
Keuangan ATKP Medan, dan diilustrasikan sebagaimana gambar
berikut :

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan keuangan BLU Akademi Teknik Keselamatan

Penerbangan (ATKP) Medan selaku UAKPA BLU yang terdiri dari [1]
Laporan Realisasi Anggaran, [2] Laporan perubahan Sisa Anggaran
Lebih, [3] Neraca, [4) Laporan Operasional, [5] Laporan Arus kas, [6]

Laporan Perubahan Ekuitas, dan [7] Catatan atas Laporan keuangan

periode <Semester .......... /Tahun Anggaran

........... > sebagaimana

terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan - untuk menjelaskan hal yang perlu

dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan

keuangan)

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan

informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tempat, Tanggal
Direktur ATKP Medan

<Tanda Tangan>

<Nama Terang>
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

a. Definisi dan Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat
ekonomi yang timbul dari aktivitas entitas selama satu
periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas
bersih. Jenis-jenis pendapatan entitas meliputi :

1) Pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM

Merupakan pendapatan dari realisasi belanja
pegawai, barang dan jasa dan/atau belanja modal
atas pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni
sesuai dengan SPM/SP2D.

2) Pendapatan dari pelayanan yang bersumber dari
masyarakat - DIPA PNBP

Merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan

BLU yang diberikan kepada pengguna jasa/masyarakat.
3) Pendapatan dari pelayanan yang bersumber dari

entitas pemerintah pusat DIPA PNBP

Merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan

yang diberikan kepada entitas akuntansi atau entitas

pelaporan dalam kerangka sistem akuntansi

pemerintah pusat.

4) Pendapatan hasil kerja sama - DIPA PNBP

Merupakan perolehan pendapatan dari kerjasama
operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang
mendukung tugas dan fungsi BLU sesuai dokumen
sumber penerimaan pendapatan transaksional.

5) Pendapatan hibah bentuk uang/barang/jasa dari
pengguna jasa/ masyarakat (entitas non pemerintah
pusat) DIPA PNBP
Merupakan pendapatan yang diterima dari pengguna
jasa/masyarakat, badan lain atau entitas non
pemerintah pusat tanpa diikuti adanya kewajiban
bagi entitas untuk menyerahkan barang/jasa sesuali
dengan dokumen penerimaan hibah atau yang
dipersamakan.
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Pendapatan BLU lainnya - DIPA PNBP

Merupakan pendapatan BLU yang tidak berhubungan
secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU yang
dapat berupa jasa giro, pendapatan bunga,
keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing, komisi, potongan, bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan
barang/jasa oleh BLU, hasil penjualan kekayaan yang
tidak dipisahkan, dan pengembalian secara kas atas
beban atau biaya yang telah disahkan belanjanya
pada tahun anggaran yang lalu.

Pendapatan umum PNBP yang disetor ke kas negara -
DIPA RM

Merupakan pendapatan dari realisasi PNBP umum
yang sumber dananya rupiah murni dan/atau untuk
keuntungan rekening kas negara dan telah disetor ke
rekening kas negara.

b. Pengakuan Pendapatan

Secara umum pendapatan diakui pada saat :

1)

2)

Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai
imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai
diberikan dan/atau hak untuk menagihkan beban
tagihan kepada alokasi APBN —DIPA RM berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pendapatan direalisasi

Merupakan realisasi pendapatan yang secara hak

telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya
penagihan.

Pengakuan pendapatan berdasarkan jenisnya adalah
sebagai berikut :

1)

Pendapatan dari alokasi APBN —DIPA RM diakui pada
saat pengeluaran realisasi belanja atau

diterbitkannya SP2D yang berasal dari pagu DIPA
rupiah murni.
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2) Pendapatan umum PNBP yang disetor ke Rekening
Umum Kas Negara — DIPA RM (antara Ilain,
pendapatan dari pemindahtangan aset-aset yang
berasal dari DIPA-RM) diakui pada saat penerimaan
masuk ke Rekening Kas Umum Negara atau dokumen
yang dipersamakan.

3) Pendapatan dari pelayanan

a. Bersumber dari masyarakat — DIPA PNBP, antara
lain pendapatan penyelenggaraan diklat
pembentukan, Penjenjangan dan keterampilan yang

diikuti oleh masyarakat umum.

b. Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber
dari entitas pemerintah pusat DIPA PNBP, antara
lain pendapatan penyelenggaraan diklat
pembentukan, Penjenjangan dan keterampilan yang
diikuti oleh PNS yang pembiayaannya berasal dari

Pemerintah Pusat.

c. Pendapatan hasil kerja sama—bDIPA PNBP, antara
lain, kerjasama pemanfatan aset, penelitian atau

kegiatan kerja sama lainnya.

d. Pendapatan BLU lainnya —DIPA PNBP, antara lain

jasa perbankan dan investasi.

Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan
BLU atau yang dipersamakan dan/atau diakui
pada saat realisasi pendapatan BLU secara hak
telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya
penagihan sehubungan dengan adanya
penyerahan layanan BLU atau manfaat ekonomi
kepada mitra layanan atau masyarakat, sesuai
dengan dokumen penerimaan pendapatan BLU
atau yang dipersamakan dan dilakukan

pengesahan secara periodik sesuai SP3B/SP2B-
BLU.
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4) Pendapatan hibah bentuk wuang dari masyarakat
diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai
dengan BAST hibah, atau dokumen konfirmasi atau
dokumen yangdipersamakan dan dilakukan
pengesahan secara periodik sesuai dengan
SP3B/SP2B-BLU.

5 Pendapatan hibah bentuk barang dan jasa diakui
pada saat berita acara serah terima sesuai dokumen
berita acara serah terima hibah atau dokumen yang

dipersamakan.

Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan BLU diidentifikasi berdasarkan
dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis
pendapatan sebagai berikut :

1) Pendapatan dari alokasi APBN — DIPA RM diukur
sebesar nilai realisasi belanja sesuai dengan
SPM/SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA
rupiah murni.

2) Pendapatan umum PNBP diukur sebesar nilai
realisasi pendapatan bukan pajak sesuai dengan
dokumen sumber setoran ke kas Negara (SSBP

dan/atau SSPB) atau dokumen yang dipersamakan.

3) Pendapatan dari pelayanan yang bersumber dari
masyarakat —DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan
BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat —
DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja sama — DIPA
PNBP; dan Pendapatan BLU Ilainnya—bBIPA PNBP
diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan
dokumen sumber transaksional BLU pendapatan
atau yang dipersamakan.

4) Pendapatan hibah bentuk wuang dari masyarakat
diukur sebesar nilai hibah yang diterima oleh BLU
sesuai dengan dokumen penerimaan hibah bentuk

uang atau yang dipersamakan.
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5) Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari
masyarakat diukur sebesar nilai pendapatan hibah
sesuai dengan dokumen berita acara serah terima
hibah barang/jasa atau dokumen yang di
persamakan.

Penyajian Pendapatan
Penyajian pendapatan di Laporan Keuangan sebagai
berikut :

1) Nilai pendapatan dari alokasi APBN —DIPA RM sesuai
dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA
rupiah murni disajikan di LO sebagai Pendapatan dari
Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional.

2) Nilai pendapatan umum PNBP sesuai dengan dokumen
sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB)
atau dokumen yang dipersamakan disajikan pada LRA
sebagai PNBP dalam pos PNBP Lainnya; dan di LO
sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan
Operasional.

3) Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber
dari masyarakat - DIPA PNBP; Pendapatan dari
pelayanan BLU yang bersumber  dari entitas
pemerintah pusat —DIPA PNBP; Pendapatan hasil kerja
sama — DIPA PNBP; dan Pendapatan BLU lainnya —
DIPA PNBP yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-
BLU disajikan: di LRA sebagai pendapatan BLU dalam
pos PNBP Lainnya; dan di LO sebagai PNBP Lainnya
dalam pos Pendapatan Operasional.

4) Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat
yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU
disajikan: di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos
PNBP Lainnya; dan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam
pos Pendapatan Operasional.

5 Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari

masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima
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hibah barang/jasa atau dokumen yang
dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya
dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan
beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai
definisi bebannya dalam pos Beban Operasional, dan
dalam hal berbentuk persediaan dan/atau aset
tetap, aset tetap lainnya, aset lainnya disajikan di
Neraca sesuai dengan definisi asetnya.

Pendapatan BLU secara transaksional kas yang
belum dilakukan pengesahan transaksinya pada
periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai
dengan dokumen sumber transaksional pendapatan
BLU disajikan di LO sebagai pendapatan BLU dalam
pos PNBP Lainnya; di Neraca sebagai Kas dan Bank
BLU Belum Disahkan dalam pos Kas Lainnya di
BLU; dan di LAK dalam arus masuk kas aktivitas

operasi.

Pendapatan BLU secara transaksional non kas pada
periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai
dengan dokumen sumber transaksional pendapatan
BLU disajikan di LO sebagai pendapatan BLU dalam
pos PNBP Lainnya dan di Neraca sebagai Piutang
BLU dalam pos Piutang PNBP.

Pendapatan sehubungan dengan perhitungan
akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum
terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di
Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non-

operasional.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

a

Pengertian dan Jenis Beban

Beban BLU adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan

ekuitas BLU, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Transaksi
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yang menjadi ruang lingkup beban BLU meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari
kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan
tunjangan, serta realisasi belanja pegawai, baik atas
pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya rupiah
murni (RM) maupun atas pembebanan pagu yang
sumber dananya dari layanan BLU - DIPA pendapatan
negara bukan pajak (PNBP).

Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan beban
sehubungan dengan perolehan dan/atau
pemanfaatan barang konsumsi dan ektrakomptabel,
dan perolehan dan/atau pemanfaatan jasa dalam
rangka mendukung kegiatan operasional BLU, baik
atas pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya
rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang
sumber dananya dari layanan BLU —DIPA PNBP.

Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban sehubungan
dengan pemakaian barang perlengkapan dan
persediaan dalam rangka mendukung Kkegiatan
operasional BLU.

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat merupakan beban sehubungan dengan
pengeluaran barang persediaan untuk dijual dalam
rangka pelayanan BLU dan/atau pemanfaatan
barang persediaan untuk diserahkan kepada
masyarakat.

Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban sehubungan
dengan mempertahankan kondisi aset BLU, dan
perolehan dan/atau pemanfaatan barang

perlengkapan dan persediaan dalam rangka
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memelihara kondisi asset BLU, baik atas
pembebanan pagu DIPA yang sumber dananya
rupiah murni maupun atas pembebanan pagu yang
sumber dananya dari layanan BLU —DIPA PNBP.
6) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban sehubungan
dengan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka
menunjang operasional BLU, baik atas pembebanan
pagu DIPA yang sumber dananya rupiah murni
maupun atas pembebanan pagu yang sumber dananya
dari layanan BLU —DIPA PNBP.

7) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih merupakan
beban sehubungan dengan estimasi piutang tidak
tertagih atas saldo piutang dalam rangka penyajian
nilai  wajar piutang pada periode pelaporan
keuangan.

8) Beban Penyusutan Aset dan Beban Amortisasi

Beban penyusutan asset dan beban amortisasi
merupakan beban sehubungan dengan penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada
saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset
bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban
penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat asset yang
bersangkutan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud
(ATB), penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

b. Pengakuan Beban BLU
Secara umum Beban BLU diakui pada saat:
1) Timbulnya kewajiban;
2) Terjadinya konsumsi aset; dan/atau

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa.
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Berdasarkan jenis beban BLU, pengakuan beban BLU

diidentifikasi sebagai berikut :

1) Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban
pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang
berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA
Rupiah Murni diakui pada saat pengeluaran realisasi
belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya.

2) Beban pegawai, beban barang dan jasa, Dbeban
pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang
berasal dari pembebanan realisasi DIPA PNBP diakui
pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan resume
tagihan, pemakaian konsumsi dan/atau pembayaran
beban BLU secara transaksional.

3) Beban persediaan diakui pada saat perlengkapan,
bahan atau barang persediaan digunakan/dikonsumsi
dalam rangka kegiatan operasional BLU. Dalam hal
terdapat perlengkapan, bahan atau barang persediaan
diakui dan dinyatakan rusak atau usang pada saat
perhitungan fisik persediaan secara periodik,
persediaan rusak atau usang tersebut disajikan
sebagai kerugian persediaan rusak atau usang dalam
beban non-operasional.

4) Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui
secara periodik semesteran dan tahunan
berdasarkan estimasi atas kualitas saldo piutang per
debitur.

5 Beban penyusutan dan amortisasi diakui secara
periodik semesteran dan tahunan selama masa
manfaat aset.

Pengukuran Beban BLU
Pengukuran beban BLU diidentifikasi berdasarkan

dokumen yang digunakan dengan memperhatikan jenis
beban sebagai berikut :

1) Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban
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pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang
berasal dari pembebanan realisasi SP2D DIPA rupiah
murni diukur sebesar nilai realisasi belanja sesuai
dengan SPM/SP2D Belanjanya.

2) Beban pegawai, beban barang dan jasa, beban
pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas yang
berasal dari pembebanan DIPA PNBP diukur sebesar
nilai beban sesuai dengan dokumen sumber
transaksional beban BLU.

3) Beban pemeliharaan berupa pemakaian barang

perlengkapan, bahan atau barang persediaan
sehubungan dengan pemeliharaan, beban
persediaan, dan bebanbarang untuk
dijual/diserahkan kepada masyarakat diukur

sebesar nilai persediaan mutasi keluar sesuai
dengan dokumen mutasi barang keluar atau yang
dipersamakan.

4) Beban penyusutan diukur sebesar nilai perhitungan
akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset

dibagi dengan periode/masa manfaat aset tersebut.

5 Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur
sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap
penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif
penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan

nilai nominal piutang.

Penyajian Beban BLU

Penyajian beban BLU di Laporan Keuangan adalah

sebagai berikut:

1) Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi
belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai
beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang
sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai  beban
sehubungan dengan beban transaksional secara kas

belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai
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beban sehubungan dengan penyesuaian beban
operasional BLU disajikan di Laporan Operasional

dalam pos Beban Operasional.

2) Beban operasional BLU di Laporan Operasional

disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain :

a. Beban pegawai;

b. Beban barang dan jasa;

c. Beban persediaan;

d. Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat;

e. Beban pemeliharaan;

f. Beban perjalanan dinas;

g. Beban penyisihan piutang tidak tertagih;

h. Beban penyusutan dan amortisasi.

3) Nilai beban sehubungan dengan penyetoran
pendapatan PNBP ke rekening kas umum negara
disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran
PNBP oleh BLU ke Kas Negara. Kerugian persediaan
rusak atau wusang serta Kkerugian pelepasan aset
disajikan dalam pos Kegiatan Non-Operasional.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

a. Definisi dan denis Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang

digunakan untuk mencatat kas dan setara kas. Kas dan

setara kas meliputi :

1)

Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Merupakan akun untuk mencatat transaksional
penerimaan pendapatan, transaksional pengeluaran
belanja, transaksional pelunasan piutang atas
pengakuan pendapatan, transaksional penyelesaian
utang atas pengakuan beban dan transaksional saldo
kas tunai/bank yang belum disahkan. Kas dan Bank
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Belum Disahkan dilakukan reklasifikasi menjadi Kas
dan Bank BLU pada saat proses pengesahan
pendapatan dan belanja secara basis kas pada periode
pengesahan dengan menggunakan SP3B/SP2B BLU
TAYL oleh KPPN mitra kerja.

Kas dan Bank BLU

Merupakan akun untuk mencatat transaksi
pengesahan penerimaan pendapatan, pengesahan
pengeluaran belanja, pengesahan kas atas
pelunasan piutang dari pengakuan pendapatan,
pengesahan kas atas penyelesaian utang dari
pengakuan beban dan pengesahan saldo kas
tunai/bank BLU sebagai pertanggungjawaban dan
penyajian pelaporan Kas dan Bank BLU. Pengesahan
untuk menyajikan Kas dan Bank BLU dihasilkan
dengan melakukan reklasifikasi atas pencatatan Kas
dan Bank BLU Belum Disahkan. Pengesahan Kas
dan Bank BLU dimaksud dilakukan dengan KPPN
mitra kerja selaku pemegang fungsi perbendaharaan

umum.

Setara Kas BLU

Merupakan akun wuntuk mencatat transaksi mutasi
dan saldo instrumen investasi dalam rangka
pengelolaan Kas dan Bank BLU jangka pendek yang
dapat dikonversi menjadi kas tunai dalam jangka
waktu kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal
perolehannya tanpa menghadapi risiko perubahan nilai
yang signifikan. Setara kas BLU berasal dari
reklasifikasi Kas dan Bank BLU yang telah disahkan
oleh KPPN mitra kerja.

Kas Lainnya di BLU

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi
dan saldo uang tunai dan/atau simpanan di bank
yang dikelola oleh BLU yang berasal dari transaksi
dana kas BLU yang bukan milik BLU yang dapat
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berupa dana titipan pihak ketiga, uang jaminan,
uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum
disetor, bunga jasa giro yang belum disetor ke
rekening kas Negara, uang pihak ketiga yang belum
diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak
yang belum disetor yang sumber dananya berasal

dari DIPA rupiah murni.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan akun untuk mencatat transaksi mutasi
dan saldo uang persediaan dan/atau tambahan
uang persediaan yang diperlakukan sebagai uang
muka kerja dari Kuasa BUN kepada bendahara
pengeluaran untuk dikelola dan
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan
pengeluaran satuan kerja berdasarkan DIPA rupiah

murni.

b. Pengakuan Kas dan Setara Kas

1)

2)

Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

Kas dan Bank BLU Belum Disahkan diakui pada
saat diterima/dikeluarkannya Kas dan Bank BLU
Belum Disahkan oleh Bendahara yang berhubungan
dengan pendapatan satker dalam tahun anggaran
berjalan, pengeluaran belanja tahun anggaran
berjalan, pelunasan secara kas piutang atas
pengakuan pendapatan, dan penyelesaian secara kas
utang atas pengakuan beban.

Kas dan Bank BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas dan Bank BLU
diakui pada saat diterbitkan SP2B-BLU sebagai
dasar pengesahan yang mereklasifikasi dari Kas dan
Bank BLU yang Belum Disahkan menjadi Kas dan
Bank BLU.

Setara Kas BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Setara Kas BLU
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diakui pada saat pembelian atau pelepasan
instrumen investasi jangka pendek kurang dari 3
(tiga) bulan.

4) Kas Lainnya di BLU

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas Lainnya
BLU diakui pada saat kas secara transaksional
sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga, uang
jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-pajak
belum disetor dari transaksi BLU
diterima/diserahkan kepada yang berhak atau uang
pihak ketiga yang belum diserahkan seperti
honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor
yang sumber dananya berasal dari DIPA rupiah

murni.

5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Transaksi yang mempengaruhi nilai Kas di
Bendahara Pengeluaran diakui pada saat
penerimaan uang persediaan dan/atau

pertanggungjawaban atau penyetoran pengembalian
uang persediaan ke rekening kas negara sesuai
dengan masing- masing SP2D-UP/TUP, SP2D-
GU/GUP dan SSBP.

c. Pengukuran Kas dan Setara Kas

1) Kas dan Bank BLU Belum Disahkan;

a) Transaksi untuk menambah nilai Kas dan Bank
BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai
berdasarkan dokumen penerimaan kas atau yang
dipersamakan hasil konfirmasi atau validasi
transaksi, penerimaan kas dari transaksi
pendapatan transaksional pelunasan piutang,
dan/atau transaksional penerimaan hibah bentuk
kas.

b) Transaksi untuk mengurangi nilai Kas dan Bank

BLU Belum Disahkan diukur sebesar nilai
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berdasarkan dokumen otorisasi pengeluaran kas
atau yang dipersamakan dari transaksional
pengeluaran belanja dan biaya dan/atau

transaksional pelunasan kewajiban.

Kas dan Bank BLU

Kas dan Bank BLU diukur sebesar nilai berdasarkan
SP3B/SP2B-BLU yang mencatat pengesahan
pendapatan dan pengesahan belanja BLU secara
periodik dengan melakukan reklasifikasi dari Kas
dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi definitif Kas
dan Bank BLU.

Setara Kas BLU

Setara Kas BLU diukur sebesar nilai dokumen
kepemilikan atau yang dipersamakan instrument

investasi jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas Lainnya BLU

a) Transaksi untuk menambah nilai Kas Lainnya
BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen
penerimaan kas atau yang dipersamakan hasil
konfirmasi atau validasi dari transaksi
sehubungan dengan dana titipan pihak ketiga,
uang jaminan, Uang muka pelayanan, pajak-
pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau
uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti
honorarium pegawai atau pajak yang belum
disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA
rupiah murni.

b) Transaksi untuk mengurangi nilai Kas Lainnya
BLU diukur sebesar nilai berdasarkan dokumen
otorisasi pengeluaran kas atau yang
dipersamakan dari transaksional dari transaksi
penyerahan kas kepada pihak vyang berhak
sehubungan dengan dana titipan pihak Kketiga,
uang jaminan, atau uang muka pelayanan, pajak-

pajak belum disetor dari transaksi BLU, atau
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uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti
honorarium pegawai atau pajak yang belum
disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA
rupiah murni.

5) Kas di Bendahara Pengeluaran

a) Transaksi untuk menambah nilai Kas di
Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai
saldo uang persediaan dan/atau tambahan uang
persediaan berdasarkan dokumen SPM/SP2D —
UP/TUP.

b) Transaksi untuk mengurangi nilai Kas di
Bendahara Pengeluaran diukur sebesar nilai
pertanggungjawaban dan/atau penyetoran
pengembalian uang persediaan dan/atau
tambahan uang persediaan ke rekening Kkas
negara berdasarkan masing-masing dokumen
SPM/SP2D-&6U/GUP, dan SSBP.

d. Penyajian Kas dan Setara Kas
Penyajian Kas dan Setara Kas sebagai berikut :
1) Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum
Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada

pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan
Umum.

2) Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos
Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian
Negara/Lembaga.

3) Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP

disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas
di Bendahara Pengeluaran.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK
BLU

a. Definisi Investasi Jangka Pendek BLU

Investasi Jangka Pendek BLU adalah investasi jangka
pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan
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kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan

operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat

ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil. Investasi

Jangka Pendek BLU memenuhi karakteristik investasi

sebagai berikut:

1 Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dan/atau
dapat segera dicairkan /dikonversi ke dalam bentuk
uang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)
bulan;

2) Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan

3) Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek BLU diakui pada saat BLU
mengeluarkan sejumlah dana dalam rangka perolehan
instrumen investasi jangka pendek.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek BLU diukur sebesar nilai biaya
perolehan investasi yaitu harga transaksi instrumen
investasi itu sendiri dan biaya-biaya yang dapat
diidentifikasi dan diatribusikan sebagai biaya perolehan
investasi misalnya komisi perantara jual beli, jasa bank
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan.
Dalam hal investasi BLU berupa deposito lebih dari 3 (tiga)
bulan, investasi diukur sebesar nominal yang tercantum
dalam dokumen deposito.

Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai
Investasi Jangka Pendek BLU, terdapat hal-hal sebagai
berikut :

1) Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan
investasi jangka pendek, BLU tidak melakukan
proses pengajuan pengesahan ke KPPN mitra Kkerja.
Hal ini karena dana yang digunakan untuk
perolehan berasal dari Kas dan Bank BLU vyang

sudah disahkan, dana yang dibatasi penggunaanya
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hasil reklasifikasi dari Kas dan Bank BLU vyang
sudah disahkan, dan dana kelolaan BLU yang
berasal dari penerbitan SPM/SP2D;

2) Atas transaksi pengeluaran kas untuk perolehan
investasi jangka pendek, BLU melakukan reklasifikasi
dengan memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian
dari akun Kas dan Bank BLU (111911) menjadi akun
Deposito BLU dan/atau akun Investasi Lainnya BLU;

3) Dalam hal pada saat rekonsiliasi data periode
semesteran dan tahunan terhadap nilai Kas dan
Bank BLU terdapat perbedaan antara nilai yang
disajikan oleh BLU dengan nilai yang disajikan oleh
KPPN, perbedaan nilai Kas dan Bank BLU dilakukan
analisis yang dapat disebabkan karena adanya:

a) Nilai kurang reklasifikasi ke akun Surat Berharga
dan akun Setara Kas BLU atas investasi dengan
jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan;

b) Nilai kurang reklasifikasi ke akun Deposito BLU dan
akun Investasi Lainnya BLU atas investasi dengan
jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan;

c) Nilai tambah atas pencatatan Kas dan Bank BLU
yang Belum Disahkan sampai dengan periode
pelaporan semesteran dan tahunan.

4) BLU membuat buku pembantu dan summary

Investasi BLU untuk mencatat transaksional
perolehan dan pelepasan investasi BLU.

Pelepasan (Divestasi) Investasi Jangka Pendek BLU

Atas transaksi pelepasan (divestasi) Investasi BLU,

terdapat hal-hal sebagai berikut :

1) Pelepasan (divestasi) investasi BLU terjadi pada saat
investasi jangka pendek seperti deposito sudah jatuh
tempo dan/atau BLU melepas investasi tersebut
sebelum masajatuh tempo;

2) Dana yang diterima dari transaksi pelepasan investasi
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BLU tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan
operasional BLU dan tidak dilakukan proses
pengesahan pendapatan ke KPPN;

3) Terhadap divestasi atas investasi BLU, BLU melakukan
reklasifikasi dengan memo penyesuaian dan jurnal
penyesuaian dari akun Deposito BLU dan/atau akun
Investasi Lainnya BLU menjadi akun Kas dan Bank
BLU(111911).

e. Penyajian Investasi Jangka Pendek BLU

Penyajian Investasi BLU di Laporan Keuangan BLU

sebagai berikut :

1) Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset
Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;

2) Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau
bagi hasil yang diterima secara kas disajikan diLRA
dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

a Definisi dan Jenis Piutang

Piutang BLU adalah jumlah wuang yang wajib dibayar
kepada ATKP Medan dan/atau hak ATKP Medan yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah,
piutang BLU timbul dari tiga peristiwa, yaitu :

1) Hak tagih atas layanan BLU

Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang,
Jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan
hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan
BLU, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang
BLU yang belum dilunasi.

2) Perikatan

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas
perikatan antara BLU dengan pihak lain mitra kerja



3)

.61

BLU berdasarkan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti
pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan
kemitraan.

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas
pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan yang
dikenakan kepada bendahara akibat perbuatan lalai
atau perbuatan melawan hokum yang menimbulkan
kerugian Negara, serta pelaksanaan Tuntutan Ganti
Rugi yang dikenakan kepada pegawai negeri bukan
bendahara akibat perbuatan lalai atau perbuatan
melawan hukum dalam pelaksanaan tugas yang

menjadi kewajibannya.

Piutang BLU dapat berupa :

1)

2)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari
hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang
berasal dari transaksi bisnis karakteristik utama BLU.
Piutang dari kegiatan operasional BLU berupa Piutang
BLU Pelayanan Pendidikan dan Piutang BLU Lainnya

dari Kegiatan Operasional.

Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari
hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang
berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik
utama BLU. Piutang dari kegiatan non-operasional
BLU dapat berupa:

a) Piutang Sewa Tanah -BLU;

b) Piutang Sewa Gedung —BLU;
c) Piutang Sewa Ruangan —BLU;
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d) Piutang Sewa Peralatan dan Mesin —BLU,;
e) Piutang Sewa Lainnya —BLU,;
f) Piutang dari Penjualan Aset Tetap —BLU;

g) Piutang dari Penjualan Aset Lainnya-BLU;
dan/atau;

h) Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional.

3) Belanja Dibayar di Muka

Merupakan piutang yang timbul akibat BLU telah
melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi
pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain
namun Sampai dengan akhir periode pelaporan
keuangan barang dimaksud belum diterima atau jasa
dimaksud belum habis dikonsumsi atau belum habis
batas pemakaian. Transaksi belanja dibayar di muka
misalnya pengakuan hak pemakaian sewa atas sisa
periode sewa yang belum jatuh tempo setelah tanggal

pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.

4) Uang Muka Belanja

Merupakan piutang yang timbul akibat BLU telah
melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi
pembelian barang/jasa dari mitra kerja atau pihak lain
namun sampai dengan akhir periode pelaporan
keuangan barang/jasa dimaksud belum diterima atau
belum selesai proses pertanggungjawaban pekerjaaan
barang/jasa dimaksud. Transaksi Uang muka belanja
misalnya pemberian uang muka perjalanan dinas atau
uang muka kerja yang sampai dengan tanggal
pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum

dipertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Merupakan piutang yang berdasarkan perhitungan
akuntansi dapat diakui sebagai hak pendapatan
akrual BLU meskipun belum ada penagihan karena
belum jatuh tempo. Transaksi pendapatan yang masih
harus diterima misalnya pendapatan dari perhitungan
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bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum jatuh
tempo pada tanggal periode pelaporan semesteran dan
tahunan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan piutang berdasarkan perhitungan akuntansi
atas reklasifikasi dari Tagihan Penjualan Angsuran
(TPA) sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti Rugi

Merupakan piutang berdasarkan perhitungan
akuntansi atas reklasifikasi dari Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan

keuangan.

8) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan piutang yang timbul karena adanya
penjualan aset BLU secara angsuran kepada pegawai
BLU yang mempunyai masa jatuh tempo lebih dari 12

bulan setelah tanggal pelaporan keuangan.

9) Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan

Ganti Rugi

a) Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan
piutang berupa penagihan yang dilakukan terhadap
bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
Negara sebagai akibat langsung maupun tidak
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan bendahara tersebut atau kelalaian
dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

b) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan piutang
berupa penagihan yang dilakukan terhadap
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan

untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
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yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung
maupun tidak Jlangsung dari suatu perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut
atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas
kewajibannya.

b. Pengakuan. Piutang

1)

2)

3)

Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat
tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU
terhadap layanan BLU vyang belum dilunasi
berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau
ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.
Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau
kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU
terhadap hak pendapatan yang belum diterima
setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian
atau dokumen yang dipersamakan.

Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran,
tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi
diakui pada saat penetapan penjualan
angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti
rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan
atau dokumen yangdipersamakan.

Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan
piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada
saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan

masing-masing buku pembantu piutangnya.

c. Pengukuran Piutang

1)

Piutang atas layanan diukur sebesar nilai tagihan
layanan BLU yang belum dilunasi oleh pengguna
layanan BLU berdasarkan dokumen tagihan layanan
BLU atau ketetapan piutang BLU atau vyang
dipersamakan.
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Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau
kerjasama diukur sebesar nilai piutang sesuai
dengan hak pendapatan yang belum diterima setelah
tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau
dokumen yang dipersamakan dan ditagihkan dalam
ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan.

Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran,
tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi
diukur sebesar nilai piutang tagihan sesuai dengan
surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen

yang dipersamakan.

Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan
piutang BLU atas perhitungan akuntansi diukur
sebesar nilai piutang sesuai dengan perhitungan
ringkasan berdasarkan masing-masing buku
pembantu piutangnya dalam rangka penyusunan
laporan keuangan secara periodik.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
diukur sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan sesuai
dengan perhitungan ringkasan berdasarkan masing-
masing buku pembantu piutangnya dalam rangka

penyusunan laporan keuangan secara periodik.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diukur sebesar nilai
Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua Dbelas) sejak tanggal pelaporan
keuangan sesuai dengan perhitungan ringkasan
berdasarkan masing-masing buku pembantu
piutangnya dalam rangka penyusunan laporan
keuangan secara periodik.

d. Penyisihan Piutang

1) Penyisihan Piutang Tidak tertagih

Dalam rangka penyajian saldo piutang pada periode
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pelaporan keuangan, piutang disajikan sebesar nilai

bersih yang dapat direalisasikan dengan menyajikan

penyisihan piutang tidak tertagih sebagai kontra
akun terhadap saldo nilai bruto piutangnya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan nilai

estimasi terhadap nilai piutang bruto yang tidak akan

tertagih. Dalam menentukan nilai Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih BLU hal-hal perlu dipertimbangkan

antara lain:

a) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak
bersifat akumulatif, tetapi dianalisis berdasarkan
tarif atas kualitas masing-masing debitur setiap
semester dan tahunan.

b) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
tahun Dberjalan berdasarkan tarif atas kualitas
masing-masing debitur lebih besar dari saldo awal
nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui
sebagai penambah (didebetkan ke) Beban
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai
penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih.

c) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
tahun berjalan berdasarkan tarif atas kualitas
masing-masing debitur lebih kecil dari saldo awal
nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, diakui
sebagai penambah (didebetkan ke) Beban
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dan sebagai
penambah saldo awal (dikreditkan ke) Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih.

d) Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih
antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih
pada tanggal pelaporan menurut daftar
perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih
dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih
pada neraca percobaan sebelum penyesuaian,
diakui sebagai pengurang (dikreditkan ke) Beban
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Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan sebagai

pengurang saldo awal (didebetkan ke) Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih.

e) Jenis piutang berupa Beban Dibayar di Muka;
Uang Muka Belanja; dan Pendapatan Yang Masih
Harus Diterima tidak dilakukan penyajian

penyisihan piutang tidak tertagihnya.

Reklasifikasi dan Penyesuaian Nilai Piutang

a) Pada periode pelaporan keuangan, BLU
melakukan reklasifikasi bagian lancar piutang
untuk Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan
memperhatikan bahwa Bagian Lancar TPA,
TP/TGR merupakan nilai TPA yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal

pelaporan.

b) Pada periode pelaporan keuangan, BLU melakukan
penyesuaian terhadap nilai Belanja Dibayar
Dimuka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang
Masih Harus Diterima yang secara akrual

mengoreksi nilai pengakuan yang menjadi hak
BLU.

e. Penyajian Piutang BLU

1) Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto

2)

piutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih, kecuali Beban Dibayar di Muka, Uang

Muka Belanja, dan Pendapatan Yang Masih Harus
Diterima.

Piutang BLU disajikan di Neraca sesuai urutan
likuiditasnya.

Piutang BLU yang disajikan pada pos Aset Lancar di
Neraca antara lain:
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a. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU;

b. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU;
c. Belanja Dibayar di Muka-BLU:;

d. Uang Muka Belanja-BLU;

e. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima-BLU;

f. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — BLU (untuk
masing-masing piutang kecuali Belanja Dibayar di
Muka, Uang Muka Belanja, dan Pendapatan Yang
Masih Harus Diterima).

4) Piutang BLU yang disajikan pada pos Piutang Jangka
Panjang di Neraca antara lain:
a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-BLU,;
b. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi-BLU;
c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — BLU (untuk
masing-masing piutang TPA, TP/TGR);

Besaran dari penyisihan piutang tak tertagih yang
diperhitungkan berdasarkan nilai tercatat piutang yang
masih terbuka pada tanggal neraca dapat adalah sebagai
berikut:

Klasifikasi e - %
Piutang Klasifikasi Piutang Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan sampai 0.5
dengan tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan
Kurang Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 10
lancer terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan
Diragukan Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 50

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Kedua tidak dilakukan pelunasan
Macet Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 100

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau

tidak diserahkan pengurusan nya kepada

Panitia Piutang Negara/ Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara
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8. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

a. Definisi dan Jenis Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Persediaan yang dikelola ATKP Medan
berdasarkan peruntukan dan jenis belanja
pembentukannya dapat berupa:

1) Barang Persediaan Operasional merupakan barang
perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan
operasional ATKP Medan dan layanan diklat seperti
alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat rumah
tangga, amunisi pita cukai, dan leges, meterali,
perlengkapan seragam, perlengkapan pembelajaranda
n lain-lain barang perlengkapan yang cepat habis.

2) Barang Persediaan untuk Pemeliharaan merupakan
barang perlengkapan yang digunakan dalam rangka
pemeliharaan tanah gedung dan bangunan, peralatan
dan mesin, jalan dan jembatan irigasi, dan jaringan,
seperti suku cadang, oli, mesin, bahan bakar, dan

lain-lain barang perlengkapan pemeliharaan.

3) Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat merupakan barang persediaan yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam
rangka kegiatan operasional pelayanan ATKP Medan
kepada masyarakat.

4) Barang Persediaan untuk Proses Produksi merupakan
barang persediaan yang dimaksudkan untuk proses
produksi berupa bahan baku dan/ atau berupa
barang dalam proses produksi dalam rangka
menghasilkan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dalam kegiatan operasional ATKP
Medan.
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b. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi
masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan handal, dan/ atau
barang persediaan diterima dan/atau hak

kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah.

c. Pengukuran Persediaan
Persediaan diukur sebesar:

1) Nilai perolehan dari pembelian persediaan yang
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan, biaya lainnya yang secara langsung
dapat dibebankan pada perolehan persediaan dan
dikurangi adanya potongan harga rabat dan lainnya
yang serupa.

2) Nilai harga pokok produksi dari perolehan persediaan
yang diproduksi secara sendiri yang meliputi biaya
langsung yang terkait dengan persediaan yang
diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan

secara sistematis.

3) Nilai wajar dari perolehan persediaan yang berasal
dari hibah, proses pengembangbiakan hewan dan

tanaman dan lain-lain yang sah.

4) Nilai perolehan persediaan yang dimaksudkan untuk
dijual/ diserahkan kepada masyarakat yang meliputi
harga pembelian dan biaya langsung yang dapat
dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

d. Penyesuaian Persediaan pada Periode Pelaporan

Semesteran dan Tahunan

Pencatatan persediaan dilakukan mempengaruhi
persediaan. Namun setiap terjadi transaksi yang
demikian pada akhir periode pelaporan catatan

persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
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Nilai persediaan hasil inventarisasi fisik dilakukan atas
barang persediaan yang belum dipakai, baik yang masih
berada di gudang/tempat penyimpanan maupun
persediaan yang berada di unit pengguna.

e. Penyajian Persediaan

Persediaan ATKP Medan disajikan di Neraca pada Pos
Aset Lancar. Nilai persediaan ATKP Medan yang
disajikan di Neraca adalah nilai dari persediaan yang
secara kondisi fisik dalam keadaan baik dan siap
digunakan dan dijual/diserahkan kepada masyarakatpe
rsediaan dalam kondisi rusak atau wusang tidak
dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara
memadai dalam CALK. Pengungkapan dapat dilampiri

daftar persediaan barang rusak atau usang.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset Tetap Badan Layanan Umum adalah aset berwujud
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam proses produksi atau
penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada
pihak ketiga, atau untuk tujuan administratif operasional

entitas. Aset tetap secara kelompok besar jenisnya dapat
terdiri dari :

1) Tanah;

2) Peralatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan lIrigasi dan Jaringan;
5 Aset Tetap Lainnya dan;

6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
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a. Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa

depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan

handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus

dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan wuntuk dijual dalam operasi

normal entitas; dan

5 Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

b. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap memperhatikan transaksi

perolehannya sebagai berikut :

1) Pembelian, dapat berupa pembelian langsung (satu kali
pembayaran) maupun perolehan melalui pembangunan
dengan beberapa kali termin pembayaran. Aset Tetap
BLU yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar
nilai nominal yang tertera dalam dokumen Kkuitansi,
faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA RM), dan SP3B/SP2B
BLU (alokasi DIPA PNBP).

2) Transfer masuk di peroleh dari entitas
akuntansi/pelaporan lain dalam lingkup pemerintah
pusat. Aset Tetap yang diperoleh dengan cara ini
diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Jika
tidak tersedia nilai perolehannya dapat digunakan
nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya
transfer.

3) Hibah masuk, diperoleh dari entitas lain di luar
lingkup pemerintah pusat, seperti Pemerintah daerah,

lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga
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lainnya, dan masyarakat perseorangan maupun
kelompok. Aset Tetap BLU yang diperoleh dengan cara
ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai
perolehannya dapat digunakan nilai wajar aset tersebut

pada tanggal dilakukannya hibah.

Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya

proses reklasifikasi aset dari non-aset tetap menjadi

Aset Tetap. Dalam transaksi reklasifikasi masuk

tersebut, pengukurannya diperlakukan sebagai

berikut :

a) Aset Tetap yang masuk (bertambah) dicatat pada
sisi debet dan Aset Tetap yang keluar (berkurang)

dicatat disisi kredit sebesar nilai perolehannya.

b) Akumulasi penyusutan Aset Tetap terkait yang
tercatat sampai dengan periode dilakukannya
reklasifikasi dicatat dengan cara mendebet
Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang
keluar (berkurang) dan mengkredit akumulasi
penyusutan atas Aset Tetap yang masuk
(bertambah) sebesar nilai tarif penyusutan
periodenya.

Pertukaran, diperoleh dengan menukarkan Aset
Tetap milik BLU dengan Aset Tetap entitas lain. Aset
Tetap yang diperoleh dengan cara ini dinilai sebesar
nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila
terdapat aset lainnya dalam pertukaran misalnya kas
maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang
dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama
sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang
dipertukarkan ditambah dengan kas yang
diserahkan.

Perolehan lainnya yang sah, merupakan perolehan Aset

Tetap BLU yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
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cara perolehan pembelian, transfer masuk, hibah
masuk, dan pertukaran yang diperkenankan
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap
yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, pengeluaran tersebut ditambahkan pada
jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan. Dalam
hal pengeluaran setelah perolehan awal tersebut
untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk
menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang
atau untuk mempertahankan standar kinerja semula
atas suatu aset tetap pengeluaran tersebut diakui
dan dicatat bukan sebagai penambahan nilai aset
tetap melainkan sebagai belanja atau beban
pemeliharaan.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap
dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang

berlaku secara nasional.

Penghapusan. Aset Tetap

Secara umum penghapusan Aset Tetap dapat dilakukan

melalui penghentian penggunaan pelepasan karena

hilang atau proses reklasifikasi keluar.

1) Penghentian Penggunaan

a) Pada kondisi tertentu suatu Aset Tetap dapat
dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu
Aset Tetap tidak dapat digunakan karena aus,
ketinggalan jaman tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang
rusak berat tidak sesuai dengan Rencana Umum
Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah
berakhir maka Aset Tetap tersebut hakikatnya
tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan
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sehingga penggunaannya harus dihentikan.

b) Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
BLU tidak memenuhi definisi aset tetap dan
harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

c) Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika
dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomi masa yang akan datang.

d) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau
dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap lazim disebut sebagai
pemindahtanganan. Apabila suatu Aset Tetap
dilepaskan karena dipindahtangankan maka Aset
Tetap BLU yang bersangkutan harus dikeluarkan
dari Neraca. Proses pemindahtanganan Aset Tetap
harus dilakukan seizin Pengelola Barang (Menkeu
c.q.DJKN) Sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN). BLU dapat melakukan
pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk
Aset Tetap dengan cara:

a) Dijual

e Aset yang dijual dikeluarkan dari neraca pada
saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen
penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

e BLU harus mengidentifikasi dengan tepat Aset
Tetap yang dijual (Aset Tetap biasa atau Aset
Tetap).

e Identifikasi tersebut sangat penting karena
terkait dengan perlakuan atas pendapatan yang

diperoleh atas penjualan aset tersebut, apakah
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harus disetor ke Kas Negara atau dapat dikelola
langsung dan secara periodik disahkan ke
KPPN.

e Pendapatan dari penjualan Aset Tetap biasa
merupakan PNBP (424xxx) yang harus disetorke
Kas Negara dan tidak perlu disahkan.

e Pendapatan dari penjualan Aset Tetap merupakan
pendapatan BLU (424xxx) yang dapat dikelola
langsung dan harus dilalukan proses pengesahan
melalui SP3B/SP2B-BLU di KPPN.

Dipertukarkan
Aset Tetap yang dipertukarkan dikeluarkan dari
Neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak

lanjut kesepakatan tukar-menukar BMN.

Dihibahkan

Aset Tetap yang dihibahkan dikeluarkan dari
Neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah
oleh BLU sebagai tindak lanjut persetujuan
hibah.

Aset Tetap Hilang

a)

b)

Aset Tetap hilang harus dikeluarkan dari Neraca
setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan
entitas yang bersangkutan berdasarkan
keterangan dari pihak yang berwenang sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap Aset Tetap yang hilang, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perlu dilakukan
proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur
kelalaian sehingga mengakibatkan adanya
tuntutan ganti rugi.

Aset Tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar
nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu
antara penetapan aset hilang dengan penetapan
ada atau tidaknya tuntutan ganti rugimaka pada
saat Aset Tetap dinyatakan hilang entitas
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melakukan reklasifikasi Aset Tetap hilang
menjadi aset lainnya.

d) Apabila berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi
kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya
tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan
ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan
ganti rugi maka aset lainnya tersebut
direklasifikasi menjadi beban.

4) Reklasifikasi Keluar

Aset Tetap dikeluarkan sebagai akibat adanya
proses reklasifikasi aset dari aset tetap menjadi
Non-Aset Tetap. Transaksi ini merupakan

kebalikan dari transaksi reklasifikasi masuk.

Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi nilai aset tetap antara lain disebabkan oleh
transaksi-transaksi sebagai berikut:

1) Koreksi Nilai Aset Tetap sebagai akibat dari hasil
Revaluasi oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan
c.g. Ditjen Kekayaan Negara) dalam bentuk
Inventarisasi dan Penilaian (IP);

2) Koreksi Nilai Aset Tetap karena adanya pengembalian
belanja modal;

3) Koreksi Nilai Aset Tetap sebagai akibat dari hasil
temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) dan/atau BPK; dan

4) Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang
dilakukan karena adanya Belanja Modal yang
menghasilkan asset ekstra komptabel.

Koreksi tambah /kurang nilai Aset Tetap dilakukan
tidak hanya terhadap nilai Aset Tetap saja tetapi juga
menyajikan ulang nilai akumulasi penyusutan
(retrospektif).
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Penyusutan Aset Tetap secara Periodik

1)

2)

3)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan
seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat
dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan garis lurus dipergunakan untuk
menghitung beban penyusutan tiap periode. Dengan
demikian beban penyusutan diperoleh dengan
membagi nilai perolehan aset tetap dengan periode
masa manfaatnya.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan secara periodik
(semesteran), dengan mengakui adanya Beban
Penyusutan dan diakumulasikan penyusutannya
sepanjang masa penggunaannya. Umur Ekonomis Aset
Tetap tersaji dibawah ini

Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap

Uraian Umur Ekonomis
Alat Besar Darat 10
Alat Besar Apung 8
Alat Bantu 7
Alat Angkutan Darat Bermotor 7
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2
Alat Angkutan Apung Bermotor 10
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3
Alat Bengkel Bermesin 10
Alat Bengkel Tak Bermesin 5
Alat Ukur 5
Alat Kantor 5
Alat RumahTangga 5
Alat Studio 5
Alat Komunikasi 5
Peralatan Pemancar 10
Peralatan Komunikasi Navigasi 15
Alat Kedokteran 5
Alat Kesehatan Umum 5
Unit Alat Laboratorium 8
Persenjataan Non Senjata Api 3
Komputer Unit 4

Peralatan Komputer 4
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Uraian Umur Ekonomis
Alat Pengeboran Non Mesin 10
Alat Deteksi 5
Alat Pelindung 5
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan 10
Peralatan Olah Raga 3
Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
Candi Tugu Peringatan /Prasasti 50
Tugu/Tanda Batas 50
Jalan 10
Jembatan 50
Bangunan Air Bersih/air Baku 40
Bangunan Air Kotor 50
Instalasi Air Bersih / Air Baku 30
Instalasi Air Kotor 30
Instalasi Pengolahan Sampah 10
Instalasi Gardu Listrik 40
Instalasi Gas 30
Instalasi Pengaman 20
Instalasi Lain 5
Jaringan Air Minum 30
Jaringan Listrik 40
Jaringan Telepon 20
Jaringan Gas 30
Barang Bercorak Kesenian 4

Kapitalisasi Aset Tetap

Pengukuran suatu aset tetap harus memperhatikan
kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai
minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran
pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari

hasil pengembangan reklasifikasi renovasi dan
restorasi.

BMN berupa aset tetap yang memenuhi nilai satuan
minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang
Intrakomptabel dan disajikan dalam neraca laporan

keuangan. Sedangkan yang tidak memenuhi nilai
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satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang
Ekstrakomptabel dan disajikan dalam laporan
keuangan di bagian neraca.

Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum
per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset
tetap pada neraca.

Kapitalisasi BMN meliputi:
1) Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai

dan /atau;
2) Peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau
penambahan masa manfaat.
Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:
1) sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000.00 (satu juta
rupiah), untuk:
a) peralatan dan mesin; atau
b) aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima
juta rupiah), untuk:
a) gedung dan bangunan; atau
b) aset tetap renovasi gedung dan bangunan.
Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN tidak
diperlukan untuk:
1) BMN berupa tanah;
2) BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan;
3) BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau
4) BMN berupa aset tetap lainnya seperti koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Penyajian Aset Tetap

Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan sebagai
berikut:

1) Tanah

a) Tanah disajikan di Neraca dalam kelompok Aset
Tetap.
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b) Mutasi Tanah pada awal dan akhir periode yang

c)

menunjukkan penambahan dan pengurangan;

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan informasi mengenai:

Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai

tercatat (carrying amount) Tanah;

Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi
tanah yang dalam hal tanah tidak ada nilai

satuan minimum kapitalisasi tanah.

2) Peralatan dan Mesin

a) Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam

b)

kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun
berupa akumulasi penyusutan peralatan dan
mesin.

Beban Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada
suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan
dalam Laporan Operasional.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan informasi mengenai:

Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai

tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin;

Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi
Peralatan dan Mesin;

Mutasi Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir
periode yang menunjukkan penambahan
dan/atau pengurangan;

Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang
meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan
yang digunakan, alasan pilihan metode
penyusutan, perubahan metode penyusutan
(Jjika ada) masa manfaat atau tarif penyusutan
yang digunakan serta nilai tercatat bruto dan
akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode.
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3) Gedung dan Bangunan

a)

b)

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam
kelompok Aset Tetap dikurangi kontra akun

berupa akumulasi penyusutan gedung dan
bangunan.

Beban Penyusutan atas Gedung dan Bangunan
pada suatu periode disajikan sebagai beban

penyusutan dalam Laporan Operasional.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan informasi mengenai:

e Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai
tercatat (carrying amount) Gedung dan
Bangunan;

« Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi
Gedung dan Bangunan;

e Mutasi Gedung dan Bangunan pada awal dan
akhir periode yang menunjukkan
penambahan dan/atau pengurangan;

e Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan
yang meliputi: nilai penyusutan, metode
penyusutan yang digunakan, alasan pilihan
metode penyusutan, perubahan metode
penyusutan Cjika ada), masa manfaat atau tarif
penyusutan yang digunakan, serta nilai
tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada
awal dan akhir periode.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a)

b)

c)

Jalan, lIrigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca
dalam kelompok Aset Tetap dikurangi kontra
akun berupa akumulasi penyusutan jalan, irigasi,
dan jaringan.

Beban Penyusutan atas Jalan, |Irigasi, dan
Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai
beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan
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diungkapkan informasi mengenai:

e Dasar penilaian yang digunakan untuk
mencatat nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

e Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi
Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang berkaitan
dengan Jalan, lIrigasi, dan Jaringan tidak ada

nilai satuan minimum kapitalisasi;

e Mutasi Jalan, lIrigasi, dan Jaringan pada awal
dan akhir periode yang menunjukkan
penambahan dan/atau pengurangan;

e Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang
meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan
yang digunakan, alasan pilihan metode
penyusutan, perubahan metode penyusutan
(Jjika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan
yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan
akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode.

5) Aset Tetap Lainnya

a) Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam

b)

c)

kelompok Aset Tetap. Aset Tetap Lainnya berupa
hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan secara periodiK, melainkan
diterapkan penghapusan pada saat aset tetap
lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan
atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-
Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik
mana yang lebih pendek (whichever is shorter)
antara masa manfaat aset dengan masa
pinjaman /sewa.

Beban Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada
suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan
dalam Laporan Operasional.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan informasi mengenai:
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Dasar penilaian yang digunakan untuk
mencatat nilai Aset Tetap Lainnya;

Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi

Aset Tetap Lainnya;

Mutasi Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir
periode yang menunjukkan penambahan
dan/atau pengurangan;

Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin
yang meliputi nilai penyusutan, metode
penyusutan yang digunakan, alasan pilihan
metode penyusutan, perubahan metode
penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif
penyusutan yang digunakan, serta nilai
tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada
awal dan akhir periode.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

a) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) disajikan

sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat

perolehan;

b) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan

diungkapkan informasi mengenai:

Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan
berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu
penyelesaiannya pada tanggal neraca;

Nilai kontrak konstruksi dan sumber
pembiayaanya;

Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai
dengan tanggal neraca;

Uang muka kerja yang diberikan sampai
dengan tanggal neraca; dan

e Jumlah Retensi.
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10. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

a.

Definisi dan Jenis Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-keuangan yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau
menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Tak Berwujud secara kelompok besar jenisnya dapat
terdiri dari:

e Software Komputer

e Lisensi dan Franchise;

eHak Paten, Hak Cipta, dan hak kekayaan intelektual
lainnya;

eHasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat
Jangka Panjang;

*ATB yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

* Royalti;

e Aset Tak Berwujud Lainnya; dan

eAset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB, entitas harus dapat

membuktikan bahwa pengeluaran atas

aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi ATB
dan kriteria pengakuan ATB, sesuatu diakui sebagai ATB
jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi
dimasa dating yang diharapkan atau jasa potensial
yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir
kepada/dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur
dengan handal.
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c. Pengukuran Aset Tak Berwujud

Pengukuran ATB dinilai sebagai berikut:

1) ATB yang diperoleh secara eksternal melalui:

a)

b)

d)

€)

Pembelian, dinilai berdasarkan biaya perolehan. Aset
Tak Berwujud BLU yang diperoleh dengan cara ini
diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D (alokasi DIPA
RM), dan SP3B/SP2B-BLU (alokasi DIPA PNBP).

Pertukaran, dinilai sebesar nilai wajar dari aset
yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya
dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan
tidak mempunyai nilai yang sama sehingga
pengukuran dinilai sebesar aset yang
dipertukarkan ditambah dengan kas yang
diserahkan.

Kerjasama, dinilai berdasarkan biaya perolehan.

Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat

adanya proses reklasifikasi aset dari non-ATB

menjadi ATB. Dalam transaksi reklasifikasi masuk

tersebut. pengukurannya diperlakukan hal-hal

sebagai berikut:

e ATB yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi
debet dan ATB yang keluar (berkurang) dicatat di
sisi kredit sebesar nilai perolehannya.

e Akumulasi amortisasi ATB terkait yang tercatat
sampai dengan periode dilakukannya
reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet
Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang
keluar (berkurang) dan mengkredit Akumulasi
amortisasi atas ATB yang masuk (bertambah)
sebesar tarif amortisasi periode bersangkutan.

Donasi /7Hibah, ATB yang diperoleh dengan cara ini
diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai
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Perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset
yang ditetapkan oleh pimpinan/kuasa pengguna
anggaran BLU.

2) ATB yang diperoleh dari pengembangan internal diukur
sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki
masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan
ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

. Penghapusan ATB

Penghapusan ATB dapat dilakukan melalui penghentian
penggunaan, pelepasan karena hilang atau proses
reklasifikasi keluar.

1) Penghentian Penggunaan

a) Pada kondisi tertentu suatu ATB dapat dihentikan
dari penggunaannya. Apabila suatu ATB tidak
dapat digunakan karena ketinggalan jaman tidak
sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang atau masa kegunaannya telah
berakhir maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi masa depan sehingga

penggunaannya harus dihentikan.

b) ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif BLU
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus
dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya.

Cc) Suatu ATB dieliminasi dari Neraca ketika
dilepaskan atau bila ATB secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat
ekonomi masa yang akan datang.

d) ATB yang secara permanen dihentikan atau dilepas
harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pelepasan ATB

Pelepasan ATB lazim disebut sebagai
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pemindahtanganan. Apabila suatu ATB dilepaskan
karena dipindahtangankan, maka ATB BLU yang
bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Proses
pemindahtanganan ATB harus dilakukan seizin

Pengelola Barang (Menkeu c.q. DJKN). Sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dihidang
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). BLU dapat
melakukan pemindahtanganan BMN yang

didalamnya termasuk ATB dengan cara:
a) Dijual

e BLU harus mengidentifikasi dengan tepat ATB
yang dijual (ATB biasa atau ATB).

e lIdentifikasi tersebut sangat penting karena
terkait dengan perlakuan atas pendapatan
yang diperoleh atas penjualan aset tersebut,
apakah harus disetor ke Kas Negara atau dapat
dikelola langsung dan secara periodik disahkan
ke KPPN.

e Pendapatan dari penjualan ATB biasa
merupakan PNBP (kelompok akun 423xxx)
yang harus disetor ke Kas Negara dan tidak
perlu disahkan.

e Pendapatan dari penjualan ATB merupakan
pendapatan BLU (kelompok akun 424xxx) yang
dapat dikelola langsung dan harus dilakukan

proses pengesahan melalui SP3B/SP2B-BLU di
KPPN.

b) Dipertukarkan

ATB yang dipertukarkan dikeluarkan dari Neraca
pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut
kesepakatan tukar-menukar BMN.

c) Dihibahkan

ATB yang dihibahkan dikeluarkan dari Neraca
pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BLU
sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.
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3) ATB Hilang

a) ATB hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah
diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas
yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari
pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

b) Terhadap ATB yang hilang, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perlu dilakukan
proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur
kelalaian sehingga mengakibatkan adanya

tuntutan ganti rugi.

c) ATB hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai
buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara
penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau
tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat ATB
dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi

ATB hilang menjadi aset lainnya.

d) Apabila Dberdasarkan ketentuan perundang-
undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti
rugi kepada perorangan tertentu, maka aset
lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang
tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat
tuntutan ganti rugi maka aset lainnya tersebut
direklasifikasi menjadi beban.

Reklasifikasi Keluar

ATB dikeluarkan sebagai akibat adanya proses

reklasifikasi aset dari ATB menjadi Non-ATB. Transaksi

ini merupakan kebalikan dari transaksi reklasifikasi
masuk.

Koreksi Nilai ATB

Koreksi nilai ATB antara lain disebabkan oleh transaksi-
transaksi sebagai berikut:
1) Koreksi Nilai ATB sebagai akibat dari hasil Revaluasi

oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Ditjen
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2)

3)
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Kekayaan Negara) dalam bentuk Inventarisasi dan
Penilaian (IP);

Koreksi Nilai ATB karena adanya pengembalian belanja
modal,

Koreksi Nilai ATB sebagai akibat dari hasil temuan
(audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
dan/atau BPK; dan

Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang
dilakukan karena adanya Belanja Modal vyang

menghasilkan aset ekstrakomptabel.

Koreksi tambah /kurang nilai ATB BLU dilakukan tidak
hanya terhadap nilai ATB saja, tetapi juga menyajikan
ulang nilai akumulasi amortisasi (retrospektif).

Amortisasi ATB secara Periodik

1)

2)

3)

ATB dilakukan amortisasi secara periodik.

Metode amortisasi garis lurus dipergunakan untuk
menghitung beban amortisasi tiap periode. Dengan
demikian, beban amortisasi diperoleh dengan
membagi nilai perolehan ATB BLU dengan periode
masa manfaatnya.

Beban Amortisasi BLU dilakukan secara periodik
(semesteran), dengan mengakui adanya Beban
Amortisasi dan diakumulasikan amortisasinya

sepanjang masa penggunaannya.

Penyajian ATB

Penyajian ATB di Laporan Keuangan sebagai berikut :

1)

2)

Aset Tak Berwujud BLU disajikan pada Neraca dalam
kelompok Aset Lainnya dikurangi kontra akun
berupa akumulasi amortisasi BLU;

Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan

Operasional sebagai Beban Penyusutan/Amortisasi.
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11. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

a. Definisi dan Jenis Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban antara lain
dapat berupa:

1) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah utang yang timbul
dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan
operasional (pelayanan) yang dibebankan pada
alokasi dana DIPA PNBP, serta dana pihak ketiga
yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh
BLU. Dana pihak ketiga dapat berupa dana titipan
pihak ketiga seperti Honor Pegawai yang belum
dibayarkan kepada pegawai yang berhak, wuang

jaminan atau uang muka dari pengguna jasa.

2) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum
Disetor
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum
Disetor adalah pajak-pajak yang dipungut oleh
Bendahara Pengeluaran BLU, namun belum disetorkan

ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan atas
beban dan biaya yang berupa belanja barang
dan/atau belanja modal yang bersumber dari alokasi
DIPA Rupiah Murni, yang sampai dengan tanggal
pelaporan belum dilakukan pembayaran atau

penyelesaian.

4) Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan
bukan pajak yang sudah diterima di rekening
Entitas, tetapi belum menjadi hak Entitas
sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk
memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada



5)

-92 .

pihak ketiga.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka
pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, maupun

Pendapatan Diterima di Muka.

Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang adalah pinjaman jangka panjang
(jatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari
aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai
dengan tanggal pelaporan belum dilakukan
pembayaran atau penyelesaian.

b. Pengakuan Kewajiban

1)

2)

3)

Utang Pihak Ketiga

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat :

a. Timbulnya kewajiban berupa tagihan atas
perjanjian/kotrak/dokumen lain belanja yang
dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah
diterima; dan/atau

b. Diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan
pihak ketiga seperti Honor Pegawai yang belum
dibayarkan kepada pegawai yang berhak, dan uang
jaminan atau uang muka dari pengguna jasa.

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum
Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum

Disetor diakui pada saat Bendahara memungut pajak

namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat
timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas

sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana
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DIPA-RM, yang sampai dengan tanggal pelaporan
belum dilakukan pembayaran oleh BLU dan/atau
berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum
jatuh tempo.

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat
terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Entitas
terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga
tetapi belum ada penyerahan barang/jasa pada akhir
periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di
Muka diakui dengan menggunakan pendekatan
pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada
akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan
pendapatan yang benar-benar merupakan hak pada
periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya

baru menjadi hak pada periode berikutnya.
Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat
timbulnya kewajiban untuk membayar utang yang
tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha.
Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Pajak Bendahara
yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang diakui pada saat Entitas
menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan
jangka panjang dan dilakukan pengesahan
penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/SP2B-
BLU.

Pengukuran Kewajiban

1) Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Pihak Ketiga BLU diukur sebesar:

a. nilai tagihan yang belum dibayarkan kepada



2)

3)

5)

-94 .

pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera
dalam kontrak, dokumen belanja, daftar
honorarium, atau dokumen lain yang
dipersamakan; dan/atau

b. nilai dana yang diterima dari pihak ketiga yang
belum diserahkan dan dikembalikan kepada
pihak ketiga yang berhak.

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum

Disetor Utang Pajak diukur sebesar nilai Pajak

Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor ke Kas

Negara.

Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar
nilai resume tagihan atas sejumlah belanja yang
bersumber dari alokasi dana DIPA-RM, yang sampai
dengan tanggal pelaporan belum dilakukan
pembayaran oleh BLU, dan/atau sebesar nilai
perhitungan akrual beban dan biaya yang belum
jatuh tempo.

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diukur sebesar nilai
barang/jasa yang belum sepenuhnya diserahkan
Entitas pada akhir periode pelaporan keuangan. Nilai
Pendapatan Diterima di Muka dapat dilihat dari hasil
perhitungan total Pendapatan tertentu yang sudah
diterima kasnya secara penuh dikurangi porsi nilai
barang/jasa yang sudah diserahkan Entitas kepada
pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diukur sebesar nilai
kewajiban lainnya yang belum dibayar oleh Entitas
berdasarkan kontrak/perjanjian/dokumen hak dan
kewajiban yang sah.

Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang diukur sebesar nilai saldo
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utang jangka panjang yang belum jatuh tempo sesuai

dengan umur utang.

d. Penyajian Kewajiban

Penyajian Kewajiban di Laporan Keuangan adalah sebagai
berikut:
1) Kewajiban disajikan pada pos Kewajiban Jangka Pendek
di Neraca :
a) Utang Pihak Ketiga
b) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum
Disetor
c) Belanja yang Masih Harus Dibayar
d) Pendapatan Diterima di Muka
e) Utang Jangka Pendek Lainnya

2) Kewajiban yang disajikan pada pos Kewajiban Jangka
Panjang di Neraca adalah akun Kewajiban Jangka
Panjang BLU (221121 - Utang Perbankan Jangka
Panjang BLU), (221929 - Utang Jangka Panjang Dalam
Negeri Lainnya BLU).

12. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

a Definisi Ekuitas

Hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh
kewajiban yang dimiliki. Akun- akun yang merupakan
bagian dari pos ekuitas terdiri dari:

1) Ekuitas Awal

Ekuitas pada saat dibentuknya BLU ditambah atau
dikurangi surplus/defisit, dampak kumulatif serta
koreksi-koreksi yang mempengaruhi ekuitas pada
tahun sebelumnya.

2) Surplus /Defisit Operasional

Seluruh pendapatan dikurangi beban pada tahun
berjalan sebagai hasil operasi entitas.
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Dampak Kumulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip
Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Penambahan /pengurangan ekuitas sebagai dampak
perubahan nilai dari suatu perubahan prinsip-
prinsip akuntansi atau terjadinya kesalahan
mendasar dalam penerapan suatu kebijakan
akuntansi.

Koreksi-Koreksi

Koreksi atas suatu transaksi/peristiwa/Zkejadian
yang menurut standar akuntansi pemerintahan

berakibat penambahan atau pengurangan ekuitas.

Transaksi antar Entitas

Pos untuk mencatat transaksi-transaksi berkenaan
dengan Diterima dari Entitas Lain, ditagihkan Ke
Entitas Lain, Transfer Masuk, dan Transfer Keluar.

Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal pelaporan yang terdiri dari
ekuitas awal ditambah atau dikurangi dengan
surplus/defisit operasional dampak kumulatif atas
perubahan prinsip-prinsip akuntansi/kesalahan
mendasar dan koreksi-koreksi.

b. Pengakuan Ekuitas

1)

3)

Ekuitas Awal

Ekuitas awal diakui pada saat diterbitkannya
laporan keuangan tahun sebelumnya.

Surplus /Defisit Operasional

Surplus /Defisit Laporan Operasional diakui pada
saat terjadinya.

Dampak Kumulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip
Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip
Akuntansi/Kesalahan Mendasar diakui pada saat
terjadinya.
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4) Koreksi-Koreksi

Koreksi-koreksi diakui pada saat terjadinya.

Pengukuran. Ekuitas
1) Ekuitas Awal

Ekuitas awal diakui sebesar nilai nominal pada saat

diterbitkannya laporan keuangan tahun sebelumnya.

2) Surplus /Defisit Operasional

Surplus /Defisit Laporan Operasional diakui sebesar
nilai nominal pada saat terjadinya.

3) Dampak Kumulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip
Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif atas Perubahan Prinsip-Prinsip
Akuntansi/Kesalahan Mendasar diakui sebesar nilai

nominal pada saat terjadinya.

4) Koreksi-Koreksi

Koreksi-koreksi diakui sebesar nilai nominal pada saat
terjadinya.

Penyajian Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca

sebesar saldonya, sedangkan hal-hal yang harus

diungkapkan terkait ekuitas dalam Ilaporan keuangan

meliputi :

1) Rincian atas akun yang disajikan dalam kelompok
ekuitas dalam neraca.

2) Informasi lain yang digunakan wuntuk mendukung

penjelasan atas ekuitas.
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B. Prosedur Akuntansi

1. Prosedur Akuntansi Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

No

Kegiatan Jawab

Calon Taruna melakukan pendaftaran secara online Calon Taruna

dan sistem secara online mengeluarkan Silling
Pendaftaran Ivirtual Account)

Calon taruna melakukan pembayaran pada Bank (

rekening Operasional Penerimaan 8LU) dan

melakukan konfirmasi pembayaran ke Panitia.

Panitia Seleksi Peserta Calon Taruna (Sipencatarl Panitia
melakukan rekapitulasi Peserta Sipencatar yang Sipencatar
telah melakukan pembayaran dan menyerahkan

daftar Rekapitulasi tersebut kepada Bendahara

Penerimaan.

Bendaharan Penerimaan menerima daftar Bendahara
rekapitulasi Calon Peserta Taruna yang telah Penerimaan
melakukan pembayaran

Memverifikasi dan melakukan konfirmasi kebenaran
data kepada Bank, bila ada perbedaan data
dikembalikan ke Panitia SIPENCATAR

Menyusun Rekapitulasi Penerimaan Kas Masuk
Harian (softcopy).

Mencatat transaksi pada Buku Kas Umum |BKU)
dan Buku Pembantu.

Membuat Bukti Kas Masuk (BKM ) 2 rangkap.

Menyusun Laporan Posisi Kas.

Meminta otorisasi dan Kasubbag Keuangan atas
Rekapitulasi Penerimaan Kas Harian, BKM dilampiri
dengan Rekening Korar.

Kasubbag Keuangan Memberikan otorisasi atas
Rekapitulasi Penerimaan Kas Harian, Bukti Kas
Masuk IBKM) dan slip pembayaran/data
pembayaran dari 3ank.

Menyerahkan dokumen yang diotorisasi ke
Bendahara penerimaan untuk diarsipkan dan ke
Petugas Akuntansi (tanpa slip pembayaran /data
pembayaran dari Bank).

Menerima salinan data pembayaran mingguan Petugas
berupa Bukti Kas Masuk iBKMI .Rekapitulasi Kas Akuntansi
Masuk Harian dan bukti-bukti pendukung yang

telah diotorisasi.

Melakukan validasi ke Sistem Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual.

Penanggung

Rekam Mutu

Virtual Account, Slip
Setoran

Daftar Rekapitulasi
Peserta Sipencatar

Daftar Rekapitulasi
Peserta Sipencatar

Daftar Rekapitulasi
Peserta Sipencatar dan
Rekening Koran

Rekapitulasi Kas Masuk
Harian

Buku Kas Umum |BKUJ
dan Buku Pembantu

Bukti Kas Masuk (BKM)

Laporan Posisi Kas

Penerimaan Kas Harian,
BKM dan Rekening Koran

Penerimaan Kas Harian,
BKM dan Rekening Koran

Penerimaan Kas Harian,
BKM dan Rekening Koran

Penerimaan Kas Harian,
BKM dan Rekening Koran

Sistem Akuntansi
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2. Prosedur Akuntansi Pendapatan Jasa Layanan Pelatihan

10

11

12

Kegiatan

Pengguna Jasa/Pemohon mengajukan surat permohonan
kerjasama diklat ke Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja.
Sama :DPUIi

DPU berdasarkan surat permohonan mengajukan Rincian
Biaya /Tarif sesuai ketentuan yang berlaku

Jika penggunajasa setu;u maka DPI' membuat MOA/PKS
yang ditandatangani oleh KPA dan Per.jgur.a Jasa

DPU membuat Nota Dinas Pelaksanaan Diklat ke Kasubbag
Aktaryang disertai salinan MOA/PKS

Salinan MOA/PKS diserahkan ke Bendahara Penerimaan

Bendahara» Penerimaan menerima Salinan MOA/PKS dari
DPU.

Bendahara penerimaan membuat Sura: Tagihan/ihv z* ke
Pengguna Jasa berdasarkan MOA/PKS.

Surat Tagihan finvoice diserahkan ke Kasubbag Keuangan
untuk diverifikasi dan diotonsasi.

Kasubbag Keuangan mengecek kesesuaian Surat
Tagihan/Invoice dengan MOA/PKS dan memberikan otorisasi
parafjika sudah sesuai. Jika tidal; sesuai dikembalikan ke
bendahara penerimaan.

Kasubbag Keuangan menyampaikan Surat Tagihanylr.vznze
untuk ditandatangani oleh Direktur

Direktur menandatangi Surat Tagihan jrircice dan
memberikan kembali ke Kasubb ag Keuangan

Kasubbag Keuangan memberikan Surat Tagihan//rttoicc
tersebut ke Bendahara Penerimaan untuk dikirimkan ke
Pengguna Jasa

Bendahara Penerimaan mengirimkan Surat Tagihan/Iniczz€
ke Pengguna Jasa

Penggunajasa menerima Surat Tagihan 'kuo:ce dari
Bendahara Penerimaan

Pengguna Jasa melakukan pembayaran i:e Bank Persepsi
berdasarkan Surat Tagihan/ ihbofc*

Menyerahkan bukti pembayaran ke Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan melakukan pengecekan melalui
Management System Bank atas transfer pembayaran dan
Penggunajasa

Mencatat transaksi pada Buku Kas Masuk. Eular Kas Urr.urr.
IBKU) dan Buku Pembantu dan Laporan Penerimaan

Menyerahkan copy salinan bukti pembayaran ke Petugas
Akuntasi

Petugas Akuntansi mer.ginput penerimaan ke aplikasi SAIBA

Penanggung Jawab

Pengguna
Jasa/Pemohon

Divisi Pengembangan
Usaha dan Kerja Sama
IDPUI

Bendahara Penerimaan

Kasubag Keuangan

Kasubag Keuangan

Direktur

Kasubag Keuangan

Bendahara Penerimaan

Pengguna Jasa

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Petugas Akuntansi

Petugas Akuntansi

Rekam Mutu

Surat Permohonan

Pengguna Jasa

Rincian Biaya, MOA/PKS

MOA/PKS

Nota Dinas, Salinan

MOA/PKS

Salinan MOA/PKS

MOA/PKS

Surat Tagihan/Jntrace

Surat Tagihan/’n: c-ce

Surat Tagihan /M voice

Surat Tagihan/ihrc:cc

Surat Tagihan/huctce

Surat Tagihan/Jni'Gzce

Surat Tagihan /InvC'CE

Surat Tagihan /3hzc:c€

Bukti Transfer
Pembayaran

Bukti Transfer
Pembayaran

Bukti Transfer
Pembayaran

Bulai Kas Masuk, BKU .
Bulai Pembantu dan
Laporan Penerimaan
Bukti Transfer
Pembayaran

Aplikasi SA3EA
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3. Prosedur Akuntansi Pendapatan Pemanfaatan Sarana Prasarana

No

10

Kegiatan

~engguna Jasa/Pemohon mengajukan surat permohonan
Deminj.amanan/sewa sarana prasarana ke Divisi
*'engembangan Usaha dan Keaja Sama (DPU).

DPU berdasarkan surat permohonan tersebut mengajukan
Nota Dinas ketersediaan sarana prasarana yang
dibutuhkan Pengguna Jasa/Femohon kepada Kasubbag
Cepagawaian dan Umum terkait penawaran biaya sewa
sarana prasarana.

'Casubbag Kepegawaian dan Umum melakukukan
Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Pengguna Jasa/Femohon dar.
memberikan informasi ketersediaan tersebut kepada DPU

Jika Nota Dinas Kasubbag Kepegawaian dan Umum
menyatakan sarana dan prasarana yang dimohon tersedia,
maka DPU mengajukan penawaran biaya sewa sarana
prasarana kepada Pengguna Jasa/Pemohon. Jika tidak
tersedia, maka DPU mengirimkan surat balasan penolakan
terhadap permohonan Pengguna Jasa/Pemohon.

Jika pengguna jasa setuju maka DPU membuat MOA/PKS
yang ditandatangani oleh KPA dan Pengguna Jasa.

DFU membuat Nota Dinas peminjamanan/sewa sarana
prasarana ke Kasubag Kepegawaian dan Umum

DPU juga menyerahkan Salinan MOA/PKS ke Bendahara
Penerimaan.

Bendaharan Penerimaan menerima Salinan MOA/PKS
dan Divisi Pengembangan Usaha dan Keija Sama DPU|

Bendahara penenmaan membuat Surat Tagihan '/nt sioe
ke Pengguna Jasa berdasarkan MOA/PKS

Surat Tagihan/invoice diserahkan ke Kasubbag Keuangan
untuk diverifikasi dan diotorisasi.

Kasubbag. Keuangan mengecek kesesuaian Surat
Tagihan/Jrororce dengan MOA/PKS dan memberikan
otorisasi parafjika sudah sesuai.

Kasubbag. Keuangan menyampaikan Surat
Tagihan/bivotes untuk ditandatangani oleh Direktur.

Direktur mer.andatangi Surat Tagihan/invoke dar.
memberikan kembali ke Kasubbag Keuangan.

Kasubbag. Keuangan memberikan Surat Tagihan/Jm-varc-e
tersebut ke Bendahara Penerimaan untuk dikirimkan ke
Pengguna Jasa.

Bendahara Penerimaan mengirimkan Surat
Tagihan invoice ke Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa melakukan pembayaran ke Bank Persepsi
berdasarkan Surat Tagihan/3tvo?ce.

Menyerahkan bukti pembayaran ke Bendahara
Penerimaan.

Bendahara Penerimaan mer.enma bukti transfer
pembayaran dan Penggunajasa

Melakukan Verifikasi dan rekonsiliasi kebenaran data ke
Bank Persepsi.

Mencatat transaksi pada Buku Kas Masuk. Buka Kas
Umum (BKU|] dan Buku Pembantu dan Laporan
Penenmaan.

Menyerahkan Laporan Penerimaan. BKU dan copy salinan
bukti pembayaran ke Petugas Akuntasi.

Petugas Akuntansi menginput penenmaan ke aplikasi
SAIBA

Penanggung Jawab

Pengguna Jasa

Divisi Pengembangan Usaha

dan Kerja Sama (DPU)

Bendahara Penerimaan

Kasubag Keuangan

Direktur

Kasubbag. Keuangan

Bendahara Penerimaan

Pengguna Jasa

Bendahara Penerimaan

Fetugas Akuntansi

Rekam Mutu

Surat Fermohonan
-er.gguna Jasa

Mota Dinas

‘lota Dinas

Rincian Biaya. Surat
Penawaran. Surat
Penolakan.

MOA/PKS

Nota Dir.as

Salinan MOA/PKS

Salinan MOA/PKS

Surat Tagihan/Invoice

Surat Tagihan/Invoice

Surat Tagihan//nvotee
yang telah di paraf

Surat Tagihan/ Invoice
yang telah di tanda
tangani KPA

Surat Tagihan/
Invoice yang telah di tanda
tangani KPA

Surat Tagihan/
Invoice yang telah d: tanda
tangani KPA

Bukti Transfer Pembayaran

Bukti Transfer Pembayaran

Bukti Transfer Pembayaran

Rekening Koran dan Bukti
Transfer Pembayaran

Buku Kas Masuk, BKU .
Buku Pembantu dan
Laporan Penerimaan

Laporan Penerimaan. BKU

dan Copy Salinan Bukti
Transfer Pembayaran

Aplikasi SAIBA



3.Prosedur Akuntansi Pendapatan Pemanfaatan Sarana Prasarana

No

Uraian Jenis Kegiatan

Pengguna Jasa/Femohon
mengajukan surat
permohonan peminjamanan
j sewa sarar.a prasarana ke
Divisi Pengembangan Usaha
aan Kerja Sama |DPU].

DFU berdasarkan surat
permohonan tersebut
mengajukan Nota Dinas
ketersediaan sarana

prasarana yang dibutuhkan
Pengguna Jasa/Pemohon
kepada Kasubbag
Kepagawaian dan Umum
terkait penawaran biaya
sewa sarana crasaran?.

Kasubbag Kepegawaian dan
Umum melakukukan
Verifikasi ketersediaan
sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Fengguna

Jasa/Pemohon dan
memberikan informasi
ketersediaan tersebut

kepada DPU.
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Pelaksana

Mutu Eaku
Dma
ZrffrisarQan  KAUMB
Gifid « iiathlaa  LoatAf
) Ucafca dan | ; Direktur 1 Mﬂ Kelengkapan Waktu Cutout Ket
Jasa ICfti*a 3-arsa %rh PftSATUCA Kau agan
IDPUI
Surat Sura:
Permohonan 5 Menit Permohonan
Pengguna Jasa Pengguna Jasa
Surat
Permohonan  +15 Menit Nota Dinas
Pengguna Jasa
Nota Dinas +15 Merut Nota Dinas



No

Uraian Jems Kegiatan

Jika Nota Dinas Kasubbag
Kepegawaian dan Umum
menyatakan sarana dan
prasarana yang dimohon
tersedia, maka DPU
mengajukan penawaran
biaya sewa sarana prasarana
kepada Pengguna
Jasa/Pemohon. Jilta tidak
tersedia. maka DPU
mengirimkan surat balasan

penolakan terhadap
permohonan Pengguna
Jasa/Pemohon.

Jika pengguna jasa setuju
maka DFU membuat
MQA/PKS yar.g

ditandatangani oleh KPA dar.
Pengguna /asa.

DPU menverahkar.
Salinan MOA/FKS ke
Bendahara Penerimaan.

juga

Bendaharan Fenenmaar.
menenma Salinan MOA/PKS
dari Divisi Pengembangan
Usaha dan Kerja Sama
(DPU).

dapuga
XS

ro

OHa _
RrfentMrifan  HI-utow
Usa&a a&n
ECagjaSaw t

IDPT-1

XJ-

K*p«grrra-
an flan
JIxui
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repairsana

endanara
srjjnxs

Lautt&y
Keuangan

2TUQ.E

Akuncaxiri  <elengkapan

Direktur

Nota Dinas

Fincian Biaj'a

MOA/ PKS

MOA/ PKS

Mutu Baku

Waktu Output

Rincian Biaya,

+15 Menit Surat Penawaran.
Surat Penolakan.
Rincian Eiaj-a
*2 Kan MOA/ FKS
+15 Menit Salinan MCA/PKS
. Salman
15 Menit —\1ou/MmoAsPKS

Ket



No

Uraian Jenis Kegiatan

Bendahara pener.maar.
membuai Surat
Tagihan/ Jhi/oiee ke

Pengguna Jasa berdasarkan
MOA/PKS.

Surat Tagihan/Invoice
diserahkan ke Kasubbag.
fweuangar. untuK ouvenmcas:
dan diotorisasi.

Kasubbag. Keuangan
mengecek kesesuaian Surat
Tagihan/Jh: rice dengan
MOA/PKS dan memberikan

otorisasi paraf jika sudah
sesuai.

Kasubbag. ?leuangar.
menyampaikan Surat
Tagihan/Invoice untuk
ditandatangani oleh
Direktur.

Direktur menandatangi
Surat Tagihan/Invoice dan
membenkar. kembali ke

Kasubbag Keuangan.

Pelaksana

Ditifu
Psngsatangan
Fongguaa Usaha dan
J&sa K&ra Sama
IDRU}

LasUtoeg

andan
Utoum

idindahaja
«n*nma

LX

Kasutit&g
inffugiicen

Petugas

Direktur Aku ri

Kelengkapan

Salinan MOA/
PKS

Salinan
MOU/MOA/
PKS

Salinan MOA/
PKS dan Surat
Tagihan/
Invoice

»F

Surat

i Tagihan/
invoice yang
telah di paraf

Mutu Eaku

Waktu Output

Surat

+ i .
£15 Menit Tagihan/Invoice

+15 Menit Surat

Surai
Tagihan/ Ini cice
yang telak di
paraf

= 15 Menit

Surat
Tagihan/ Invoice
yang telah di
tanda tangan;
KPA

+15 Menit

Ket



[ eues3e|ad
nxe3 NNy !



Nc

11.

Uraian Jenis Kegiatan

Melakukan Verifikasi dan
rekonsiliasi kebenaran data
dari cask system
management Eank Persepsi.

Mencatat transaksi pada
Buisu Kas Masuk. Bulsu Kas
Umum |BKU] dan Buku
Pembantu dan laporan
Per.erimaan.

Menyerahkan. laporan
Penerimaan. BKU dan copy
salinan bukti pembayaran ke
Petugas Akuntasi

petugas .Uruntansi
menginput penerimaan ke
aplikasi SAIBA.

rSrUT-S
JSIN

D*“--u=
P*rigcmtJ.ru>an
Usaiaa dam
KajjA Sama
(DPITI

£asltt>ag

BA '3n
ualua:
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Felaksana

i“ndamsra
Par-annu

Kafv.&tSLq

Kwuagm

Dir-2rtur

2€ TMZ9.Z

Alc'-imwin.iL

Kelengkapan

Rekening
Koran dan
Bukti Transfer
Pembayaran

Bulai Kas
Masuk. BKU .
Eiiku
Pembantu dan
Laporan
Penerimaan

Laporan
Penerimaan,
BKU dan Com-
Salinan Eulm
Transfer
remisayaran

Laporan
Penerimaan.
B3CQU dan Copy
Salinan Eulrt:
Transfer
Pembayaran

Mutu Eaku

Waktu

+15 Menit

= 15 Menit

ia wenu

+15 Menit

Output

Eufct: Transfer
Pembayaran

Bultu Kas Masuk.

BKU . Buku
Pembantu dan
Laporan
Penerimaan

Laporan

Penerimaan. BKU
i an Copv Salinan

Bukti Transfer
Pemoaysuran

Apiikasi SAIBA

Ket
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4. Prosedur Akuntansi Pendapatan Hibah Uang

No

Kegiatan

Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama membual
perjanjian hibah yang sah

Memberikan tembusan perjanjian hibah ke Bendahara
Penerimaan

Pemberi hibah transfer dana ke bank melalui Rek.
Operasional Penerimaan BLU dan menyerahkan bukti
setor ke Divisi Pengembangan Usaha dan Kerjasama.

Bank Persepsi menerima pembayaran atau transfer
dana dari Pemberi Hibah dan menyerahkan salinan
data transfer ke Bendahara Penerimaan ATKP Medan

Menerima MOU/Dokumen- dokumen hibah dari Divisi
Pengembangan Usaha dan Kerjasama.

Menerima salinan data transfer (rekening koran) dan
Bank.

Memverifikasi dan melakukan konfirmasi kepada
Bank bila ada perbedaan data.

Membuat Bukti Kas Masuk (BICM).

Mencatat transaksi pada BKU dan Buku Pembantu.

Menyusun Laporan Saldo Kas.
Menyerahkan Laporan Saldo Kas ke Petugas Akuntasi.

Petugas Akuntansi menginput penerimaan ke aplikasi
SAIBA.

Penanggung
Jawab
Divisi
Pengembangan
Usaha dan Kerja
Sama (DPU)

Pemberi Hibah

Bank Persepsi

Bendahara
Penerimaan

Petugas
Akuntansi

Rekaman Mutu

Dokumen Hibah

Slip Transfer/
Setoran

Slip Transfer/ setoran
dan Salinan data
transfer (Rekening
Koran)

MOU /Dokumen-
dokumen Hibah

Salinan Data Transfer
(Rekening Koran)

Salinan Data Transfer
(Rekening Koran)

Bukti Kas Masuk
BKM|

BKU dan Buku
Pembantu

Laporan Saldo Kas
Laporan Saldo Kas

Aplikasi SAIBA
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5. Prosedur Pendapatan Jasa Perbankan

No

1

Kegiatan

Setiap periode menerima/meminta rekening
koran semua bank, pemberitahuan pendapatan
bunga deposito atau lainnya.

Membuat Rekapitulasi pendapatan Jasa
Perbankan dari Rekening Koran dalam
pengelolaan Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Rekapitulasi Pendapatan Jasa
Perbankan. Bendahara Pengeluaran membuat
Surat Pemindahbukuan (Over Booking) Jasa
Perbankan dalam pengelolaannya untuk
dipindahkan ke Rek. Operasional Penerimaan.

Menyerahkan surat pemindahbukuan (Over
Booking) ke Kasubbag. Keuangan untuk
dilakukan verifikasi dan Otorisasi Paraf.

Kasubbag. Keuangan melakukan verifikasi
kebenaran data jika ada perbedaan melakukan
konfirmasi kembali ke Bendahara Pengeluaran,
jika telah sesuai melakukan otorisasi Paraf.

Surat Pemindahbukuan yang telah diotorisasi
paraf diserahkan ke Direktur / KPA untuk di
Approval melalui Cash Manajemen System Bank

Direktur / KPA menerima Surat
pemindahbukuan saldo yang dipindahbukuan
dan melakukan persetujuan Approval) melalui
Cash Managemen System Bank

Menyerahkan kembali surat pemindahbukuan
(Over Booking) yang telah di approval ke
Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran melakukan
pemindahbukuan jasa perbankan dalam
pengelolaannya ke Rekening Operasional
Penerimaan dengan menggunakan Cash
Manajemen System Bank

Bendahara Pengeluaran membuat Bukti Kas
Keluar (BKK). Mencatat dalam Buku Kas Umum
dan Buku Pembantu.

Menyusun Laporan Posisi Kas.

Menyerahkan salinan Surat Pemindahbukuan
(Over Booking) yang telah di Approval
Direktur/KPA ke Bendahara Penerimaan.

Penanggung

Rekaman Mutu
Jawab

Bendahara Rekening Koran
Penerimaan dan
Bendahara
Pengeluaran

Rekapitulasi Pendapatan
Jasa Perbankan

Bendahara Rekapitulasi Pendapatan
pengeluaran Jasa Perbankan, dan
Surat Pemindahbukuan
(Over Booking)

Kasubbag. Rekapitulasi Pendapatan
Keuangan Jasa Perbankan, dan
Surat Pemindahbukuan
(Over Booking) yang telah
diotorisasi Paraf.

Direktur / KPA  Surat Pemindahbukuan
(Over Booking) yang telah
diotorisasi tandatangani

KPA.
Bendahara Cash Managemen System
pengeluaran 3ank

Bukti Kas Keluar |BKK].
Buku Kas Umum dan
Buku Pembantu

Laporan Posisi Kas

salinan Surat
Pemindahbukuan (Over
Booking) yang telah di
Approval Direktur/KPA



Bendahara Penerimaan menerima salinan surat
Pemindahbukuan (Over Booking) dari Bendahara
Pengeluaran Membuat Rekapitulasi Pendapatan
Jasa Perbankan, dibuat Bukti Kas Masuk (BKM)
rangkap?2.

Mencatat dalam BKU dan Buku Pembantu.

Menyusun Laporan Posisi Kas.

Meminta otorisasi BKM dan BKK yang
dilampirkan dengan Rekapitulasi Penerimaan Kas
yang dilampiri bukti-bukti pendukung kepada
Kasubbag Keuangan.

Menerima Laporan Posisi Kas, Buku Kas Umum.
BKU dan Buku Pembantu vyang dilampirkan
dengan Rekapitulasi Penerimaan.

Menelaah dan memberikan otorisasi atas Laporan
Posisi Kas. Buku Kas Umum, BKU dan Buku
Pembantu yang dilampirkan dengan Rekapitulasi
Penerimaan Kas.

Menyerahkan kembali Laporan Posisi Kas. Buku
Kas Umum. BKU dan Buku Pembantu yang
dilampirkan dengan Rekapitulasi Penerimaan Kas
yang telah diotorisasi ke Bendahara Penerimaan
untuk diarsipkan.

Menerima Laporan Posisi Kas. Buku Kas Umum.
BKU dan Buku Pembantu yang dilampirkan
dengan Rekapitulasi Penerimaan Kas yang telah
diotorisasi untuk diarsipkan dan menyerahkan
salinannya ke Petugas Akuntansi.

Melakukan validasi ke Sistem Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual.

Bendahara
Penerimaan

Kasubag
Keuangan

Bendahara
Penerimaan

Petugas Akuntansi

salinan Surat
Pemindahbukuan (Over
Booking) yang telah di
Approval Direktur/KPA

BKU dan Buku
Pembantu

Laporan Posisi Kas

Bukti Kas Masuk |BKM|,
Bukti Kas Keluar (BKK)
dan Rekapitulasi
Penerimaan Kas

Laporan Posisi Kas.
Rekapitulasi Penerimaan
Kas. Buku Kas Umum,
dan Buku Pembantu
yang telah diotorisasi

Laporan Posisi Kas.
Rekapitulasi Penerimaan
Kas. Buku Kas Umum,
dan Buku Pembantu
yang telah diotorisasi

Sistem Akuntansi
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Prosedur Akuntansi Pengembalian Pendapatan Jasa Diklat Karena Pembatalan Oleh Akademi

Kegiatan Penanggung Jawab

Penanggungjawab diklat membuat surat pemberitahuan Sub Bagian Akademik dan

kepada peserta diklat bahwa diklat tidak bisa dilaksanakan.  Ketarunaan

Menyampaikan tembusan pemberitahuan kepada bendahara Sub Bagian Akademik dan

penerimaan Ketarunaan

Menerima pemberitahuan dari Penanggung jawab diklat Peserta Diklat
bahwa pross diklat tidak bisa dilaksanakan.

Menyampaikan slip setoran bank kepada Prodi = Prodi

Melakukan validasi slip setoran yang disampaikan peserta Prodi
diklat dan disampaikan kepada bendahara penerimaan
untuk diverifikasi

Menerima slip setoran yang telah divalidasi dan melakukan Bendahara Penerimaan
verifikasi

Berdasarkan slip setoran yang yang diterima disusun Bendahara Penerimaan
Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan 2 copy

Membuat BKK 2 copy yang masing-masing dilampiri Bendahara Penerimaan
Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan

Menyampaikan kepada kuasa pengguna anggaran iKPAi Bendahara Penerimaan
Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan dan Slip setoran serta

surat pemberitahuan yang disertai dengan nama peserta

diklat untuk mendapat otorisasi

Menerima Rekapitulasi Pengembalian Pendapatan yang KPA
dilampiri dengan BKK dan Slip Setoran serta Surat
Pemberitahuan yang disertai dengan nama peserta diklat

Melakukan verifikasi dan memberikan otorisasi untuk KPA
selanjutnya diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan,
dilakukan Menelaah dan memberikan otorisasi atas BKK dan
menyerahkan ke Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan otorisasi tersebut dilakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan
peserta diklat secara transfer bank.

Kelengkapan

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan

Slip Setoran

Slip Setoran

Slip Setoran

Slip Setoran, Rekapitulasi
Pengembalian.BKK

Slip Setoran. Rekapitulasi
Pengembalian.BKK

Slip Setoran, Rekapitulasi
Pengembalian.BKK

Slip Setoran. Rekapitulasi
Pengembalian.BKK

Slip Setoran. Rekapitulasi
PengembaliamBKK

Slip Transfer
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No

Kegiatan

Membuat BKK 2 sops. yang masing-
maang dilampiri Rekapitulasi
Pengembalian Pendapatan

Menyampaikan kepada kuasa pengguna
anggaran iKPA) Rekapitulasi
Pengembalian Pendapatan dan Slip
setoran serta surat pemberitahuan yang
disertai dengan nama peserta diklat
untuk mendapat otorisasi

Menerima Rekapitulasi FengembaHan
Pendapatan yang dilampiri dengan BKK
dan Slip Setoran serta Surat
Pemberitahuan tang; disertai dengan
nama peserta dildat

Melakukan verifikasi dan memberikan
otorisasi untuk selanjutnya diserahkan
kembali ke Bendahara Penerimaan.
dilakukan Menelaah dan memberikan
otomasi atas BKK dan menyerahkan ke
Bendahara Penerimaan

Berdasarkan otorisasi tersebut
dilakukan pembayaran kepada peserta
diklat setara transfer bank

Sub Bagian
Akademik dan
Ketarunaan

Peserta Diklat
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Pelaksana

Prodi

Bendahara
Penerimaan

g

Kelengkapan

Kuasa Petugas
Pengguna Akuntansi
Anggaran
Slip Setoran.
Rekapitulasi

Pengembalian

|_|:J

a3

>—: b

Slip Transfer

Waktu

z 1Jam

z 1Jam

z5
Menit

z5
Menit

Zo
Menit

Mutu Baku

Output

Slip Setoran.
Rekapitulasi
Pengembalian,
BKK

Slip Setoran.
Rekapitulasi
Pengembalian,
BKK

Slip Setoran.
Rekapitulasi
Pengembalian,
BKK

Slip Transfer

Ket
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Prosedur Akuntansi Pengeluaran LS Pihak Ketiga Dana BLU

Kegiatan Penanggung Jawab

Menyampaikan tagihan kepada PPK atas komitmen/ pekerjaan Penerima Hak/Penyedia Barang

vang telah selesai dikerjakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Jasa

untuk memperoleh pembayaran.

Melakukan pengujian sesuai dengan kewenangannya antara lain Pejabat Pembuat Komitmen

celengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan, kebenaran
data pihak yang berhak, kesesuaian kontrak dengan hasil
pekerjaan dll. Apabila telah memenuhi persyaratan maka, dokumen
tersebut disahkan dan diterbitkan SPP-LS Intern berdasarkan
dokumen kontrak dan pendukungnya SPP-LS Intern dibuat

sebanyak 3 (tiga) rangkap

Jika berdasarkan pengujian yang dilakukan PPIC ditemukan Pejabat Pembuat Komitmen

kesalahan/kekuranglengkapan, maka dokumen penagihan

dikembalikan ke Penerima Hak untuk diperbaiki.

SPP-LS Intern beserta dokumen pendukungnya diserahkan ke PP Pejabat Pembuat Komitmen

SPM

PPSPM Intern' menerima SPP-LS Intern berdasarkan dokumen Pejabat Pembuat Komitmen

kontrak dan pendukungnya.

Melakukan pengujian dan verifikasi SPP-LS- Intern dengan PP SPM

dokumen pendukungnya, keabsahan dokumen pendukung dan

pembebanan akun yang sesuai

Jika SPP-LS Intern tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka PP SPM
SPP-LS Intern dikembalikan dan PPK diminta untuk merevisi SPP-

LS Intern tersebutdan melengkapinya sesuai dengan ketentuan.

Apabila SPP-LS beserta dokumen pendukungnya memenuhi PP SPM
persyaratan, maka dibuat SPM -LS Intern dan menandatangani

nva.

Menyampaikan SPM -LS Intern beserta bukti pendukung kepada PP SPM

Bendahara Pengeluaran

Menerima SPM -LS Intern beserta bukti pendukung dari PP SPM . Bendahara

Berdasarkan SPM -LS Intern dan dokumen pendukungnya Bendahara
tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pengujian atas
kebenaran perhitungan, kesesuaian tagihan dengan data kontrak

dan pajak-pajak yang harus dipungut.

Dalam hal SPM -LS Intern dan dokumen pendukungnya tersebut, Bendahara
memenuhi persyaratan, maka Bendahara Pengeluaran menerbitkan
dan menandatangani SP2D-LS Intern dan <Ccheque atas SP2D

tersebut.

Menyampaikan cheque beserta SP2D LS Intern ke KFA untuk Bendahara

mendapat otorisasi pengeluaran uang.

Menerima cheque beserta SP2D LS Intern dan Bendahara KPA

Pengeluaran

Melakukan pengujian kebenaran SP2D dengan Cheque KPA
Memberikan otonsasi dengan menandatangani cheque. KPA
Menyerahkan SP2D dan cheque kepada bendahara Pengeluaran. kpa

Pengeluaran

Pengeluaran

Pengeluaran

Pengeluaran

Rekaman Mutu

Surat Tagihan

Su

rat Tagihan

Surat Tagihan

SPP-LS-INTERN

SPP-LS-INTERN

SPM

- LS INTERN

SPP-LS-INTERN

SPM - LS INTERN
SPM - LS INTERN
SPM - LS INTERN

SP2D-LS-INTERN

Cheque. SP2D

eque, SP2D

eque, 3P2D

eque, SP2D

eque. SP2D

LS Intern

Intern

LS Intern

LS Intern

LS Intern
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8. Prosedur Akuntansi Pengeluaran LS Bendahara Dana BLU

No

Kegiatan

Penanggung. Jawab

1 Menyampaikan tagihan kepada PPK atas kegiatan / honor Pelaksana Kegiatan

N

IS

berdasarkan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh

pembayaran.

Melakukan pengujian sesuai dengan kewenangannya
antara lain kelengkapan dokumen, kebenaran
perhitungan, kebenaran data pihak yang berhak, dll

Apabila telah memenuhi persvartan maka, dokumen
tersebut disahkan dan diterbitkan SPP-LS-Intern
berdasarkan dokumen kontrak dan pendukungnya. SPP-
LS-Intem dibuat sebanyak 3 |tiga] rangkap.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam hal ini, berdasarkan pengujian yang dilakukan PPK Pejabat Pembuat Komitmen

ditemukan kesalahan/kekurang lengkapan. maka
dokumen penagihan dikembalikan ke pelaksana kegiatan

untuk diperbaiki.

SPP-LS-Intern beserta dokumen pendukungnya
diserahkan ke PP SPM / fungsi verifikasi

PP SPM Intern/Fungsi verifikasi menerima SPP-LS Intern
berdasakan dokumen pendukungnya.

Pejabat Pembuat Komitmen

PP SPM

Melakukan pengujian dan verifikasi SPP-LS-Intern dengan PP SPM

dokumen pendukungnya, keabsahan dokumen
pendukung dan pembebanan akun yang sesuai.

Apabila SPP-LS intern beserta dokumen pendukungnya
memenuhi persyaratan, maka dibuat SPM-LS-Intern dan

menandatanganinya.

Dalam hal SPP-LS intern tersebut tidak memenuhi

PP SPM

PP SPM

persyaratannya, maka SPP-LS intern dikembalikan ke PPK

diminta untuk merevisi SPP-LS-Intern tersebut dan
melengkapinya sesuai dengan ketentuan.

Menyampaikan SPM-LS Intern beserta bukti pendukung
ke Bendahara Pengeluaran.

PP SPM

Menerima SPM-LS Intern beserta bukti pendukung dari PP Bendahara Pengeluaran

SPM

Berdasarkan SPM-LS Intern dan dokumen pendukungnya Bendahara Pengeluaran

tersebut, bendahara pengeluaran melakukan pengujian
atas kebenaran perhitungan, kesesuaian tagihan dengan
data pendukung dan pajak - pajak yang harus dipungut

Dalam hal SPM-LS-Intern dan dokumen pendukung
tersebut, memenuhi persyaratan, maka Bendahara
Pengeluaran menerbitkan dan menandatangi Sp2D-LS
Intern Cheque atas SP2D tersebut

Menyampaikan cheque beserta SP2D-LS Intern ke KPA
untuk mendapat otoritas pengeluaran uang.

Bendahara Pengeluaran

5 Menenma cheque beserta SP2D-Ls Intern dan Bendahara 'kpa

o

~

Pengeluaran

Melakukan pengujian kebenaran SP2D dengan Cheque

Memberikan otoritasi dengan menandatangani cheque

Menyerahkan SP2D dan cheque kepada Bendahara

Pengeluaran

Menerima SP2D dan cheque yang telah ditandatangani

oleh Kepala Satker

Melakukan pencairan dana untuk pembayaran kepada

yang berhak.

Melakukan pencatatan pengeluaran uang pada
Rekapitulasi Pengeluaran Kas Harian

KPA

KPA

KPA

Bendahara pengeluaran

Bendahara pengeluaran

Bendahara pengeluaran

Membuat BKK berdasarkan Rekapitulasi Pengeluaran kas Bendahara pengeluaran

Harian

Melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku

Pembantu.

Menyerahkan BKK yang dilampiri dengan Rekapitulasi
Pengeluaran Kas Harian. SP2D-LS Intern.SPM-LS Intern
dan Bukti Pendukungnya ke Petugas Akuntansi.

Menerima BKK yang dilampiri dengan Rekapitulasi
Pengeluaran Kas Harian, SP2D-LS Intern,SPM-LS Intern

dan Bukti Pendukungnya.

Melakukan validasi atas kebenaran 3KK sesuai dengan
SP2D dan SPM LS Intern beserta bukti pendukungnya.

Input data ke dalam sistem akuntansi Berbasis Akrual

:Bendahara pengeluaran

:Bendahara pengeluaran

iPetugas Akuntansi

jPetugas Akuntansi

Petugas Akuntansi

Rekaman Mutu

Daftar honor, dan usulan
kebutuhan

SK Kegiatan / Penyelenggara,

dokumen usulan

SPP LS Intern

SPP LS Intern

SPP LS Intem

SPP LS Intern

SPP LS Intem

SPM LS Intem

SPP LS Intem

SPM LS Intern

SPM LS Intern

SPM LS Intern

SP2D LS Intem

SP2D LS Intern

SP2D LS Intem dan Cheque

SP2D LS Intem dan Cheque

SP2D LS Intem dan Cheque

SP2D LS Intem dan Cheque

SP2D LS Intem dan Cheque

Cheque dan Slip Transfer

BKK

3KK

Buku Kas Umum dan Buku

Pembantu

Buku Kas Keluar, SP2D LS

Intern. SPM LS Intem

Buku Kas Keluar. SP2D LS

Intern. SPM LS Intem

Buku Kas Keluar. SP2D LS

Intern, SPM LS Intem

Sistem Akuntansi
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9. Prosedur Transfer Dana dari Rek. Dana Kelolaan ke Rekening Operasional Penerimean BLU

No

1

Kegiatan
Bercbsarikan SK Peretapan Taruna den Rekeitulesi
Percipetan. Bedbhara Rergeluaran nenouat Surat

PerminceHaukuen (OnerBooking} cllampergeldaannyauntuk
dipinckhiken ke Rk Qperasiondl Rererineen

Menyerahian surat penvincehbulkauen Hver Booking) ke
KasUeg Keuergenuntuk dilakadken verifikesi den Crorisssi
Pard.

Kasuideg Keuarpen nelakuken\erifikesi kebereran cetgjika
ach perbecken nelakukenkorfinesi kendi ke Backhera
Rarrelueran jika tlah sesuel nelakadkan dorisasi Pard.

Surat Peminckhioulkenyang telah dictorisasi paraf diserahian
ke Direkiur /KPA ULk di Approval nelaul Cask Manajemen
System Bank-

Diredur /KPAmererina Surat penvincehioukuen salcdbyarg
dipincehoukuen den nrelalkakan persetujuen /Approval! nelaui
CashManagemen System Bank.

Menyerahikan kenodli surat penrinceaukuen iover Booking)
yag telahdi approval ke Beandehara Ragduaran

Bendehera Rl uaran nelalaukan pervincehbuiauen
perdapatan dan Kas Dana Keldaan dlampengdaamyake
Rekening Querasiardl Pererinrean cbrgen merggurekan Cask
Manajermen System Barnk

Bendbhera Rargduaran nerrbouet Bulti Kes Keluer (B4,
Marcatat delamBuku Kes Unumdbn 3uku Rarrbantu
Meryusun LaporanRosisi Kas

Menyerahken salinen Surat Fenvincbhioukuen 10ver Booking!
yargtelahd Approval Direkiur/KPA ke Bendehara Rererinreaen

Zecbhara Rererireen nererina sdinen surat
PerminceHaukuen 10ver Booking! dan BencbhaeraPerpdluaran
MarbLet Rekapitulasi Rerobatan, menbuet Bkt Kas Mesuk
BN raga

Marcatat cllamBKU den Buku Parbentu

MenyusunLaporanRosisi Kes.
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Penanggung Janeb

Berdbhera Rargduaran

KesUideg. KeLargen

Direktur / KPA

BerdeheraRatdlueran

Beckbhara Rrerireen

Rekanan \Mutu

KReretgen Tarura den Rekeaitulesi

SUratpemindahbukuari (Over Booking)
yagtelahdiotorsasi paraf

Cash Manajemen System dan Surat
Pemindahbukuan (OQver Bockitgl yarg
telah oo KPA

Cash Managemen System Bank

Bukti Kas Keluar jBKKI. Buku Kas
Umum dan Buku Pembantu

LaporanRosis Kes

sdlinen Surat PervinceHaukuen 10ver

Booking! yang tdlahd Agorovd
Direktur/KPA

sdinen Surat Pamindahoukuen 10ver

Bookinglyarg teahd Agorovd
Direkiur/KPA

Rekepittiasi Ferchpetan cn Bku
Kes MesLk (B<V)

BKUcbn Buku Renbertu

LaporanPosisi Kes
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10. Prosedur Transfer Dana dari Rek. Operasional Penerimaan BLU ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU

No

Kegiatan

Mengajukan tagihan atas pengeluaran belanja kepada

bendahara pengeluaran

Menyusun usulan penankan dana sesuai kebutuhan dan
membuat Surat Permohonan Pemindahbukuan (Overbooking) ke

Rek Operasional Pengeluaran BLU.

Bendahara Pengeluaran menyerahkan Usulan Penarikan dana
dan Surat Permohonan Pemindahbukan (Overbooking i kepada

Bendahara Penerimaan.

Bendahara Penenmaan melakukan verifikasi kesesuaian Jumlah
Dana antara Usulan Penankan Dana dan Surat Permohonan
Pemindahbukan (Overbooking 1 data jika ada perbedaan
melalaikan konfirmasi kembali ke Bendahara Pengeluaran, jika
telah sesuai melakukan

persetujuan tanda tangan dan

menyerahkan ke Kasubbag Keuangan.

Kasubbag Keuangan melakukan otonsasi Paraf

Surat Pemindahbukuan yang telah diotorisasi paraf diserahkan
ke Direktur / KPA untuk di Approval melalui Cash Manajemen
System Bank

Direktur / KPA menerima Surat pemindahbukuan saldo yang
dipindahbukuan dan melalaikan persetujuan |Approvall melalui
Cash Managemen System Bank.

Menyerahkan kembali surat pemindahbukuan IOver Bookingl

yang telah di approval ke Bendahara Penerimaan.

Bendahara Penenmaan melalaikan pemindahbukuan Dana
sesuai kebutuhan ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU

dengan menggunakan Cash Manajemen System Bank.

Bendahara Penerimaan membuat Buku Kas Keluar |BKK),

Mencatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu

Menyusun Laporan Posisi Kas.

Menyerahkan salinan Surat Pemindahbukuan lOverBookingi

yang telah diApprOVa| Direktur/KPA ke Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran menenma salinan surat

Pemindahbukuan (OverBooking) dan Bendahara Penenmaan.

Untuk pengeluaran BLU yang sifatnya transfer maka Bendahara
Pengeluaran melakukan transfer dana ke pihak ketiga/penyedia

jasa menggunakan Cash Manajemen System Bank

Bendahara Pengeluaran membuat draftcheque untuk danayang

diserahkan tunai ke Pihak Ketiga/Penvediajasa

Menyerahkan draftCheque dengan melampirkan usulan
kebutuhan dana ke Kasubbag. Keuangan untuk di vemkasi dan

otonsasi Paraf.

Penanggung Jawab Rekaman Mutu

PPK Kwitansi

Bendara Pengeluaran

3endara Pengeluaran Usulan Penarikan Dan dan Surat

Pemindahbukuan fOverbooking/

Bendahara Penerimaan

Usulan Penankan Dana dan Surat

pemindahbukuan fOverbooking/

Kasubbag. Keuangan

surat pemindahbukuan (Over Booking)

yang telah diotorisasi paraf

Direktur / KPA

cash Manajemen System dan Surat
Pemindahbukuan /Over Booking) yang
telah approval KPA

Eendahara Penerimaan

Cash Managemen System Bank

Bukti Kas Keluar |BKK). Buku Kas

Umum dan Buku Pembantu

Laporan PosisiKas

salinan Surat Pemindahbukuan lOver

Bookmgl yang telah di Approval
Direktur/KPA

Bendahara Pengeluaran
salinan Surat Pemindahbukuan (Over

Bookmglyang telah di Approval

Direktur/KPA

Rekapitulasi Pendapatan dan Bukti

Kas Masuk |BKM)

EKU dan Buku Pembantu

Laporan Posisi Kas



8 Kasubbag. Keuangan menerima Draft Cheque dari Bendahara
Pengeluaran dan melakukan verifikasi otorisasi paraf.

Kasubbag. Keuangan menyerahkan ke Direktur/KPA untuk
melakukan otonsasi dengan menandatangani cheque.

9 Direktur / KPA melakukan otonsasi persetujuan dengan
menandatangani cheque dan menyerahkan kembali ke
Bendahara Pengeluaran.

10 Bendahara Pengeluaran menyerahkan cheque ke Bank untuk

proses pencairan dana.

Bendahara pengeluaran menyerahkan dana tersebut ke Pihak
ketiga/penyedia untuk membayar kebutuhan ELU.

Membuat Bukti Kas Keluar |BKK|, mencatat ke dalam Buku Kas
Umum (BKU) dan Buku Pembantu.

Menyusun Laporan Posisi Kas.

11 Mengmput data ke SAIBA

-134-

Kasubbag. Keuangan Draft Cheque yang telah diotorisasi

paraf

Cheque

Direktur / KPA

Cheque

Bendahara Pengeluaran

Bukti Kas Keluar (BKK), Buku Kas
Umum dan Buku Pembantu, dan

Laporan Posisi Kas

Petugas .Akuntansi

SPM dan SP2D Intern.
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11. Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

No

1

Kegiatan

Menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan

penyusunan LPJ

Melakukan verifikasi data pada BKU dan Buku Pembantu

dengan dokumen pendukung untuk memastikan

kebenaran pencatatan

Bersama-sama melakukan rekonsiliasi intern atas
kebenaran penerimaan dan pengeluaran uang antara

Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.

Menyusur. LPJ

Bersama Kasubag Keuangan melakukan rekonsiliasi
dengan Laporan Keuangan pada SAIBA atas saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas di Satker BLU,

Investasi Jangka Pendek dan Saldo Kas Lainnya

Apabila data pada LPJ Bendahara Satker BLU telah
sesuai dengan laporan Keuangan pada SAIBA maka
diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan

Rekonsiliasi,
Menyiapkan dokumen-dokumen

pendukung sebagai

lampiran LPJ Bendahara

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara

yang disertai dengan lampiran pendukung yang

dipersyaratkan ke KPPN

Penanggung Jawab

Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan dan

Bendahara PengeluarAn

Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan.
Bendahara Pengeluaran dan

Kasubag Keuangan

Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Rekaman Mutu

BKU dan Buku Pembantu

BKU dan Buku Pembantu

yang terverifikasi

BKU masuk dan BKU
keluar, Berita Acara

Rekonsiliasi Intern

Draft LPJ

LPJ, Rekening Koran dan
BKU. Berita Acara

Rekonsiliasi

Berita Acara Pemeriksaan
kas dan Rekonsiliasi,

Lampiran LPJ

LPJ, BKU, 3uku Pembantu
pajak dan Berita Acara

Pemeriksaan Kas

LPJ, BKU, Buku Pembantu
pajak dan Berita Acara

Pemeriksaan Kas



11 Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Kegiatan

Menyiapkan dokumer.-dokumen yang terkait der.gan

penyusunan LPJ

Melakukan verifikasi data pada BKU dar. Bulru Pembantu
dengan dokumen pendukung untuk memastikan

kebenaran pencatatan

Bersama-sama melakukan rekonsiliasi intem atas
kebenaran penerimaan dan pengeluaran uang antara
Bendahara Pengeluaran dan Penenmaan.

Menyusun LPJ

Eersama Kasuobag Keuangan melakukan rekonsskasi
dengan Laporan Keuangan pada SAIBA atas saldc Kas di
Bendahara Pengeluaran. Kas d; Satker BLU,

Investasi Jangka Pendek dan Saldo Kas Lainnya

Apabila data pada LPJ Bendahara Satker BLU telah
sesuai dengan laporan Keuangan pada SAIBA maka
diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi.

Menyiapkan dckumen-dckumen pendukung sebagai
lampiran LPJ Bendahara

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara
yang disertai dengan lampiran pendukung yang
d.persyaratkan ke KPPN

Bendahara
Penerimaan

N
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Pelaksana

Bendahara

Pengeluaran

Kelengkapan

Waktu
Rekening Koran, bukti i 1Jam
penerimaan dan bukti
pengeluaran
BKU dan Buku t 1Jam
Pembantu
BKU dan Buku t | Jam
Pembantu yang
terverifikasi
BKU masuk dan BKU il Jam
keluar
LPJ. P.ekening Keran i 1 Jam
dan BKU
LPJ. Rekening Koran + 1S Menit
dan BKU
Lampiran LPJ i 1S Menit

i

LPJ. BKU. Buku - 15 Menit

Pembantu pa;ak dab
Berita Acara
Pemeriksaan Kas

Mutu Baku

Output

BKU dan Buku Pembantu

BKU dan Buku Pembantu
yang terverifikasi

BKU masuk dan BKU
keluar. Berita Acara
Rekonsiliasi Intern

Draft LFJ

LPJ, Rekening Koran dan
BKU, Berita Acara
Rekonsiliasi

Ber.ta Acara Pemeriksaan
kas dan Rekonsiliasi.

Lampiran LPJ

LPJ. BKU, Buku Pembantu
pajak dan Berita Acara
Pemeriksaan Kas

LPJ, BKU, Buku Pembantu
pajak dan Benta Acara
Pemeriksaan Kas
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12. Prosedur Akuntansi Penerbitan SP3B BLU atas Pendapatan dan Belanja Dana BLU

No

1

Uraian Jenis Kegiatan Penanggung Jawab

Berdasarkan Laporan Posisi Kas dalam periode bulanan Bendahara

Rekaman Mutu

Laporan Posisi Kas. SP3.

menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan (SP3) ke Penerimaan iUntuk Rekonsiliasi Bank,

PP SPM melalui Bendahara Pengeluaran. Pendapatan)

Membuat rekonsiliasi Laporan Saldo Kas dengan Rekening
Khusus Penerimaan.

Menyerahkan SP3 yang dilampiri dengan Laporan Posisi Kas
dan rekening koran, serta Berita Acara Rekonsiliasi kepada
Bendahara Pengeluaran.

Menerima SP3 dan lampirannya dari bendahara Penerimaan. Bendahara
Pengeluaran

Membuat Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2Bl untuk
belanja BLU berdasarkan Laporan Posisi Kas.

Membuat rekonsiliasi Laporan Saldo Kas dengan Rekening
Khusus Penerimaan. Rek. Pengelolaan Dana dan Rek.lainnya.

Menyusun Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
Belanja |SP3B BLU).

Selanjutnya. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU disampaikan kepada PP SPM.

Menerima Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan PP SPM
Belanja BLU beserta lampirannya,

Selanjutnya dilakukan verifikasi atas kelengkapan dan
kebenaran perhitungan SP3B BLU dibandingkan dengan
dokumen pendukungnya yang antara lain Daftar SPM-LS Intern
dan SP3 dari Bendahara Penerimaan.

Dalam hal. Rekapitulasi Pengeluaran dan jatau Penerimaan
dianggap tidak sesuai, maka meminta Bendahara Pengeluaran
dan/atau Bendahara Penerimaan untuk memperbaikinya.

Apabila Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
memenuhi syarat, maka SP3B BLU diterbitkan dan
ditandatangani.

Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) serta
memarafnya 3 rangkap.

Meminta otorisasi atas SPTJ kepada KPA/ Direktur.

Rekening Koran, dan
Berita Acara Rekonsiliasi

SP2B. Rekonsiliasi
Bank. SP3B BLU . dan
ADK SP3B BLU

Draft SP3B BLU, SPM-
LS Intern. SP3B BLU
yang telah
ditandatangani. Draft
SP3B BLU. SPM-LS
Intem. SP3B BLU yang
telah ditandatangani
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Dalam hal. Rekapitulasi Pengeluaran dan /atau Penerimaan
dianggap tidak sesuai, maka meminta Bendahara Pengeluaran
dan/atau Bendahara Penerimaan untuk memperbaikinya.

Apabila Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belar\ja
memenuhi  syarat, maka SP3B BLU diterbitkan dan
ditandatangani.

Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab iSPTJlI serta
memarafnya 3 rangkap.

Meminta otorisasi atas SPTJ kepada KPA/Direktur.

Menerima SP3B BLU beserta dokumen pendukungnya dari
KPA/Direktur. -- ]

SP3B BLU beserta dokumen pendukungnya diserahkan ke
KPPN.

KPPN menerima dan mengesahkan SP3B BLU. dengan
menerbitkan SP2B BLU yang diterima oleh PP SPM.

Dalam hal SP3B BLU dianggap tidak lengkap maka KPPN
meminta Staf/PP SPM untuk memperbaiki dokumen tersebut,
dan jika lengkap melakukan pengesahan.

Dokumen yang telah dilakukan pengesahan diserahkan ke PP
SPM. "

PP SPM Menerima SP2B BLU dari KPPN.

Menyerahkan SP2B BLU yang dilengkapi dengan SP3B dan
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Intern
ke Petugas Akuntansi dan BMN untuk dicatat serta arsip.

Menerima SR2B BLU yang dilengkapi dengan SP3B dan Surat
Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Intern beserta
lampirannya.

Input data ke dalam SAIBA.

Melakukan rekonsiliasi Saldo Kas dan Bank BLU dengan
menurut SP2B BLU dengan aplikasi SAIBA.

Dalam hal terdapat selisih, maka penjelasan atas selisih
dikomunikasikan dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau
Bendahara Penerimaan dan dicari penyebab perbedaannya.

Melakukan rekonsiliasi antara belanja yang menghasilkan BMN
dengan dokumen/bukti penerimaan BMN.

Menyerahkan dokumen/'Bukti Penerimaan BMN kepada Petugas
BMN.

KPA/Direktur

PP SPM

KPPN

PP SPM

Petugas Akuntansi
dan BMN

SPTJ yang telah
diotorisasi. SP3B BLLT

SP3B BLU

SP2B BLU

SP2B BLU. SP3B dan
Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan
dan Belanja Intem.

Copy SP2B BLU dan
SP3B. Laporan
Keuangan



12. Prosedur Akuntansi Penerbitan SP3B BLU atas Pendapatan dan Belanja Dana 3LU

No

Uraian Jenis Kegiatan

Berdasarkan Laporan Posisi Kas
dalam periode bulanan
menerbitkan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan (SP3|] ke
PP SPM melalui Bendahara
Pengeluaran.

Membuat rekonsiliasi Laporan
Saldo Kas dengan Rekening
Khusus Penerimaan.

Menyerahkan SP3 yang dilampiri
dengan Laporan Posisi Kas dan
rekening koran, serta Berita Acara
Rekonsiliasi kepada Bendahara
Pengeluaran.

Menerima SP3 dan Ilampirannya
dari bendahara Penerimaan.

Membuat Surat Permintaan
Pengesahan Belanja (SP2B)
berdasarkan Laporan Posisi Kas.

Bendahara
Penerimaan

Bendahara
Pengeluaran

PP SPM

- 141.

Pelaksana
Petugai
Direktur KPPN Akuntansi Kelengkapan Wdau
dan BMN

Laporan Posisi

Kas, Surat
Permintaan -5
Pengesahan Menit

Pendapatan |SP3)

+

Surat Permintaan
Pengesahan
Pendapatan (SP3)

+5
Memt

Mutu Baku

Output

e SP3

e Rekonsiliasi
Bank

*Rekening
Koran

eBerita Acara
Rekonsiliasi

*SP2B

e Rekonsiliasi
Bank
*SP3B BLU
cADKSP3B
BLU

Ket
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No

Uraian Jenis Kegiatan

Dokumen yang telah, dilakukan
pengesahan diserahkan ke PP SPM.

PP SPM menerima SP2B BLU yang
telah dilakukan pengesahan dari
KPPN.

Menyerahkan SP2B BLU yang
dilengkapi dengan SP3B dan Surat
Permintaan Pengesahan
Pendapatan dan Belanja Intern ke
Petugas Akuntansi dan BMN untuk
dicatat serta arsip.

Menerima SP2B BLU yang
dilengkapi dengan SP3B dan Surat
Permintaan Pengesahan
Pendapatan dan Belanja Intern
beserta lampirannya.

Input data ke dalam SAIBA.

Bendahara
Penerimaan

Bendahara
Pengeluaran
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Pelaksana
Petugas
PP 5PM Direktur K?pr: Akuntansi Kelengkapan
dan BMN
1

SP3B BLU

Copy SP2B BLU
dan SP3B

Waktu

+5
Menit

sl

Hari

Mutu Baku

Output

»SP2B BLU
*SP3B dan
Surat
Permintaan
Pengesahan
Pendapatan
dan Belanja
Intern

Laporan
Keuangan

Ket



Uraian Jenis Kegiatan

Melakukan rekonsiliasi Saldo Kas
dan Bank BLU dengan menurut
SP2B BLU dengan aplikasi SAIBA.

Dalam hal terdapat selisih, maka
penjelasan atas selisih
dikomunikasikan dengan
Bendahara Pengeluaran dan/ atau
3endahara Penerimaan dan dicari
penyebab perbedaannya.

Melakukan rekonsiliasi antara
belanja yang menghasilkan BMN
dengan dokumen/bukti

penerimaan BMN.

Menyerahkan dokumen/ Bukti
Penerimaan BMN kepada Petugas
BMN.

Bendahara
Penerimaan

Bendahara
Pengeluaran
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Pelaksana

Petugas
PP SPM Direktur KPPN Akuntansi
dan BMN

Kelengkapan

Waktu

Mutu Baku

Output

Ket
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13. Prosedur Penempatan Dana Deposito

1

10

Kegiatan

Berdasarkan Saldo Dana Operasional dan Dana Pengelolaan kas
yang dimiliki ATKP Medan . KPA membentuk Tim Penempatan Dana
Deposito, dan membuat pengumuman serta undangan kepada

minimal 3 bank BUM N/D di wilayah kerjanya

Bank BUM N/D yang diundang mendaftar dan mengambil dokumen

kontes.

Pemberian penjelasan kepada bank BUM N/D yang telah mengambil

dokumen

Pada hariyang ditentukan Bank memasukkan proposal.

Pembukaan proposal dan Pemeriksaan administrasi dan penilaian

proposal teknis.

Pembuatan Berita Acara Hasil Kontes |BAHK) dan Penetapan

pemenang.

M envampaikan Surat penetapan pemenang kepada KPA.

Menerima penetapan pemenang dari Tim. selanjutnya menerbitkan

Surat Penunjukkan Pemenang 3 rangkap, yang didistribusikan

kepada pemenang kontes, dan Kasubag Keuangan.

Menerima Surat Penunjukkan pemenang, untuk selanjutnya
membuat Nota Permintaan Penempatan Dana /Deposito pada

pemenang kepada Bendahara Penerimaan.

Menyampaikan Nota yang disertai copy SK Penunjukkan Pemenang

kepada Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan Nota dari Kasubag Keuangan, membuat BKK dan
cheque.

Meminta otorisasi kepada KPA.

M enerima BKK Cheque untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

M enyerahkan BKK dan lampirannya kepada Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan BKK dan Cheque yang telah

diotorisasi dilakukan pemindahbukuan

Melakukan pencatatan dalam BKU dan Buku Pembantu.

Menerima dan menyimpan sertifikat deposito dari Bank.

Menyerahkan copy BKK yang ddampin cofry sertifikat deposito.

Menerima copy BKK yang dilampiri copy sertifikat deposito.

Menyusun Laporan Posisi Kas Harian..

Penanggung Jawab

Kasubbag Keuangan

Bendahara Penerimaan

Bendanara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

KPA

KPA

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Petugas Akuntansi

Petugas Akuntansi

Rekaman Mutu

Undangan dan Pengumuman

Dokumen Penawaran

Dokumen Penilaian

Proposal

Penilaian Proposal teknis

Berita Acara Hasil Kontes
(BAHK) -

Surat Penetapan Pemenang

Surat Penunjukan Pemenang

Surat Penunjukan Pemenang

Nota Dinas dan Kopi SK

BKK dan Cheque

BKK dan Cheque
BKK dan Chequeyang

diotorisasi

BKK dan Chequeyang

diotorisasi

Chequeyang diotorisasi

BKU dan Buku Pembantu

sertifikat deposito

BKK dan sertifikat deposito

3KK dan sertifikat deposito

Laporan Posisi Kas Harian






.....
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14. Prosedur Akuntansi Piutang Jasa layanan Pendidikan

No

1

X

Kegiatan

Kasubbag Keuangan menerima SK Penyelenggaraan
Pendidikan Semester yang akan dimulai dan Kalender
Pendidikan dari Subbagian Akademik dan Ketarunaan

Kasubbag Keuangan memberikan SK Penyelenggaraan
Pendidikan Semester yang akan dimulai dan Kalender
Pendidikan kepada Bendahara Penerimaan sebagai dasar
penagihan dan pencatatan piutangjasa layanan pendidikan.

Bendahara Penerimaan menerima SK Penyelenggaraan
Pendidikan Semester yang akan dimulai dan Kalender
Pendidikan dari Subbagian Akademik dan Ketarunaan

Bendahara penerimaan membuat rekap tagihan biaya
pendidikan taruna sesuai dengan Tarif sung sudah ditetapkan
dan Kalender Pendidikan.

Mencatatkan biaya pendidikan semester tersebut dan pada saat
pelunasannya dalam Kartu Buku Piutang per Taruna.

Membuat Rekap Piutang 2 (dua) rangKap yang sudah
disesuaikan dengan adanya Penyelenggaran Semester yang
akan dimulai.

Memberikan Rekap Piutang kepada Kasubbag Keuangan untuk
otorisasi tandatangan.

Kasubbag Keuangan melakukan pengecekan Rekap Piutang

dan memberikan otorisasi tandatangan jika sudah benar.

Memberikan Rekap Piutang kepada Bendahara Penerimaan dan
Petugas Akuntansi.

Menerima Rekap Piutang dan melakukan pengarsipan.

Penanggungjawab

Kasubbag Keuangan

Kasubbag Keuangan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan

Kasubbag Keuangan

Kasubbag Keuangan

Petugas Akuntansi dan
Bendahara Penerimaan

Rekaman Mutu

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Kalender Pendidikan

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan

Kalender Pendidikan

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Kalender Pendidikan

Kartu Piutang

Kartu Piutang dan
Rekap Piutang

Kartu Piutang dan
Rekap Piutang

Kartu Piutang dan
Rekap Piutang

Kartu Piutang dan
Rekap Piutang

Kartu piutang dan
Rekap piutang

Kartu piutang dan
Rekap piutang



14

Prosedur Al-rur.rar.ti Piutang Jasa Layanan

Kegiatan

Kasubbag Keuangan nentnna SK Penyelenggaraan.
Pendidikan Semester yang akan dimulai dan
Kalender Pendidikan dara Subbagian Akademik dan
Ketarunaan

Kasubbag Keuangan memberikan SK
Penyelenggaraan Pendidikan Semester yang akan
dimulai dan Kalender Pendidikan kepada Bendahara
Penerimaan sebagai dasar penagihan dan pencatatan
piutang jasa layanan pendidikan

Bendahara Penerimaan menerima SK
Penyelenggaraan Pendidikan Semester yang akan
dimulai dan Kalender Pendidikan dari Subbagian
Akademik dan Ketarunaan

Bendahara penerimaan membuat rekap tagihan
biaya pendidikan taruna sesuai dengan Tarif yang
sudah dztetankan dan Kalender Fendiddcan

Mencatatkan biaya pendidikan semester tersebut
dan pada saat pelunasannya dalam Kartu Buku
Piutang per Taruna

Membuat F.ekap Piutang 2 iduaj rangkap yang
udfh disesuaikan dengan acanya Penyelenggaran
Semester yang akan dimulai

Memberakan F.ekap Piutang kepada Kasubbag
Keuangan untuk otorisasi tandatangan

Kasubbag Keuangan melakukan pengecekan P.ekap
Piutang dan memberikan otorisasi tandatangan jika
sudah benar

Memberikan F.ekap Piutang kepada Bendahara
Penerimaan dan Petugas Akuntansi.

Menerima Rekap Piutang dan melakukan
pengarsipan

3er.dah.VA
?er.er.aaan

"O

Tidak

cn
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Kasubbag KsuanjJin

=]

?*tugx: Akuntans:

Kelengkapan

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan Kalender

Pendidikan

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan Kalender

Pendidikan

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan Kalender

Pendidikan

F.ekapitulasi Tagihan

Biaya pendidikan

Kartu. Piutang

Kartu Piutang dan
F.ekap Piutang

Surat pernyataan
besaran angsuran

Kartu piutang dan
Rekap piutang

Kartu piutang dan
F.ekap piutang

*

I+

I+

5 Menit

5 Menit

3 Memc

i Jam

1 Hari

5 Menst

5 1lenit

51!enit

5 Menit

Mutu Baku

Output

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan
«Calender Pendidikan

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Kalender Pendidikan

SK Penyelenggaraan
Pendidikan dan

Kalender Pendidikan

Kartu Piutang

Kartu Piutang dan
F-ekap Piutang

Kartu Piutang dan
Rekap Piutang

Kartu Piutang dan
F.ekap Piutang

Kartu Piutang dan
F.ekap Piutang

Kartu piutang dan
F.ekap piutang

Kartu piutang dan
F.ekap piutang
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15. Prosedur Akuntansi Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Kegiatan

Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS)

Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Menyerahkan surat tersebut kepada KPA.

Menerima SKP2KS atau SKTJM ,untuk selanjutnya

mendisposisikan ke Kasubag Keuangan.

Kasubag Keuangan menggandakan surat tersebut menjadi 2
rangkap, selanjutnya 1 copy diarsipkan dan 1 copy diserahkan

kepada Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan SKP2KS atau SKTJM tersebut, dilakukan
pencatatan jumlah piutang dan waktu pelunasannya dalam

Kartu Piutang 2 copy dan mencatat dalam Daftar Piutang.

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang disertai surat

pernyataan kepada petugas akuntansi dan 1 copy arsip.

Menerima Kartu Piutang yang disertai SKP2KS atau SKTJM

untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan.

Penanggung

Jawab

TPKN

TPKN

TPKN

KPA

Kasubbag

Keuangan

Bendahara

Pengularan

Bendahara

Pengularan

Bagian

Akuntansi

Rekaman Mutu

SKTJM atau
SKP2KS

SKTJM atau
SKP2KS

Copy SKTJM atau
SKP2KS

SKTJM atau
SKP2KS,Kartu
piutang , rekap

piutang

Surat pernyataan ,

kartu piutang

Surat pernyataan ,

kartu piutang
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15. Prosedur Akuntansi Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Pelaksana Mutu Baku
Mo Kegiatan bb B dah P Kelengkapan
Kasu a endahara etugas
Pejabat/TPKN KPA K 9 . * Waktu Qutput
Keuangan Pengeluaran Akuntansi
1 Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan SKP2KS
Penggantian Kerugian Sementara ISKP2KS) : !
Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab SKTJIM
Mutlak (SKTJIM).
pm -
Menyerahkan surat tersebut kepada KPA. SKTJM atau
- SKP2KS
2 Menerima 3KP2KS atau SKTJM .untuk SKTJM atau +10 Menit SKTJM atau
. . . J
selanjutnya mer.disposisikan ke Kasubag i i SKP2KS SKP2KS
Keuangan.

3 Kasubag Keuangan menggandakan surat SKTJIM atau i 10 Menit Copy SKTJM atau
tersebut menjadi 2 rangkap, selanjutnya 1 copy .« « SKP2KS SKP2KS
diarsipkan dan 1 copy diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran.

4 Berdasarkan SKP2KS atau SKTJM tersebut, Copy SKTJIM +10 Menit SKTJM atau
dilakukan pencatatan jumlah piutang dan waktu I h atau 3KP2KS 3KP2KS .Kartu

peiuc asannya, dalam Kartu Piutang 2 copy dan piutang , rekap

mencatat dalam Daftar Piutang. piutang

ir
Menyerahkan 1copy Kartu Piutang yang disertai I H4 Surat pernyataan + 10 Menit Surat pernyataan ,
surat pemya.taan kepada petugas akuntans; dan 1 , kartu piutang kartu piutang

1 copy arsip.

S Menerima Kartu Piutang yang disertai SKP2KS Surat pernyataan =10 Menit Surat pernyataan ,
atau SKTJIM untuk selanjutnya dilakukan - , kartu piutang kartu piutang

pengarsipan.
I i
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16 Prosedur Akuntansi Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No

Kegiatan

Menerima Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Negara dari BPK RI,
selanjutnya mendisposisikan ke Kasubag

Keuangan.

Kasubbag Keuangan menggandakan surat
keputusan tersebut menjadi 2 rangkap,
selanjutnya 1 copy diarsipkan dan 1 copy

diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan
tersebut dilakukan pencatatan jumlah piutang
dan waktu pelunasannya dalam Kartu Piutang 2

copy dan mencatat dalam Daftar Piutang.

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang disertai
surat pernyataan kepada petugas akuntansi dan

1 copy arsip.

Menerima Kartu Piutang yang disertai Surat
Keputusan Pembebanan untuk selanjutnya

dilakukan pengarsipan.

Penanggung Jawab

KPA

KPA

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

Petugas Akuntansi

Rekaman Mutu

Bukti setor

SK, bukti setor

Kartu piutang

Kartu piutang, surat

pernyataan

Kartu piutang



16. Prosedur Akuntansi Piutang Tuntutan Perbendaharaan

Kegiatan

Menenma Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Negara dari BPK RI,
selanjutnya mendisposisikan ke Kasubag
Keuangan.

Kasubbag Keuangan menggandakan surat
keputusan tersebut merjadi 2 rangkap,
selanjutnya 1 copy diarsipkan dam 1 copy
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan
tersebut dilakukan pencatatan jumlah piutang
dan waktu pelunasannya dalam Kartu Piutang 2
copy dan mencatat dalam Daftar Piutang.

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang
disertai surat pernyataan kepada petugas
akuntansi dan 1 copy arsip.

Menenma Kartu Piutang yang disertai Surat
Keputusan Pembebanan untuk selanjutnya
dilakukan pengarsipan.

KPA

E
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Pelaksana
Kasubbag Bendahara
Keuangan Pengeluaran

F*C=1
rsS—

-1

Petugas
Akuntansi

Kelengkapan

Surat Keputusan
Pembebasan

Copy Surat
Keputusan
Pembebanan

Kartu Piutang

Daftar Piutang

Kartu piutang

Wakru

15 Menit

15 Menit

5 Menit

15 Menit

Mutu Baku

Output Ket

Bukti setor

SK, bukti setor

Kartu piutang

Kartu piutang,
surat pernyataan

Kartu piutang



-156-

17. Prosedur Akuntansi Piutang Lainnya 1Kerugian Negara)

No

Kegiatan

Menerima salinan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak ISKTJM (sebagai akibat wan prestasi misalnya
kerugian karena temuan BPK atau APIP kepada
kontraktor selanjutnya mendisposisikan ke Kasubag
Keuangan.

Kasubag Keuangan menggandakan surat tersebut menjadi
2 rangka selanjutnya 1 copy diarsipkan dan 1 copy
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
tersebut dilakukan pencatatan jumlah piutang dan waktu
pelunasannya dalam Kartu Piutafig dalam 2 copy dan

mencatatnya dalam Daftar Piutang.

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang disertai surat

pernyataan kepada petugas akuntansi dan 1 copy arsip.

Menerima Kartu Piutang yang disertai Surat Keputusan

Pembebanan untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan.

Penanggung Jawab

KPA

Kasubbag Keuangan

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

Petugas Akuntansi

Rekaman Mutu

Bukti setor
pengembalian

belanja

Bukti setor
pengembalian
belanja

SPTJM , Kartu
piutang

Kartu piutang

Kartu piutang



17. Prosedur Akuntansi Piutang Lainnya j Kerugian Negarai

Kegiatan

1 Menerima salinan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak |3KTJM |sebagai akibat wan prestasi misalnya
kerugian karena temuan BPK atau AHP kepada
kontraktor selanjutnya, mendisposisikan ke Kasubag

Keuangan.

Kasubag Keuangan menggandakan surat tersebut
menjadi 2 rangka selanjutnya 1 ccpy diarsipkan dan -1

copjrdiserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
tersebut dilakukan pencatatan jumlah piutang dar. waktu
pelunasannya dalam Kartu Piutang dalam 2 copy- dan
mencatatnya dalam Daftar Piutang.

Menyerahkan 1 copy Kartu Piutang yang disertai surat
pernyataan kepada petugas akuntansi dan 1 copy- arsip.

Menerima Kartu Piutang yang disertai Surat Keputusan
Pembebanan untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan.
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Pelaksana
Kasubbag Bendahara
KPA
Keuangan Pengeluaran

C_

Petugas
Akuntansi

Kelengkapan

Surat Keterangan

Tanggung Jawab
Mutlak

Copy Surat
Keterangan
Tanggung Jawab
Mutlak

Kartu Piutang

Daftar Piutang

Waktu

+ 15 Menit

+r 15 Menit

+ 30 Menit

+15 Menit

1

+15 Menit

Mutu Baku

Output

Bukti setor
pengembalian
belanja

Bukti setor
pengembalian
belanja

SPTJM , Kartu
piutang

Kartu piutang

Kartu piutang

Ket
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18. Prosedur Akuntansi Utang Jangka Pendek
No Uraian Jenis Kegiatan Penanggung Jawab Rekaman Mutu

1 Pada tanggal pelaporan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Daftar Tagihan
Menyusun Daftar Tagihan yang belum dibayar (Utangi
dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diketahui
olen Direktur (KPA] (rangkap 2) dan 1 copy dikirim ke
Petugas Akuntansi

2 Petugas  Akuntansi  melakukan  verifikasi  untuk Petugas Akuntansi Daftar Tagihan
memastikan jumlah utang pada daftar tagihan sesuai
dengan bukti pendukung

Berdasarkan daftar tagihan yang telah diverifikasi. Petugas Akuntansi Daftar Tagihan
Petugas Akuntansi melakukan input data ke dalam
aplikasi penyusunan laporan keuangan

Petugas Akuntansi memastikan nilai utang pada daftar Petugas Akuntansi Laporan Keuangan dan
tagihan sama dengan nilai utang pada lembar muka Daftar Tagihan
laporan keuangan dan mengungkapkannya pada catatan

atas Laporan Keuangan [CaK] yang memadai terkait

rincian piutang

3 Pada awal tahun Bendahara Pengeluaran membuat Bendahara Pengeluaran Dokumen Penagihan
mengajukan dokumen penagihan disertai dengan
dokumen penagihan kepada PPK

4 PPK melakukan pengajian terhadap dokumen penagihan Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen Penagihan
Dalam hal nilai utang sampai dengan.Rp. 200 Juta maka Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen Penagihan
PPK melakukan pengujian terhadap dokumen penagihan dan SPTIM
dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak
Dalam hal nilai utang diatas Rp. 2 Miliar maka Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen Penagihan

Direktur/KPA secara berjenjang melalui Kementerian
Perhubungan meminta verifikasi kepada BPKP

Hasil verifikasi ditunagkan dalam Berita Acara Hasil Pejabat Pembuat Komitmen Laporan Utang
Verifikasi

Berdasarkan Benta Acara Hasil Verifikasi atau SPTIM dan Pejabat Pembuat Komitmen Berita Acara Hasil
dokumen  penagihan  PPK  melakukan  prosedur Verifikasi, SPTIM

pengeluaran utang
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1S. Prosedur Akuntansi Utang Jangka Pendek

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Jenis Kegiatan Bendahara Petugas Pejabat
g . Pembuat AH? BPK? Kelengkapan Waktu Outout Ket
Pengeluaran Akuntansi .
Komitmen

1pada tanggal pelaporan Bendahara Pengeluaran
Menyusun Daftar Tagihan tang belum dibayar

lUtangj dengan dilengkapi dokumen pendukung
yang diketahui oleh Direktur (KPA) irang-tap 2i dan Daftar Tagihan +5Menit  Daftar Tagihan

1 copy dikirim ke Petugas Akuntansi

Petugas Akuntansi melakukan verifikasi untuk
memastikan jumlah utang pada daftar tagihan

sesuai dengan bukti pendukung Datftar Tagihan Datftar Tagihan

Berdasarkan daftar tagihan yang telah diverifikasi.

Petugas .Akuntansi melakukan nput data ke dalam

aplikasi penyusunan laporan keuangan Daftar Tagihan laporan Keuangan

Petugas Akuntansi memastikan nfiai utang pada

daftar tagihan sama dengan nilai utang pada

lembar  muka  laporan  keuangan  dan Laporan Aaporan Keuangan

mengungkapkannya pada catatan atas laporan Keuangan Daftar calK
Tagihan

Keuangan (CaLKi yang memadai terkait rincian
piutang



Uraian Jem-; Kegiatan

Pada awal tahun Bendahara Pengeluaran
mengajukan dokumen penagihan diserta; dengan

dokumen penagihan kepada PPK

PPK melakukan dokumen

penagihan

pengujian terhadap

Dalam hal niku utang sampai dengan P.p 200 Juta
maka PPK melakukan pengujian terhadap dokumen
penagihan dan dilengkapi dengan Sura: Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak

Dalam hal nilai utang dari Rp. 200 Juta sampai
dengan 2 miliar maka PPK melakukan pengujian
terhadap dokumen dilengkapi
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

penagihan dan

Dalam hal nilai utang dia:as Rp. 2 Miliar maka
Direktur/ KPA secara berjenjang melalu:
Kementenar. meminta
kepada BPKP

Perhubungan verifikasi

Hasil verifikasi ditunagksn dalam Berita Acara Hasil
Verifikasi

Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi atau
SPTIJM dan dokumen penagihan PPK melakukan
prosedur pengeluaran utang
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Pelaksana

Pejabat
Pembuat KPA
Komitmen

Bendahara
Pengeluaran

Petugas
Akuntansi

API?

BPKP Kelengkapan

Dokumen
Penagihan

Dokumen
Penagihan

Dokumen
FenagLhan
SPTJM

Dokumen
Penagihan

SPTIM

Uokumen
Penagihan

Laporan Utang

Berita Acara
Hasil Verifikasi,
SPTIM

Waktu

* 3 Menit

= 5 Menit

=15 Meru:

15 Menit

= 1? Menit

Mutu Baku

Output

Dokumen
Penagihan

Dokumen

Penagihan

Laporan Utang

Lanoran Utang

Laporan Utang

Berita Acara Hasil
Verifikasi

Bukti Kas Keluar
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C. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1 Buku Kas Keluar ATKP Medan

BUKU KAS KELUAR
AT K P M E D AN

PER X X X X

NO Spbydan
NO. TANGGAL

Kefl-Sul) Kes Akun URAIAN DEEWT KREDIT SALDO
PHKTI No 8PM )
T 2 4 5 6 7 [ — 9 10
~ SALDO AKHIP
Medan. XXXX

Mergetahu Bendahara ?tntnm »n

Pimpinan BUJ

NAMA NAMA

NIP NIP

2. Buku Kas Masuk Bendahara Penerimaan ATKP Medan

BUKU KASMASUK

PER X X X X

NO TANGGAL Keg-Sub Key

Akun
s s ir NoSPM URAIAN DEBIT KREDIT SALDO
L 3 4 5 6 -7 8 " 9 10
SALDO AKHIR
* Medan XXXX
Menjatah*** Bendahara Penerimaan
Pimpinan BLU
NAMA NAMA
NIP

NIP
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3. Buku Kas Masuk Bendahara Pengeluaran

BUKU KAS MASUK
ATKf MEDAN

PER XX XX
Medan. XKXX
Mengetahui Bendahara Pengeluaran
Pimpman 8LU
NAMA NAMA
NIP NIP
4. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan
BUKU KAS UMUM
ATKP ME£DAN
PER XXXX
NO TANGGAL **» *e  Keg-Sub Keg  Akun URAIAN DEBIT KREDIT SALDO
h ~ Tr NoSPAI
1 2 3 4 5 6 7 » 10
SALDO AKHIR .
Medan, aXxx
Mengetahui Bendahara Penerimaan
Pimpman BLU
NAMA NAMA
NP
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5. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran

BUKU KAS UMUM
ATKP MEDAN
PER XX-XX.20XX

NO. Spbydan  Ksg-Sub Asun

NO. TANGGAL BUKTI No «PM URAIAN DEBIT KREDIT

1 2 3 4 S e 7

SALDO AWAL

«u oy «««

UKLUI

Medan «-«-rity,
Mengetahu-

BU

BencaKan Penge orn

Nama

NIP. *«.,

6. Bukti Kas/Bank Masuk Bendahara Penerimaan

AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN
BUKTI KAS MASUK/BANK MASUK

Nomor No. Rekening
Tanggal Nama Bank
Akun Debet
Diterima dari
Akun Sap Nama Akun Jumlah Akun BLU

Total

Terbilang

Diterima Oleh
Bendahara Penerimaan

Nama
Nip



7. Invoice Tagihan

INVOICE
Kepada Yth, Mb invoice
DIREKTUR PERSONALIA DAN UMUM Tanoaa Invone
PERUM LPPNPI Mata Uang
di- Mo Peganjan Kerjasana
TANGERANG
Tangga Peranj.an
Tangga Peaksarsan
Cara Perrbayaran
Tangga JatY. Tempo
- w Uraan Peker]3an Kuanb*n Harga .Satuan
1 Pembayaran Baya Dikla Approach Cortrtf 16 Orang Rp 30,427,700
S-jve lance Angkatan IX ( APP RADAR )
tfctuk Tahap 1 sesesar 9054 dan nilai kontrak
Rp 456.565.500,- yatu Rp.410.908.950,-
Total
Horret Kam, Terbilang
DIREKTUR
Nama
Pangkat'Gotongar
NIP xxxxol
nmmbm
Pembayaran inuik Inv3.ce himohon ditransfer ke Rekening
Nama RPL 123 ATKP MEDAN UTK REK OPERASIONAL BLU «
Rekening Mandiri
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( KUP MJKAI }

Nc. Rekening 105-00-8335554-3

Jumlah

Rp 410.900.950

Rp 4t0.4G3.s60
Enpar /aimsepuhihjuta serrbian
ratus Ogjapan ttou :efcianratus

fimapu'ub rupah
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8. Kartu Piutang
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9. Laporan Posisi Kas Bendahara Penerimaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

—thra iFaslagp K Man Fowai ‘aun 208 lenheseuPidr 818 Udanmieuta pnaflkssantes BrchraraRreinaen
crgnNnar Reeiing BB ch AREESAE drgr pad saob Blu<ss umnsss3 B B8R4 sta

ronarMU taddin, 25

Aaanrasl prarsear tes sSap kgt

|  Hil seilksenRFntiuiier Brdtaa

A SntsBndaa

1 SobBPKsiud dxr B
2 SobBPdyadED
3 Sado BP investasi Jangka Pendet
4 S gy DB-aEwa
5 InmnA SIAL

B SdbksladiteahhudA tra @i
1 SobBdgetan
2 SbBR igiiain
3 Inkih=BHE)

C SlighRnfnten;A4-33

I Hal Rnatscenikés

A <s\aylksd Brdiaa

1UyTud d Bakesmadda3

2Ugdretd REEES
yd kN0 RSB

SMI@(iOI*Aa
B SdishkestAL-1A3
il Rrdesndessdigh
A SHi9hK3sjiB
Sishaaaaantdkaarapa xm

Yaydmiea
Brdtaacainan

KIP.m x

«H
XX
XX
XX

XX
XX»

X X»

«M
XX

YayMnaiks
Bprar AU

M P.m x

XX
XX



10. Form LPJ Bendahara BLU
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Form LPJ Bendahara BLU

SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Tahun .Aj-ggaran

XXXX

3-aanm xnt
KenerteranLe'rcaga (m 1 xrart a*
UntCrgarsw; o»} m n (i)
fthir& Xa&Kota non i4i
3oa*ar Nera egarn’ xrm (5*
Nano*aan Teto. met *)
Taw Wjgarar era »75
KPPN ysa wxa i*
L ‘«actor PentlUkosr biian petaxren Jeroan wWc aPNr pada 5FU cetecar Rp 6 ».058 oo
dar Nomor Bufctl teraiN r Nomor : m x pan B ttli Pet«scn-aan Rp xxxxm Nomor B jrt  xxxx
M Jerk 5ufcu Pemtorcu Sato A-s) Pedirfcoh* i Pergurargar Sato «Nr
' cti K| At A a m
A fiPKK - - - XXXX
1 BPKac tra danBamn XXXX * - XXXX
1 SP G«OOOt3
B BP truest» Jarg«a Peroe*
m BP Uang lUcsVcuct'er ~ - ~
= 5P Uang flPenerma Dana Be*our
5.BFBFP - - - -
B. Buku Femfcairj - - XXXX
1BPUP* XXXX XXXX XXXX XXXX
A BP LiBenda"ara XXXI «XXI XXIX XXXX
3. BP Pencapstar * - ' _ o
4.BP Pra* XXXX XXXX XXXX XXXX
5. EP Uarg P*vsk heflga
€ EPUanc” ttian
' EP Cana Befgur
e BP HBaftOonas'SijnM nsan-"
?. BP LairHar XXXX XXXX XXxx | XXXX
* Jwrrtar. UP gefie¥fri tffcjang wentand yearg Bekap S££R0 GLKan i tix axpfiee
" Jonah oeftiicanr % f*y cKuTng fadansjyang ceun a a riy iecoar b
" Wrrar iita\foigsh tovibamgar x i r €+farrg «atari, yang Biettm 8y < ar z o eny ffiit
L rtaadaar |x pads afcnr pj-sr pe>apcnr
1- Jano Tjfia» attrarw ai Benca%« Ptnernaan  Rp fic mw
Seroa'ara FeogeNaran Rt
2 jarg ft reteraig Berca-ara =*r>-rtnaar Rcroom
Jang a rwentg Beroa'ara sengeuanr ficnooxt Rp. «WX *>
1 Jonah «as Rp. «*»
IN  Seifth Hn
1 Sado tore-BP <as<IAl) Ro. «y»
2 Jinah KaslO } Rp. txra*tt
2 3ewsn Kas Rp. «m
IV.  Data Kao Hacllre*ysllao| rtsms d»-»yr uakpa
[NeY Jer.iKas MerurjtPertx4ian .eniKasi*enim:L4KPA -Kj/riar 1i3i Sets?*. tSS|
SPU3 Kac tf. BerdahaT hr  ————— 2] R ——
1 Pengajaran
-Altars oeijr- o fv su-ran ht
2 3» Pendacdtar «3P Jm» jxg*a =e>3* Kijsi»aa.u FE e «
3 3P nKtao argka Pender hr rvest» y>?2 Pended =r Rr
\ Rnfatoun tenor kac totvatsc Mitel* pem tii osr tapaMa sea;
Viesan, Br-cr-coor

Beroarara Pengefcaran

Nar*a

NPow

M

KPAKepa® Batter 3LJ

Nana
MF.n »

Serconara Penernaan

Nana
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11. Surat Overbooking Dana Kelolaan ke Rek.Operasional BLU

SURAT OVERBOOKING

Medan, rt - 20xx

Bersamaan dengan surat ini. saya menugaskan Bendahara Pengeluaran selaku pemegang Rekening Dana
Kelola untuk melakukan Overbookmg/Pemindahteukuan dana dengan rincian sebaga: berikut:

Dari Rekening : RPL 123 Satker utk Rek Dana Kelola

Bani: (nama bank) Nomor Rekening m xsroac

Ke Rekening : RPL 123 Satker utk Rek Operasional
Bank (nama bank) Nomor Rekening rnat 'a; Xxxxxrc

Sebesar

Adapun dana tersebut dipindahbukukan dikarenakan sudah menjad: pendapatan dan hak Satker yang berasal

dari kegiatan:

1 Pendapatan ... Senilai Rp. ras
2 Pendapatan...... . Senilai Rp. rose
JUMLAH Rp.  xxxx

Demikianlah surat ini saya perbuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BENDAHARA PENGELUARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA NAMA
PANGKAT/GOLONGAN PANGKAT/GOLONGAN

NIP.XXXX NIP. XXXX
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12. Surat Overbooking Rek.Operasinal Penerimaan ke Rek.Operasional
Pengeluaran

SURAT PERMOHONAN CAXRBOOKING

Medan, xx-sx-20xx

Bersamaan dengan surat ini . saya selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan kepada Bendahara
Penenmaan selaku pemegang Rekening RPL 123 ATKP MEDAN utk P.eh Operasional untuk melakukan
Overbooking dana sebagai berikut:

Dan Rekerung PPL 123 Satker utk Rek Operasional
Bank xxxx

Ke Rekening PPL 123 satker utk Rek Opr PengeluaranBLU
Bank xxxx

Sebesar XXXSX

Dana tersebut digiuiakan untuk melakukan pembayaran kebutuhan Belanja BLU ATKP Medan dengan Rincian
dibawah uh

1 SPMNO O0Oxxx  Tanggal XX-SX-XXSX Senilai Rp Xxxxx
2 SPMNO O0Oxxx  Tanggal  XX-XX-XXXX Senilai Rp Xxxxx
JUMLAH" XXXXX

Demikian Surat Permohonan uu saya peibuat. atas kenasamanya saya ucapkan tenmakasih

Bendahara Penenmaan Bendahara Pengeluaran
NAMA NAMA
Pangkat Golongan Pangkat Golongan
NIP. XXXX NIP. XXXX

Diketahui o eh
Kuasa Pengguna Anggaran ATKP Medan

NAMA
Pangkat Golongan
NTP xxxx
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13. Rekap Honor
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15. SPM

KEMEMTSMAN PERHUBUNGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR INTERN

*BT5g5«ii: Nomor:

<ua:a Sendafcara Umum Negara. <PFN MEDAN M (jdo1)
Agar <r.eekulcan Dempayaran sejumiah Rp xuou

Dsii sulur- imi /jt» ensrr ratu: eeapan puWiriau rupiar

Cara Bw : | 2 | Giro b&n |Ta?yn Anggaran . im"
Dasa* ®emoayarar Setter Kwi» Nama Batter
uua» Yr mx ffoc

WPA «A»xx njt»»L«li3ug Tangga,n ncim

Fungsi, Su& Fungsi BA, Unit Es.l, Program

Kegiaan oupt LK

RXKX AU a.M
j» is PemoByalW » 5engslusrsr Anggars-n
S-fst'tmasys™p j PemSMyarsn lappjn; |LS|
SuT.serlwa/CsraPersr'isn sojoi ' PNP/8LU
PENGELUARAN POTONGAN
Alur JbfiaP Lspj BAJWafXtftoutitlsOitr Usflg
32 P.3 KXKXM KMILRXXXILXIQCME XUIMX Rp mmm
km.m.m («.«otnum nv' Rp MXttX
Jumlati Perjt js' jpi @D ocww ItTIISP PIWjngW KXKX

<ecaca © XXOIXKMX
NPWP : XMJUJUxX. t.xmx
Rekening . JOut* m»UOEX*XK
Bank/Pos : BANK uuou
uraw o (fix xtax

Medan, o -m'wiju
Alikuasa’pensguna anggaran

»ejacet Perar aa’ s""gan SpM

NIP. MM
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16. SPTIJM BLU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor 00K
3 Nama Satker BLU YOKK
2. Kode Satker BLU YOOKX
3. Nomor /Tanggal OfPA BLU YO0
4. Kegiatan YOOKK
5. Output XXXX
6. Periode SP3B BLU YO0
7. Tahun Anggaran Y00

Yang Bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran / Pemimpin BLU ATKP Medan Menyatakan Bahwa saya
bertanggung jawab penuh atas segala realisasi pendapatan yang teiah diterima dan atau belanja yang telah dibayar
kepada yang berhak menerima, yang sumber dananya berasal dan PNBP y3ng digunakan langsung oleh BLU triwulan

o tahun anggaran »xox sebagaimana yang tercantum dalam SP3B Nomor xxxxxx tanggal Xxxxx

BELANJA PENDAPATAN
Akun Jumlah Uang Akun Jumlah Uang
XXX XXX XXX XXX
XXXX XXXX XXXX XXX
Jumlah Belanja - Jumlah Pendapatan -

Bukti - bukti pendapatan dan atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan y3ng berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya $P3B BLU ini, saya bersedia bertanggungjawab
sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat ditumut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebenarnya



17. Surat Perintah Bayar

SURAT PERINTAH

Ki-m-itia»
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BAYAR

Nomo*

Sayayang Bertanda tangan di bawah m. selaku Peiaaat Pembuat fcorntmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran aga meiakukan pembayaran sejuman

P3 «m n
Terbuang

Keoada

IVitu» Pembavarar

ita: Dasar

1- Rwrtanji /bukti pembenar

frbebarkan paes

teg atar  Ajtaut MAfc

Setu/u/ uras defray»’

Bencanara Pengeluaran

Nam»

NIP Xxuax

uvueuxo

nxjaoun

Muuuoounuut

ccer

wxMnanwjwioci

Tangga

Ditenma Tanggal.

Penenma Uang/Vang Muka Kerja

Nama
aMXM

Mecar .jcrn*en

a.r kuasaoerggjna Arggarar
Pejsoat Pemauat Komitmen

Nama

N'i Xxnua
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18. Surat Tagihan

Nomor

Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Tembusan

KOP SURAT
Medan ,
1 (satu) berkas
Penyampaian Biaya Diklat Approach Kepada:
Control Surveilance Angkatan IX ( APP Ytheoooooiis
RADAR >untuk Tahap 1
di-

Mendasari Surat Perjanjian Kerjasama antara Akademi Teknik dan Keselamatan
Penerbangan Medan (ATKP) dengan PERUM LPPNPI Nomor
PJJ.04.04.03/0Q/LPPNPI/03/2018/046 dan Nomor : HK.201/1/11/ATKP.M-2018 tanggal
16 Maret 2018 tentang Pendidikan dan Pelatihan Approach Control Surveilance
Angkatan IX ( APP RADAR ) Tahun 2018

Bahwa Pendidikan dan Pelatihan Approach Control Surveilance Angkatan 1X ( APP
RADAR ) Tahun 2018 telah dimulai pelaksanaannya di ATKP Medan pada tanggal 23
Maret 2018 s/d 13 Juni 2018 dengan iumlah peserta 15 Orang.

Sehubungan dengan butir 2 (dua) dlatas bersama ini disampaikan Biaya Diklat
Approach Control Surveilance Angkatan IX ( APP RADAR )untuk Tahap | sebesar 90%
dari nilai kontrak Rp 456.565.500,- yaitu Rp 410.908 950,- ( Empat ratus sepuluh juta
sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus iima puluh rupiah ) dengar kelengkapan
berkas terlampir Selanjutnya pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank Mandin,
RPL 123 ATKP MEDAN UTK REK. OPERASIONAL BLU No. Rek. 105-00-8885554-3.

4 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

DIREKTUR

Ninr.a
FangkauGolongan
NIP. XXXX

Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara
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19. Usulan Belanja BLU

USULAN BELANJA

NO Ke* OUTPUT/MAK *ENERIMA DANA HIT ar PRN PPH M U | BEFSIH
1
2
3
a
s
drt
TOTAL
DIKETAHUI DIBUAT OLEH
Kept* Sub bagian Kejangan e«r Sahara Pengeluaran
NAMA
Mf. nun

OCSETUJUt OLEH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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D. Bagan Akun Standar (BAS)

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan daftar kodefikasi dan
klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan
digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam
perencanaan. Penganggaran pelaksanaan anggaran dan
pelaporan keuangan pemerintah Penggunaan Bagan Akun
Standar secara konsisten dapat berguna dalam menghasilkan
informasi keuangan-yang andal alat pengendalian disiplin fiscal
melalui pengaturan pengendalian dan Kkerangka struktur
pelaporan dan mendukung proses pengambilan keputusan
pemerintah yang lebih baik.

BAS Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) ATKP Medan
disusun dan dikembangkan dengan berpedoman pada KEP
211/PB/2018 Tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan
Akun Standar. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan

kebutuhan penyusunan laporan keuangan baik Satker sebagai

entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Untuk menyesuaikan kebutuhan pencatatan transaksi dan
penyusunan laporan keuangan. Satuan Kerja Badan BLU ATKP
Medan melakukan pengembangan Bagan Akun Standar.
Pengembangan dilakukan dengan mengacu pada BAS yang
dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Akun-akun yang
dikembangkan harus merupakan sub.akun-sub akun yang ada
pada BAS yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan
kebijakan ini setiap akun pada entitas akan mempunyai induk
(header) pada BAS Kementerian Keuangan.

Bagan akun standar secara umum dibagi menjadi 5 kelompok:
Pertama, akun aset dengan kode akun yang diawali dengan 1,
s,elanjutnya Utang/Kewajiban dengan kode akun 2 dan Ekuitas
dengan kode akun 3. Sedangkan untuk pos-pos pendapatan dan
belanja menggunakan kode akun masing-masing 4 dan 5. Rincian
atas akun-akun disajikan dengan dengan rinci pada halaman
selanjutnya. Pengembangan lebih lanjut atas BAS dapat dilakukan
dengan mengacu pada BAS yang diterbitkan oleh Kementerian
Keuangan.
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Bagan akun standar selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

AKUN
SAP

1

11
111
11161

111611

111613

111711

111711

1118

111821

111825

111826
111827

1119

111911

URAIAN

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara
Pengeluaran

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Kas di Bendahara

Pengeluaran TUP

Kas di Bendahara

Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Kas Lainnya dan

Setara Kas
Kas Lainnya di

Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di

Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di BLU

Kas Lainnya di K/L dari
Hibah yang belum
Disahkan

Kas dan Bank Pada

Badan Layanan Umum

Kas dan Bank - BLU

AKUN
INTERN
1.000
11.000
111.000
11161.000

111611.001

111613.001

11171.000

111711.001

1118.000

111821.001

111825.001

111826.001
111827.001

1119.000

111911.001

URAIAN

ASET

Aset Lancar

Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara
Pengeluaran

Kas di Rekening
Bendahara
Pengeluaran UP
Kas di Rekening
Bendahara

Pengeluaran TUP

Kas di Bendahara

Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Kas Lainnya dan

Setara Kas
Kas Lainnya di
Bendahara
Pengeluaran
Kas Lainnya di
Bendahara

Penerimaan

Kas Lainnya di BLU
K7L

yang

Kas Lainnya di
Hibah

belum Disahkan

dari

Kas dan Bank Pada
Badan Layanan
Umum

Kas dan Bank BLU

sudah disahkan



111911

111911

111911

111914

111929

113

11331

113311

1139

113911

114

11411

114111

114112

Kas dan Bank - BLU

Kas dan Bank - BLU

Kas dan Bank - BLU

Bank BLU
Belum Disahkan

Kas dan

Setara kas Lainnya -
BLU

Investasi Jangka
Pendek

Deposito Jangka
Pendek - BLU

Deposito dan Investasi

Jangka Pendek Lainnya
dari Kas dan Bank BLU
Yang Sudah Disahkan
INnvestigasi Jangka
Pendek Lainnya

Investasi Jangka Pendek

Lainnya

Belanja Dibayar Di
Muka, Uang Muka
Belanja, dan
Pendapatan yang

Masih Harus Diterima
Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Belanja Pegawai Dibayar
di Muka (prepaid)

Belanja Barang yang
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111911.002

111911.003

111911.004

111914.001

111929.001

113.000

11331.000

113311.001

1139.000

113911.001

114.000

11411.000

114111.001

114112.001

Kas Rekening
BLU

Khusus Penerimaan

Operasional

Kas Rekening
BLU

Khusus Pengeluaran

Operasional
Kas Rekening
Pengelolaan Kas BLU
Kas dan Bank BLU
Belum Disahkan

Setara kas Lainnya -
BLU

Investasi

Pendek

Jangka

Deposito

Deposito 3 s/d 12

bulan

Investigasi Jangka
Pendek Lainnya
Investasi Jangka

Pendek Lainnya

Belanja Dibayar Di

Muka, Uang Muka
Belanja, dan
Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima

Biaya Dibayar
Dimuka

Belanja Pegawai
Dibayar di  Muka
(prepaid)

Belanja Barang yang



1142

11421

114211

114212

114213

115

1152

115211

1153

115321

1154

115431

1157

Dibayar di Muka
(prepaid)

Uang Muka Belanja
(prepayment)

Uang Muka Belanja
Pemerintah Pusat
(prepayment)

Uang Muka Belanja
Pegawai (prepayment)
Uang Muka Belanja
Barang (prepayment)
Uang Muka Belanja

Modal (prepayment)
Piutang

Piutang Bukan Pajak
Piutang Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
(TPA)

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
(TPA) - BLU

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti

Rugi

Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntut
an Ganti Rugi -BLU
Piutang dari kegiatan
Operasional Badan

Layanan Umum
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1142.000

11421.000

114211.001

114212.001

114213.001

115.000

1152.000

115211.001

1153.000

115321,001

1154.000

115431.001

1157.000

Dibayar di Muka
(prepaid)

Uang Muka Belanja
Barang

Uang Muka Belanja
Pemerintah Pusat
(prepayment)

Uang Muka Belanja
Pegawai (prepayment)
Uang Muka Belanja
Barang (prepayment)
Uang Muka Belanja
Modal (prepayment)
Piutang

Piutang Bukan Pajak
Piutang Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA)
Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA) - BLU
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
Rugi

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tun
tutan Ganti

BLU

Rugi -

Piutang Usaha BLU -

Jasa Pendidikan



115712

115712

115791

1158

115811

115812

115813

115814

115819

115821

115829

115891

116

1162

Piutang BLU Pelayanan
Pendidikan

Piutang BLU Pelayanan
Pendidikan

Piutang BLU Lainnya
dari Kegiatan
Operasional
Piutang dari Kegiatan

Non Operasional Badan
Layanan Umum

Piutang Sewa Tanah -
BLU

Piutang Sewa Gedung -
BLU

Piutang Sewa Ruangan -
BLU

Piutang Sewa Peralatan
dan Mesin - BLU

Piutang Sewa Lainnya -
BLU
Piutang dari Penjualan
Aset Tetap - BLU
Piutang dari Penjualan

Aset lainnya - BLU

Piutang BLU Lainnya
dari Kegiatan Non
Operasional

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih
Penyisihan Piutang

Tak tertagih-Piutang
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115712.001

115712.002

115791.001

1158.000

115811.001

115812.001

115813.001

115814.001

115819.001

115821.001

115829.001

115891.001

116.000

1162.000

Piutang Usaha BLU -
Jasa Pendidikan
Reguler

Piutang Usaha Diklat
Kerjasama
(Shortcourse)

Piutang BLU Lainnya
dari Kegiatan
Operasional

Piutang Lain-lain

Piutang Sewa Tanah -
BLU

Piutang Sewa Gedung
- BLU

Piutang Sewa
Ruangan - BLU
Piutang Sewa

Peralatan dan Mesin
- BLU

Piutang Sewa Lainnya
- BLU
Piutang dari
Penjualan Aset Tetap

- BLU

Piutang dari
Penjualan Aset
lainnya - BLU

Piutang BLU Lainnya
dari Kegiatan Non
Operasional
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih
Penyisihan Piutang

Tak tertagih-Piutang



116211

116212

116411

116421

116612

116619

116691

116712

Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
PNBP

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Lainnya

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan

Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
BLU Pelayanan
Pendidikan

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
BLU Penyedia Barang

dan Jasa Lainnya

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
dari Kegiatan
Operasional Lainnya
BLU

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Sewa Gedung BLU
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116211.001

116212.001

116411.001

116421.001

116612.001

116619.001

116691.001

116712.001

I Bukan Pajak

Penyisihan
Tidak Tertagih
Piutang PNBP

Piutang

Penyisihan Piutang
Tidak
Piutang Lainnya

Tertagih

Penyisihan Piutang
Tidak

Bagian Lancar

Tertagih

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi
Penyisihan
Tidak  Tertagih -
Piutang BLU

Piutang

Pelayanan Pendidikan
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang BLU Penyedia
Barang dan Jasa
Lainnya

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang dari Kegiatan
Operasional

BLU

Lainnya

Penyisihan Piutang
Tidak
Piutang Sewa Gedung
BLU

Tertagih



116713

116714

116719

116721

116722

116791

117
1171
117111
117113

117114
117121

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Sewa Ruangan BLU

Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih -
Piutang Sewa Peralatan
dan Mesin BLU

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Sewa Lainnya BLU

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
dari Aset

Tetap BLU

Penjualan

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Aset

dari Penjualan

Lainnya BLU

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
BLU

Persediaan

Persediaan

Barang Konsumsi

Bahan untuk
Pemeliharaan

Suku Cadang

Pita Cukai, Materai dan

Leges
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116713.001

116714.001

116719.001

116721.001

116722.001

116791.001

117.000
1171.000
117111.001
117113.001

117114.001
117121.001

Penyisihan Piutang
Tidak

Piutang Sewa

Tertagih

Ruangan BLU

Penyisihan Piutang
Tidak
Piutang Sewa

Tertagih -

Peralatan dan Mesin
BLU

Penyisihan Piutang
Tidak
Piutang Sewa Lainnya
BLU

Tertagih -

Penyisihan Piutang
Tidak  Tertagih -
Piutang dari

Penjualan Aset Tetap
BLU

Penyisihan Piutang
Tidak
Piutang dari

Tertagih -

Penjualan Aset
Lainnya BLU
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Piutang dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya BLU
Persediaan
Persediaan

Barang Konsumsi
Bahan untuk
Pemeliharaan
Suku Cadang
Pita Cukai, Materai

dan Leges



117128

117131
117199
117911

13

131

131111

131211

132

132111

132211

133

133111

133211

134

134111
134211

134112
134212

134113
134213

Barang Persediaan
Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan ke
Masyarakat

Bahan Baku
Persediaan Lainnya
Persediaan yang Belum
Diregister

Aset Tetap

Tanah

Tanah

Tanah Belum Diregister

Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin
Belum Diregister

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Belum Diregister

Jalan, Irigasi dan
Jaringan

Jalan dan Jembatan
Jalan dan Jembatan yg
Belum Diregister

Irigasi

Irigasi Belum Diregister

Jaringan
Jaringan Belum
Diregister

Aset Tetap lainnya
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117128.001

117131.001
117199.001
117911.001
13.000
131.000
131111.001
131211.001
132.000
132111.001

132211.001

133.000

133111.001

133211.001

134.000

134111.001
134211.001

134112.001
134212.001

134113.001
134213.001

135.000

Barang Persediaan
Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan ke
Masyarakat

Bahan Baku
Persediaan Lainnya
Persediaan yang
Belum Diregister
Aset Tetap

Tanah

Tanah

Tanah Belum
Diregister

Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin
Belum Diregister
Gedung dan
Bangunan

Gedung dan
Bangunan

Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister

Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan
Jalan dan Jembatan
yg Belum Diregister
Irigasi

Irigasi Belum
Diregister

Jaringan

Jaringan Belum
Diregister

Aset Tetap lainnya



1351

135111

135121

136

1361

136111

137

1372

137211

1371

137111

1373

137311

137312

137313

1374

Aset Tetap lainnya
Aset Tetap Renovasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam
Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan

Konstruksi Dalam
Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan
Jalan, Irigasi dan
Jaringan

Akumulasi Penyusutan
Jalan dan Jembatan
Akumulasi Penyusutan
Irigasi

Akumulasi Penyusutan
Jaringan

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap Lainnya
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1351.000
135111.000
135121.001
136.000

1361.000

136111.001

137.000

1372.000

137211.001

1371.000

137111.001

1373.000

137311.001

137312.001

137313.001

1374.000

Aset Tetap lainnya
Aset Tetap Renovasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam
Pengerjaan
Konstruksi dalam
Pengerjaan
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Akumulasi
Penyusutan
Akumulasi
Penyusutan Gedung
dan Bangunan
Akumulasi
Penyusutan Gedung
dan Bangunan
Akumulasi
Penyusutan
Peralatan dan Mesin
Akumulasi
Penyusutan Peralatan
dan Mesin
Akumulasi
Penyusutan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Akumulasi
Penyusutan Jalan
dan Jembatan
Akumulasi
Penyusutan lIrigasi
Akumulasi
Penyusutan Jaringan
Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap Lainnya



137411

1511

151111

151211

1521

152111

152211

1561

156111

1562

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap Lainnya

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran -
BLU

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan

/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
BLU
Penyisihan

Tidak

Rugi-

Piutang
Tertagih

Tagihan Penjualan
Angsuran
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Tagihan

Penjualan Angsuran

Penyisihan

Tidak

Piutang
Tertagih
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137411.001

151.000

1511.000

151111.001

151211.001

1521.000

152111.001

152211.001

1561.000

156111.001

1562.C00

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Lainnya
Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran-
BLU

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
Rugi

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
Rugi- BLU
Penyisihan Piutang
Tidak  Tertagih

Tagihan Penjualan
Angsuran

Penyisihan Piutang
Tidak  Tertagih
Tagihan Penjualan
Angsuran

Penyisihan Piutang

Tidak  Tertagih



156211

1563

156311

16
162
16212
162121
16213
162131
16214
162141
16219

162191

16215
162151
16216
162161
16217

162171

Tagihan Penjualan
Angsuran -BLU
Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih - Tagihan

Penjualan Angsuran
BLU

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntu
tan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntut
an Ganti Rugi

Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud
Hak Cipta

Hak Cipta

Royalti
Royalti
Paten
Paten
Aset Tak Berwujud
Lainnya
Aset Tak
Lainnya
Software
Software

Berwujud

Lisensi
Lisensi

Hasil Kajian/Penelitian

Hasil Kajian/Penelitian
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156211.001

1563.000

156311.001

16.000
162.000
16212.000
162121.001
16213.000
162131.001

162141.000

162141.001
16219.000

162191.001

16215.000
162151.001
16216.000
162161.001
16217.000

162171.001

Tagihan Penjualan
Angsuran -BLU

Penyisihan
Tidak

Tagihan

Piutang
Tertagih -
Penjualan
Angsuran BLU
Penyisihan Piutang
Tidak  Tertagih
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tu
ntutan Ganti Rugi
Penyisihan
Tidak

Tagihan

Piutang

Tertagih -
Tuntutan

Perbendaharaan/Tun

tutan Ganti Rugi

Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud

Hak Cipta

Hak Cipta

Royalti

Royalti

Paten

Paten

Aset Tak Berwujud

Lainnya

Aset Tak Berwujud

Lainnya

Software

Software

Lisensi

Lisensi

Hasil

Kajian/Penelitian

Hasil Kajian

penelitian



16231

162311

166

16611

166111
166112

16912

169122

16641

166411

1693

169311

169312

169313

169414

169415

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Aset  Tak

Dalam Pengerjaan

Berwujud

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain K/L

Aset Lain-lain

Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam

Operasi Pemerintahan

Akumulasi Penyusutan
Aset Lain-Lain K/L
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam

Operasi Pemerintahan

Aset Lainnya yang
Belum Diregister
Aset Lainnya yang

Belum Diregister
Akumulasi Amortisasi
Aset Lainnya
Akumulasi Amortisasi

Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi
Hak Cipta

Akumulasi Amortisasi
Royalti

Akumulasi Amortisasi
Paten

Akumulasi Amortisasi
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16231.000

162311.001

166.000

1661.000

166111.001
166112.001

16912.000

169122.001

16641.000

166411.001

1693.000

169311.001

169312.001

169313.001

169414.001

169415.001

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Aset Lain-lain

Aset Lain-lain K/L
Aset Lain-lain

Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam
Operasi

Pemerintahan
Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-Lain K/L
Akumulasi

Penjmsutan Aset

Tetap yang Tidak
Digunakan dalam
Operasi

Pemerintahan

Aset Lainnya yang
Belum Diregister
Aset Lainnya yang
Belum Diregister
Akumulasi
Amortisasi Aset
Lainnya

Akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud
Akumulasi Amortisasi
Hak Cipta

Akumulasi Amortisasi
Royalti

Akumulasi Amortisasi
Paten

Akumulasi A.mortisasi



169416

169317

169318

21

212

2121

21211

212111

212112

212112

212112

212112

212113

212119

Software

Akumulasi Amortisasi
Linsensi
Akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud
Lainnya
Akumulasi Amortisasi

Aset Tak Berwujud yang
tidak digunakan dalam
Operasional

Pemerintahan

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka
Pendek

Utang Kepada Pihak
Ketiga

Utang Kepada Pihak
Ketiga |

Belanja Pemerintah
Pusat Yang Masih
Harus Dibayar

Belanja Pegawai yang

Masih Harus Dibayar
Belanja Barang yang
Masih Harus Dibayar

Belanja Barang yang

Masih Harus Dibayar
Belanja Barang yang
Masih Harus Dibayar
Belanja Barang yang
Masih Harus Dibayar
Modal vyang

Masih Harus Dibayar

Belanja

Belanja Lain-lain yang
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169416.001

169417.001

169318.001

2.000
21.000

212.000

2111.000

21211.000

212111.001

212112.001

212112.002

2121*12.003

2121 12.004

212113.001

212119.001

Software

Akumulasi Amortisasi
Linsensi

Akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud
Lainnya

Akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud
yang tidak digunakan
dalam Operasional
Pemerintahan
KEWAJIBAN

Kewajiban Lancar

Hutang
Pihak Ketiga

Kepada

Utang Kepada Pihak
Ketiga |
Biaya yang masih

harus dibayar

Belanja Pegawai yang
Masih Harus Dibayar
Belanja Barang yang
Masih Harus Dibayar
Biaya Daya dan Jasa
yang

dibayar

masih  harus
Biaya Keperluan
Perkantoran yang
masih harus dibayar
Biaya Utilitas yang
masih harus dibayar
yang
Masih Harus Dibayar

Belanja Modal

Belanja Lain-lain



212121

2199

21996

219961

2197
21971
219711
2192

21921

219212

219214

219214

219214

219214

Masih Harus Dibayar

Hutang
BLU

Pihak Ketiga

Utang Jangka Pendek
Lainnya

Utang Bendahara

Utang Pajak Bendahara
Pengeluaran yang Belum
Disetor

Hutang kepada KUN
Hutang kepada KUN
Hutang kepada KUN

Pendapatan Diterima
Dimuka
Pendapatan Diterima
Dimuka

Pendapatan Bukan
Pajak Lainnya Diterima
di Muka

Pendapatan Diterima di
Muka BLU

Pendapatan Diterima di
Muka BLU

Pendapatan Diterima di
Muka BLU

Pendapatan Diterima di
Muka BLU
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212121.001

2199.000

21996.000

219961.001

2197.000
21971.000

219711.001
2192.000

21921.000

219212.001

219214.001

219214.002

219214.003

219214.004

yang Masih Harus
Dibayar

Hutang Pihak Ketiga
BLU

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Utang Pajak
Bendahara
Pengeluaran yang
Belum Disetor

Utang Pajak
Bendahara
Pengeluaran yang
Belum Disétor
Hutang kepada KUN
Hutang kepada KUN
Hutang kepada KUN
Pendapatan
Diterima Dimuka
Pendapatan
Diterima Dimuka
Pendapatan Bukan
Pajak Lainnya
Diterima di Muka
Pendapatan Diterima
Dimuka Program
Taruna Reguler
Pendapatan Diterima
Dimuka Program Non
Reguler / Shortcourse
Pendapatan Sewa
Gedung Diterima
Dimuka

Pendapatan Sewa
Ruangan Diterima

Dimuka



219214

219214

221

2211

22112

221121

221121

221121

2219

221929

31
313

31311

313111

31312

Pendapatan Diterima di
Muka BLU

Pendapatan Diterima di
Muka BLU

Utang Jangka Panjang
Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang
Dalam Negeri
Perbankan

Utang Perbankan
Jangka Panjang BLU
Utang Perbankan
Jangka Panjang BLU
Utang Perbankan
Jangka Panjang BLU
Utang Perbankan
Jangka Panjang BLU
Utang Jangka Panjang
Dalam Negeri

BLU

Lainnya

Utang Jangka Panjang
Dalam Negeri
BLU
EKUITAS
Ekuitas

Lainnya

Transaksi Antar Entitas

Ditagihkan ke Entitas
Lain
Ditagihkan ke

Lain

Entitas

Diterima dari Entitas

Lain
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219214.005

219214.006

221.000

2211.000

22112.000
;211121.001
221121.002
221121.003

2219.000

221929.001

3.000
31.000
313.000
31311.000

313111.001

31312.000

Pendapatan Sewa
Kendaraan Diterima
Dimuka

Pendapatan Non-
layanan Pendidikan
Diterima Dimuka
lainnya

Utang Jangka
Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri Perbankan
Utang Perbankan
Jangka Panjang BLU
Utang Perbankan
Jangka Panjang BLU

Hutang Bank

Hutang Bank Lainnya

Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri Lainnya BLU
Utang Jangka
Panjang Dalam Negeri
Lainnya BLU
EKUITAS

Ekuitas

Transaksi Antar
Entitas

Ditagihkan ke
Entitas Lain
Ditagihkan ke Entitas
Lain

Diterima dari

Entitas Lain



313121

31321
313211
31322
313221
311
3113
31131
311312

311313

311315
311311
311314
31132
311321
391
39111
391111
391112
391113

391114
391116

391117

391118

391119
4
42

Diterima dari Entitas
Lain

Transfer Keluar
Transfer Keluar
Transfer Keluar
Transfer Masuk
EKUITAS

SAL dan SILPA BLU
SAL BLU

Pengembalian
Pendapatan BLU Tahun
Anggaran Yang Lalu

SAL Selisih Kurs Belum
Terealisasi

Penyesuaian SAL BLU
SAL BLU

Penggunaan SAL BLU
SILPA BLU

SILPA BLU

Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas
Surplus/Defisit-LO

Koreksi Nilai Persediaan

Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
Penyesuaian Nilai
Persediaan

Nilai
Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset

Koreksi Lainnya
Pendapatan Negara

Pendapatan Negara
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313121.001

31321.000
313211.001
31322.000
313221.001
311.000
3113.000
31131.000
311312.001

311313.001

311315.001
311311.001
311314.001
31132.000
311321.001
391.000

39111.000
391111.001
391112.000
391113.001

391114.000
391116.001

391117.001

391118.000

391119.001

4.000
42.000

Diterima dari Entitas
Lain

Transfer Keluar
Transfer Keluar
Transfer Keluar
Transfer Keluar
EKUITAS

SAL dan SILPA BLU
SAL BLU

Koreksi-Koreksi

SAL  Selisih
Belum Terealisasi
Penyesuaian SAL BLU
SAL BLU

Penggunaan SAL BLU

Kurs

SILPA BLU

SILPA BLU
Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit-LO
Koreksi Nilai
Persediaan

Revaluasi Aset Tetap
Nilai
Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset

Penyesuaian Nilali
Persediaan
Koreksi  Nilai Aset
Lainnya Non
Revaluasi

Koreksi Lainnya
PENDAPATAN

Pendapatan Negara



424

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Bukan Pajak
Pendapatan Badan
Layanan Umum
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
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424.000

424112.000

424112.000

424112.001

424112.002

424112.003

424112.004

424112.005

424112.006

424112.000

424112.101

424112.102

424112.103

424112.104

Bukan Pajak
Pendapatan Badan
Layanan Umum
Pendapatan Jasa
Pelayanan
Pendidikan
Seleksi Diklat
Pembentukan

Pendaftaran

Seleksi Akademik

Seleksi Kesehatan

Seleksi Psikotest

Seleksi Kesamaptaan

Seleksi Wawancara

Layanan Pendukung
Akademik
Perlengkapan Teknik
Penerbangan
Semester 1
Perlengkapan Teknik
Penerbangan
Semester 3 dan 4
Perlengkapan Taruna
Keselamatan
Penerbangan
Semester 1
Perlengkapan Taruna
Keselamatan
Penerbangan

Semester 3 dan 4



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
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424112.105

424112.106

424112.107

424112.108

424112.109

424112.110

424112.111

424112.112

424112.113

424112.114

424112.000

424112.201

424112.202

424112.203

424112.204

Perlengkapan Taruna
Non-Diploma TPU
(Avionics) Fase |
Perlengkapan Taruna
Non-Diploma TPU
(Avionics) Fase IV
Madabintal

Madabintal Terpadu

Konsumsi Taruna

Wisuda

Wisuda Terpadu

Pengurusan
Kehilangan /Ganti
Sertifikat

Salinan ljazah

Pendaftaran Anggota
Perpustakaan

Diklat Pembentukan

Program Diklat

Diploma 1 TLB
Semester 1 Reguler

Program Diklat
Diploma 1 TLB
Semester 2 Reguler

Program Diklat
Diploma 1 TLB

Semester 3 Reguler
Program Diklat

Diploma Il 'I'LB



424112

424112

424112

424112

424112

424112

4112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Pelayanan Pendidikan

Jasa

Jasa
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424112.205

424112.206

424112.207

424112.208

424112.209

424112.210

424112.211

424112.212

424112.213

424112.214

424112.215

424112.216

Semester 4 Reguler

Program Diklat
Diploma 1 TLB
Semester 5 Reguler
Program Diklat
Diploma Il TLB
Semester 6 Reguler
Program Diklat
Diploma Il TNU
Semester 1 Reguler
Program Diklat
Diploma Il TNU
Semester 2 Reguler
Program Diklat
Diploma Il TNU
Semester 3 Reguler
Program Diklat
Diploma Il TNU
Semester 4 Reguler
Program Diklat
Diploma 1 TNU
Semester 5 Reguler
Program Diklat
Diploma " TNU
Semester 6 Reguler
Program Diklat
Diploma Il PLLU
Semester 1 Reguler
Program Diklat
Diploma Il PLLU

Semester 2 Reguler

Program Diklat
Diploma Il PLLU
Semester 3 Reguler

Program Diklat
Diploma 1l PLLU



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Penddikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
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424112.217

424112.218

424112.219

424112.220

424112.221

424112.222

424112.223

424112.224

424112.225

424112.226

424112.227

424112.228

Semester 4 Reguler

Program Diklat
Diploma Il PLLU
Semester 5 Reguler

Program Diklat
Diploma Il PLLU

Semester 6 Reguler
Program Diklat Non-
Diploma TPU
(Avionics) Fase 1
Program Diklat Non-
Diploma TPU
(Avionics) Fase 2
Program Diklat Non-
Diploma TPU
(Avionics) Fase 3
Program Diklat Non-
Diploma TPU
(Avionics) Fase 4

Program Diklat Non-

Diploma TPU
(Avionics) Fase 5

Program Diklat
Diploma Il TLB

Semester 1 Mandiri

Program Diklat
Diploma 1 TLB
Semester 2 Mandiri

Program Diklat
Diploma 1 TLB
Semester 3 Mandiri

Program Diklat
Diploma Il TLB

Semester 4 Mandiri

Diklat
TLB

Program

Diploma Il



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
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424112.229

424112.230

424112.231

424112.232

424112.233

424112.234

424112.235

424112.236

424112.237

424112.238

424112.239

424112.240

Semester 5 Mandiri

Program Diklat
Diploma Il TLB
Semester 6 Mandiri
Program Diklat
Diploma i TNU
Semester 1 Mandiri
Program Diklat
Diploma " TNU
Semester 2 Mandiri
Program Diklat
Diploma’ 1l TNU
Semester 3 Mandiri
Program Diklat
Diploma i TNU
Semester 4 Mandiri
Program Diklat
Diploma 1 TNU
Semester 5 Mandiri
Program Diklat
Diploma Il TNU
Semester 6 Mandiri
Program Diklat
Diploma |l PLLU
Semester 1 Mandiri
Program Diklat
Diploma Il PLLU

Semester 2 Mandiri

Program Diklat
Diploma Il PLLU
Semester 3 Mandiri

Program Diklat
Diploma Il PLLU

Semester 4 Mandiri
Diklat
PLLU

Program

Diploma 1l



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Penddikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
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424112.241

424112.242

424112.243

424112.244

424112.245

424112.246

424112.247

424112.248

424112.249

424112.250

Semester 5 Mandiri
Diklat
PLLU

Semester 6 Mandiri

Program

Diploma 1l

Program Diklat Non-

Diploma TPU
(Avionics) Fase 1
Mandiri

Program Diklat Non-

Diploma TPU
(Avionics) Fase 2
Mandiri

Program Diklat Non-

Diploma TPU
(Avionics)  Fase 3
Mandiri

Program Diklat Non-

Diploma TPU
(Avionics) Fase 4
Mandiri

Program Diklat Non-

Diploma TPU
(Avionics) Fase )
Mandiri

Program Diklat
Genset Acos
Diasramakan

Program Diklat
Genset Acos Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Airfield Lighting
Control System
Diasramakan

Program Diklat
Airfield Lighting



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-199-

424112.251

424112.252

424112.253

424112.254

424112.255

424112.256

424112.257

424112.258

424112.259

424112.260

Control System Tidak
Diasramakan

Program Diklat Rating
Constant Current
Regulator (CCR
Diasramakan

Program Diklat Rating
Constant Current
Regulator (CCR) Tidak
Diasramakan

Program Diklat Rating

dan

(TRD)

Transmisi
Distribusi
Diasramakan
Program Diklat Rating
dan
Distribusi (TRD) Tidak

Diasramakan

Transmisi

Program Diklat Rating
Traction Equipment
Diasramakan

Program Diklat Rating
Traction Equipment
Tidak Diasramakan
Program Diklat Rating
Air Conditioning
Diasramakan

Program Diklat Rating
Air Conditioning Tidak
Diasramakan

Program Diklat Rating
Supply and

Cell

Power
Solar
Diasramakan

Program Diklat Rating

Power Supply and



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelaj*anan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-200-

424112.261

424112.262

424112.263

424112.264

424112.265

424112.266

424112.267

424112.268

424112.269

Solar Caell Tidak
Diasramakan
Program Diklat Rating
Alat-Alat Besar (A2B)
Diasramakan
Program Diklat Rating
Alat-Alat Besar (A2B)
Tidak Diasramakan
Program Diklat Rating
Water Pumping
System Diasramakan
Program Diklat Rating
Water
System

Diasramakan

Pumping
Tidak

Program Diklat Rating
Programmable Logic
Controller (PLO)
Diasramakan

Program Diklat Rating
Programmable
Controller (PLC) Tidak

Diasramakan

Logic

Program Diklat Rating
Building Automation
and Fire Alarm
System (BAF) Tingkat
Ahli Diasramakan

Program Diklat Rating

Building Automation

and Fire Alarm
System (BAF) Tingkat
Ahli Tidak

Diasramakan
Program Diklat Rating
System

Information



424112

424112

424112

424112

424112

424112

-201-

Jasa 424112.270
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Jasa 424112.271

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Jasa 424112.272
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Jasa 424112.273
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Pendapatan Jasa 424112.274

Pelayanan Pendidikan

Jasa 424112.275
Pelayanan Penddikan

Pendapatan

Tingkat Ahli

Diasramkan

Program Diklat Rating

System
Tidak

Information

Tingkat Ahli
Diasramkan

Program Diklat Rating
Public Address
System,
Amenities and Chek-
(PBC)
Ahli

Building

in System
Tingkat

Diasramakan
Program Diklat Rating
Public Address
System,
Amenities and Chek-
in System (PBC)
Tingkat Ahli Tidak

Diasramakan

Building

Program Diklat Rating

Peralatan Pendeteksi

Pemeriksa Barang
(P3B) Tingkat
Terampil

Diasramakan
Program Diklat Rating

Peralatan Pendeteksi

Pemeriksa Barang
(P3B) Tingkat
Terampil Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Rating Peralatan

Pendeteksi Pemeriksa
Barang (P3B) Tingkat



424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-202-

424112.276

424112.277

424112.278

424112.279

424112.280

424112.281

Ahli Diasramakan

Diklat
Peralatan

Program
Rating

Pendeteksi Pemeriksa
Barang (P3B) Tingkat

Ahli Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Rating Peralatan

Pendeteksi Pemeriksa
(P30) Tingkat
Terampil

Orang

Diasramakan
Program Diklat
Rating Peralatan

Pendeteksi Pemeriksa

Orang (P30) Tingkat
Terampil Tidak
Diasramakan
Program Diklat
Rating Peralatan
Pemantau dan
Penunda Upaya
Kejahatan (P3UK)
Tingkat Terampil
Diasramakan
Program Diklat
Rating Peralatan
Pemantau dan
Penunda Upaya
Kejahatan (P3UK)
Tingkat Terampil
Tidak Diasramakan
Program Diklat
Rating Peralatan
Pemantau dan



424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-203 -

424112.282

424112.283

424112.284

424112.285

424112.286

424112.287

Penunda Upaya
Kejahatan (P3UK)
Tingkat Ahli
Diasramkan

Program Diklat
Rating Peralatan
Pemantau dan
Penunda Upaya
Kejahatan (P3UK)
Tingkat Ahli Tidak
Diasramkan

Program Diklat
Automatic Message
Switching Center
(AMSC) Tingkat
Terampil

Diasramakan

Program Diklat
Automatic Message
Switching Center
(AMSC) Tingkat
Terampil Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Automatic Message
Switching Center

(AMSC) Tingkat Ahli

Diasramakan

Program Diklat
Automatic Message
Switching Center

(AMSC) Tingkat Ahli
Tidak Diasramakan

Program Diklat Very
High Frequency Air to
Ground (VHG A/G)



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-204-

424112.288

424112.289

424112.290

424112.291

424112.292

424112.293

424112.294

Tingkat Terampil
Diasramakan

Program Diklat Very
High Frequency Air to
Ground (VHG A/G)
Tingkat
Tidak Diasramakan

Terampil

Program Diklat Very
High Frequency Air to
Ground (VHG A/G)
Tingkat Ahli
Diasramakan

Program Diklat Very
High Frequency Air to
Ground (VHG A/G)
Tingkat Ahli Tidak
Diasramakan

Program Diklat High
Frequency Single Side
Band (HF  SSB)
Tingkat Terampil
Diasramakan

Program Diklat High
Frequency Single Side
Band (HF  SSB)
Tingkat Terampil
Tidak Diasramakan
Program Diklat High
Frequency Single Side
Band (HF SSB)
Tingkat Ahli
Diasramakan
Program Diklat High
Frequency Single Side
Band (HF  SSB)
Tingkat Ahli Tidak



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-205-

424112.295

424112.296

424112.297

424112.298

424112.299

424112.300

424112.301

424112.302

Diasramakan

Program Diklat
Distance  Measuring
Equipment (DME)
Tingkat Terampil
Diasramakan

Program Diklat
Distance = Measuring
Equipment (DME)
Tingkat Terampil
Tidak Diasramakan
Program Diklat
Distance  Measuring
Equipment (DME)
Tingkat Ahli
Diasramakan

Program Diklat
Distance = Measuring
Equipment (DME)
Tingkat Ahli  Tidak

Diasramakan
Program Diklat Voice
Switching Tingkat
Terampil
Diasramakan
Program Diklat \oice
Switching Tingkat
Terampil Tidak
Diasramakan
Program Diklat \oice
Switching Tingkat
Ahli Diasramakan
Program Diklat Voice
Switching
Ahli

Diasramakan

Tingkat
Tidak



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-206-

424112.303

424112.304

424112.305

424112.306

424112.307

424112.308

424112.309

424112.310

Diklat
Automatic Dependent

Program

Surveilance Broadcast
(ADSB) Tingkat Ahli
Diasramakan

Diklat
Automatic Dependent

Program

Surveilance Broadcast
(ADSB) Tingkat Ahli
Tidak Diasramakan

Diklat
Landing
System (ILS) Tingkat
Terampil

Program

INnstrument

Diasramakan

Program Diklat
Instrument  Landing
System (ILS) Tingkat
Terampil Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Instrument  Landing

System (ILS) Tingkat
Ahli Diasramakan
Diklat
Landing
System (ILS) Tingkat
Ahli
TidakDiasramakan
Diklat
Monopulse Switching

Program

Instrument

Program

Radar
(MSSR) Tingkat Ahli
Diasramakan

Surveilance

Program Diklat

Monopulse Switching



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-207-

424112.311

424112.312

424112.313

424112.314

424112.315

424112.316

424112.317

424112.318

Radar
(MSSR) Tingkat Ahli
Tidak Diasramakan

Surueilance

Program Diklat Dopler

Very Omni Range
(DVOR) Tingkat
Terampil

Diasramakan

Program Diklat Dopler

Very Omni Range
(DVOR) Tingkat
Terampil Tidak

Diasramakan
Program Diklat Dopler
Very Omni Range
(DVOR) Tingkat Ahli
Diasramakan
Program Diklat Dopler
Very Omni Range
(DVOR) Tingkat Ahli
Tidak Diasramakan
Program Diklat Air
Traffic Controller On
The Job

INnstructor

Training

Diasramakan
Program Diklat Air
Traffic Controller On
The Job

INnstructor

Training
Tidak

Diasramakan

Program Diklat Air
Traffic Controller
Checker Diasramakan
Program Diklat Air

Traffic Controller



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-208-

424112.319

424112.320

424112.321

424112.322

424112.323

424112.324

424112.325

424112.326

Checker Tidak
Diasramakan

Program Diklat Air
Traffic Controller
Supervisor
Diasramakan

Program Diklat Air
Traffic Controller
Supervisor Tidak

Diasramakan

Program Diklat
Approach Control
Surveillance
Diasramakan

Program Diklat
Approach Control
Surveillance Tidak

Diasramakan

Program Diklat ICAO
English Language
Proficiency Course
Diasramakan
Program Diklat ICAO
English Language
Proficiency Course
Tidak Diasramakan
Program Diklat ICAO
English Language
Proficiency
Assessment
Diasramakan

Program Diklat ICAO

English Language
Proficiency
Assessment Tidak

Diasramakan



424112

424112

424112

424112

424112

209-

Jasa 424112.327
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Jasa 424112.328

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Jasa 424112.329

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Jasa 424112.330
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Jasa 424112.331
Pelayanan Pendidikan

Pendapatan

Program Diklat Basic
Pertolongan
Kecelakaan
Penerbangan
Pemadam Kebakaran
(PKP-PK)
Diasramakan
Program Diklat Basic
Pertolongan
Kecelakaan
Penerbangan

Pemadam Kebakaran

(PKP-PK) Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Junior Pertolongan
Kecelakaan
Penerbangan

Pemadam Kebakaran
(PKP-PK)

Diasramakan

Program Diklat
Junior Pertolongan
Kecelakaan
Penerbangan

Pemadam Kebakaran

(PKP-PK) Tidak
Diasramakan
Programa Diklat
Senior Pertolongan
Kecelakaan
Penerbangan

Pemadam Kebakaran
(PKP-PK)

Diasramakan



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan

-210-

424112.332

424112.333

424112.334

424112.335

424112.336

424112.337

424112.338

424112.339

424112.340

Programa Diklat
Senior Pertolongan
Kecelakaan
Penerbangan

Pemadam Kebakaran
(PKP-PK) Tidak
Diasramakan

Program Diklat Basic
Aviation
(AVSEC)

Diasramakan

Security

Program Diklat Basic
Security
Tidak

Aviation
(AVSEQ)
Diasramakan
Program Diklat Junior
Aviation
(AVSEQ)

Diasramakan

Security

Program Diklat Junior
Aviation

(AVSECQ)

Security
Tidak

Diasramakan

Program Diklat Senior

Aviation

(AVSEQ)

Diasramakan

Security

Program Diklat Senior

Aviation Security
(AVSEC) Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Aerodrome Control
Tower Diasramakan
Program Diklat
Aerodrome Control



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-211-

424112.341

424112.342

424112.343

424112.344

424112.345

424112.346

424112.347

Tower Tidak
Diasramakan
Program Diklat

Refresher Aerodrome
Controller

Diasramakan

Program Diklat
Refresher Aerodrome
Controller Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Refresher for

Approach and Area
Control
Controller

Procedural

Diasramakan

Diklat

Refresher for

Program

Approach and Area
Control Procedural
Controller Tidak
Diasramakan
Program Diklat
Refresher for
Approach and Area
Control

Controller

Surveillance

Diasramakan
Program Diklat
Refresher for
Approach and Area
Control  Surveillance
Controller Tidak
Diasramakan

Program Diklat ICAO

Safety Management



424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

424112

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa
Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan
Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

-212 -

424112.348

424112.349

424112.350

424112.351

424112.352

424112.353

424112.354

424112.355

424112.356

424112.357

424112.358

System Diasramakan

Program Diklat ICAO
Safety Management

System Tidak
Diasramakan
Program Diklat

Dangerous Good Type
A Diasramakan

Diklat
Dangerous Good Type

Program

A Tidak Diasramakan

Diklat
Dangerous Good Type

Program

B Diasramakan
Diklat
Dangerous Good Type

Program

B Tidak Diasramakan

Program Diklat
Marshaller
diasramakan

Program Diklat
Marshaller tidak

diasramakan
Program Diklat Senior
Air  Traffic Control
Diasramakan
Program Diklat Senior
Air Traffic Control

Tidak Diasramakan

Program Diklat
Performance Based
Navigation (PBN)
Diasramakan

Program Diklat
Performance Based
Navigation (PBN)



424112

424112

424112

424112

424112

424112

4242

42421

424211

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa

Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Hibah

Badan Layanan Umum

Pendapatan Hibah
Terikat - Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri*

Perorangan - Uang

-213 -

424112.359

424112.360

424112.361

424112.362

424112.363

424112.364

4242,000

42421,000

424211,001

Tidak Diasramakan

Program Diklat
Refresher Basic
Aviation Security
(AVSEC)

Diasramakan

Program Diklat
Refresher Basic
Aviation Security
(AVSEC) Tidak
Diasramakan

Program Diklat
Refresher Junior
Aviation Security
(AVSEC) diasramakan
Program Diklat
Refresher Junior
Aviation Security
(AVSEC) tidak
diasramakan

Program Diklat
Refresher Senior
Aviation Security
(AVSEC) Diasramakan
Program Diklat
Refresher Senior
Aviation Security
(AVSEC) Tidak

Diasramakan

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah
Terikat - Uang
Pendapatan Hibah

Terikat Dalam Negeri-

Perorangan - Uang



424212

424213

424214

424215

424216

424219

42422

424221

424222

424223

424224

Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-
Lembaga/Badan Usaha

- Uang
Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-

Pemda - Uang

Pendapatan
Terikat

Hibah
Luar  Negeri-

Perorangan - Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Luar  Negeri-
Lembaga/Badan Usaha
- Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Luar  Negeri-
Negara - Uang
Pendapatan Hibah

Terikat Lainnya - Uang
Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Uang

Pendapatan Hibah Tidak
Terikat Dalam Negeri-

Perorangan - Uang

Pendapatan Hibah Tidak
Terikat Dalam Negeri-
Lembaga/Badan Usaha

- Uang

Pendapatan Hibah Tidak
Terikat Dalam Negeri-
Pemda - Uang

Pendapatan Hibah Tidak
Terikat

Luar  Negeri-

-214-

424212,001

424213,001

424214,001

424215,001

424216,001

424219,001

42422,000

424221,001

424222,001

424223,001

424224,001

Hibah
Terikat Dalam Negeri-
Lembaga/ Badan
Usaha - Uang

Pendapatan

Hibah

Terikat Dalam Negeri-

Pendapatan

Pemda - Uang

Hibah
Terikat Luar Negeri-

Pendapatan

Perorangan - Uang
Hibah
Terikat Luar Negeri-
Lembaga/ Badan

Pendapatan

Usaha - Uang

Hibah
Terikat Luar Negeri-

Pendapatan

Negara - Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Lainnya
Uang

Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Uang
Pendapatan Hibah

Tidak Terikat Dalam
Negeri-Perorangan
Uang

Hibah
Tidak Terikat Dalam

Pendapatan

Negeri-
Lembaga/Badan
Usaha - Uang

Hibah
Tidak Terikat Dalam

Pendapatan

Negeri-Pemda - Uang
Hibah

Luar

Pendapatan
Tidak Terikat



424225

424226

424229

42423

424231

424232

424233

424234

424235

424236

Perorangan - Uang

Pendapatan Hibah Tidak
Terikat Negeri-
Lembaga/Badan Usaha
- Uang

Luar

Pendapatan Hibah Tidak

Terikat Luar  Negeri-
Negara - Uang
Pendapatan Hibah Tidak

Terikat - Lainnya - Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-
Perorangan-

Barang/ Jasa
Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-

Lembaga/Badan Usaha

- Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-

Pemda - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah
Terikat Luar  Negeri-
Perorangan

Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Terikat Luar  Negeri-

Lembaga/Badan Usaha

- Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Terikat Luar  Negeri-

-215-

424225,001

424226,001

424229,001

42423,000

424231,001

424232,001

424233,001

424234,001

424235,001

424236,001

Negeri-Perorangan
Uang
Hibah

Luar

Pendapatan
Tidak Terikat
Negeri-
Lembaga/Badan
Usaha - Uang
Hibah

Luar

Pendapatan
Tidak Terikat
Negeri-Negara - Uang
Hibah
Terikat

Pendapatan
Tidak
Lainnya - Uang
Pendapatan Hibah
Terikat Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-
Perorangan-

Barang/ Jasa

Hibah
Terikat Dalam Negeri-

Lembaga/ Badan

Pendapatan

Usaha - Barang/Jasa
Hibah

Terikat Dalam Negeri-

Pendapatan

Pemda - Barang/Jasa
Hibah

Terikat Luar Negeri-

Pendapatan

Perorangan
Barang/Jasa
Hibah

Terikat Luar Negeri-

Pendapatan

Lembaga/Badan
Usaha - Barang/Jasa
Hibah

Terikat Luar Negeri-

Pendapatan



424239

42424

424241

424242

424243

424244

424245

424246

Negara - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah
Terikat Lainnya
Barang/Jasa
Pendapatan Hibah

Tidak Terikat - Barang
/ Jasa

Pendapatan Hibah Tidak
Terikat Dalam Negeri-
Perorangan
Barang/Jasa
Pendapatan Hibah Tidak
Terikat Dalam Negeri-
Lembaga/Badan Usaha

- Barang/ Jasa

Pendapatan Hibah Tidak
Terikat Pendapatan
Hibah Tidak Terikat
Dalam Negeri-Pemda -

Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Tidak

Terikat Luar  Negeri-
Perorangan
Barang/Jasa
Pendapatan Hibah Tidak
Terikat Luar  Negeri-
Lembaga/Badan Usaha

- Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Tidak

Terikat Luar  Negeri-

Negara - Barang/Jasa
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424239,001

42424,000

424241,001

424242,001

424243,001

424244,001

424245,001

424246,001

Negara - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah
Terikat Lainnya
Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Tidak Terikat
Barang/Jasa
Pendapatan Hibah

Tidak Terikat Dalam
Negeri-Perorangan
Barang/Jasa

Hibah
Tidak Terikat Dalam
Negeri-

Pendapatan

Lembaga/Badan
Usaha - Barang/Jasa
Hibah
Terikat
Hibah
Tidak Terikat Dalam

Negeri-Pemda

Pendapatan
Tidak

Pendapatan

Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Luar

Negeri-Perorangan

Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Luar
Negeri-

Lembaga/ Badan
Usaha - Barang/Jasa
Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Luar

Negeri-Negara

Barang/Jasa



424249

4243

424311

424312

424313

424312

424313

4244

424411
4249

424911

424919

4249

4249

Pendapatan Hibah Tidak
Terikat -
Tidak

Barang/ Jasa

Lainnya -
Terikat

Pendapatan Hasil Kerja
Sama BLU
Pendapatan Hasil

Kerjasama Perorangan

Pendapatan Hasil Kerja

Sama Lembaga / Badan

Usaha
Pendapatan Hasil Kerja
Sama Pemerintah
Daerah
Pendapatan Hasil Kerja

Sama Lembaga / Badan

Usaha

Pendapatan Hasil Kerja
Sama Pemerintah
Daerah

Pendapatan dari
Alokasi APBN
Pendapatan APBN
Pendapatan BLU
Lainnya
Pendapatan Jasa

Layanan Perbankan BLU

Pendapatan Lain-Lain
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya

Pendapatan BLU
Lainnya

-217-

424249,001

4243.000

424311.001

424312.001

424313.001

424312.001

424313,001

4244.000

424411.001
4249.000

424911.001

424919.001

4249.000

4249.000

Pendapatan Hibah
Tidak Terikat
Lainnya

Barang/Jasa
Pendapatan Hasil
Kerjasama dengan
Pihak Lain
Pendapatan Hasil
Kerjasama
Perorangan
Pendapatan Hasil

Kerja Sama Lembaga
/ Badan Usaha
Pendapatan Hasil
Kerja Sama
Pemerintah Daerah

Pendapatan Hasil
Kerja Sama Lembaga
/ Badan Usaha
Pendapatan Hasil
Kerja Sama
Pemerintah Daerah

Pendapatan APBN

Pendapatan APBN
Pendapatan Jasa
Lembaga Keuangan
Pendapatan Jasa

Lembaga Keuangan

Pendapatan Lain-
Lain BLU
Pendapatan Kerja

Sama BLU Lainnya
Pendapatan BLU

Lainnya



42491

424919

424919

424933

424934

424939

424921

424922

424923

424924

424925

4251

Pendapatan BLU
Lainnya

Pendapatan Lain-lain
BLU

Pendapatan Lain-lain
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Penjualan

Peralatan dan Mesin -
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Penjualan

Aset Tetap Lainnya BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Penjualan
BMN Lainnya BLU
Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Tanah

Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Gedung

Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Ruangan

Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa

Peralatan dan Mesin
Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa Aset
Tetap Lainnya
Pendapatan Dari
Penjualan, Pengelolaan
BMN, dan luran Badan

Usaha

-218-

42491.000

424919.001

424919.002

424933.001

424934.001

424939.001

424921.001

424922.001

424923.001

424924.001

424925.001

4251.000

Keuntungan

Luar Biasa

Pos

Pendapatan Lain-lain

BLU
Hadiah

Keuntungan
Pelepasan

Tetap

Keuntungan
Pelepasan
Tetap
Keuntungan
Pelepasan
Tetap

Pendapatan

Lainnya dari

Tanah

Pendapatan

Lainnya dari

Gedung

Pendapatan

Lainnya dari

Ruangan

Pendapatan

Lainnya dari

Aktiva

Aktiva

Aktiva

BLU

Sewa

BLU

Sewa

BLU

Sewa

BLU

Sewa

Peralatan dan Mesin

Pendapatan

Lainnya dari

BLU

Sewa

Aset Tetap Lainnya

Pendapatan
Penjualan,

Pengelolaan
dan luran

Usaha

Dari

BMN,
Badan



42512

425121

425122

425129

4257

425791

425792

4258

425811

4259

Pendapatan dari

Pemindahtanganan

BMN

Pendapatan dari

Penjualan

Gedung, dan Bangunan

Pendapatan dari

Penjualan Peralatan dan

Mesin

Pendapatan dari

Pemindahtanganan BMN

Lainnya

Pendapatan Bunga,

Pengelolaan Rekening

Perbankan, dan

Pengelolaan

Pendapatan
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara

Terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara Atau

Pejabat Lain

Pendapatan
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara
Terhadap Bendahara

Pendapatan Denda

Pendapatan Denda
Keterlambatan
Penyelesaian
Pemerintah

Pendapatan Lain-lain

Tanah,

Pekerjaan
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42512

425121.001

425122.001

425129.001

4257.000

425791.001

425792.001

4258.000

425811.001

4259.000

Keuntungan

penjualan aset tetap

Pendapatan dari
Penjualan Tanah,
Gedung, dan
Bangunan

Pendapatan dari
Penjualan Peralatan
dan Mesin

Pendapatan dari

Pemindahtanganan
BMN Lainnya
Pendapatan Bunga,
Pengelolaan
Rekening
Perbankan, dan
Pengelolaan
Pendapatan
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara
Terhadap Pegawali
Negeri Bukan
Bendahara Atau
Pejabat Lain
Pendapatan
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara

Terhadap Bendahara

Pendapatan Lain-
lainnya
Pendapatan Denda

Keterlambatan
Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah

Pendapatan Lain-



425911

425912

425913

425914

425918

425999

51
511

511111

511119

511121

511122

511123

Penerimaan Kembali
Belanja Pegawai Tahun
Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali
Belanja Barang Tahun

Anggaran Yang lalu

Penerimaan Kembali

Belanja Modal Tahun
Anggaran Yang lalu
Penerimaan Kembali
Belanja Kewajiban
Tahun Anggaran Yang
lalu
Penerimaan Kembali
Belanja Lain-lain Tahun
Anggaran Yang Lalu
Pendapatan Anggaran
Lain-lain

Beban Negara

Beban Pegawai

Beban Gaji dan
Tunjangan

Beban Gaji Pokok PNS

Beban Pembulatan Gaji
PNS

Beban Tunj. Suami/Istri
PNS

Beban Tunj. Anak PNS

Beban Tunj.
PNS

Struktural

-220-

425911.001

425912.001

425913.001

425914.001

425918.001

425999.001

5.000

51.000
511.000

511111.001

511119.001

511121.001

511122.001

511123.001

lain

Penerimaan Kembali
Belanja Pegawai
Tahun Anggaran
Yang Lalu
Penerimaan Kembali
Belanja Barang
Tahun Anggaran
Yang lalu

Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun

Anggaran Yang lalu

Penerimaan Kembali
Belanja Kewajiban
Tahun Anggaran
Yang lalu

Penerimaan Kembali

Belanja Lain-lain
Tahun Anggaran
Yang Lalu

Pendapatan Anggaran
Lain-lain

BIAYA

Biaya Layanan

Biaya Pegawai

Beban Gaji Pokok
PNS

Beban Pembulatan
Gaji PNS

Beban Tunj.
Suami/Istri PNS
Beban Tunj. Anak
PNS

Beban Tunj.

Struktural PNS



511124

511125
511126

511129

511134

511135

511147

511151

511153

512211

512411

512412

52

521

521111

521113

521115

Operasional

Beban Tunj. Fungsional

PNS
Beban Tunj. PPh PNS
Beban Tunj. Beras PNS

Beban Uang Makan PNS

Beban
Kompensasi Kerja PNS

Beban Tunj.

Terpencil /Sangat
Terpencil PNS

Beban Tun;.

Termasuk Uang Duka
PNS Dalam dan Luar

Negeri

Beban Tunjangan
Umum PNS

Beban Tunjangan

Profesi Dosen

Beban Uang Lembur
Beban
(Tunjangan Khusus/
Kegiatan)

Beban Pegawai Transito

Beban Barang dan jasa
Beban Barang

Beban Keperluan
Perkantoran

Beban Penambah Daya
Tahan Tubuh

Beban Honor

Kerja

Tunj.

Daerah

Lain-lain

Pegawai

Satuan
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511124.001

511125.001
511126.001

511129.001

511134.001

511135.001

511147.001

511151.001

511153.001

512211.001

512411.001

512412.001

52.000

521.000

521111.001

521113.001

521115.001

Beban Tunj.
Fungsional PNS
Beban Tunj. PPh PNS
Beban
PNS
Beban Uang Makan

PNS

Tunj. Beras

Beban Tunj.
Kompensasi Kerja
PNS

Beban Tunj. Daerah

Terpencil /Sangat
Terpencil PNS

Beban Tunj. Lain-lain
Termasuk Uang Duka
PNS Dalam dan Luar

Negeri

Beban Tunjangan
Umum PNS

Beban Tunjangan

Profesi Dosen

Beban Uang Lembur
Beban Pegawai
(Tunjangan Khusus/
Kegiatan)

Beban Pegawali
Transito

Biaya bahan

Biaya bahan

Beban Keperluan
Perkantoran

Beban Penambah
Daya Tahan Tubuh
Beban Honor
Operasional Satuan

Kerja



521119

521211
521213

521219

5218

521811

521813

521821

521832

522

5221

522111

522112

522113
522131

522141

522151
522151

522191

Beban Barang
Operasional Lainnya

Beban Bahan

Beban Honor Output
Kegiatan
Belanja Barang Non

Operasional Lainnya
Belanja Barang
Persediaan

Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi

Belanja Barang
Persediaan Pita Cukai,
Meterai dan Leges

Belanja Barang

Persediaan bahan baku

Belanja Barang
Persediaan Lainnya
Beban Jasa

Beban Jasa

Beban Langganan
Listrik

Beban Langganan
Telepon

Beban Langganan Air

Beban Jasa Konsultan
Beban Sewa

Beban Jasa Profesi

Beban Jasa Profesi

Beban Jasa Lainnya
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521119.001

521211.001
521213.001

521219.001

5218.000

521811.001

521813.001

521821.001

521832.001

522.000

5221.000

522111.001

522112.001

522113.001
522131.001

522141.001

522151.001
522151.001

522191.001

Beban Barang
Operasional Lainnya
Beban Bahan

Beban Honor Output
Kegiatan

Belanja Barang Non
Operasional Lainnya

Biaya Persediaan

Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi

Belanja Barang
Persediaan Pita

Cukai, Meterai dan
Leges

Belanja Barang
Persediaan bahan
baku

Belanja Barang
Persediaan Lainnya
Biaya Daya dan Jasa

Biaya Daya dan Jasa

Beban Langganan
Listrik

Beban Langganan
Telepon

Beban Langganan Air
Beban Jasa
Konsultan

Beban Sewa

Beban Jasa Profesi
Beban Honor
Narasumber/Dosen
Terbang/ Expert

Beban Sewa Jaringan



522191

522191

523

5231
523111

523119

523121

523129

523131

523132

523133

523199

524

5241

524111

524113

524114

Beban Jasa Lainnya

Beban Jasa Lainnya

Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
Lainnya
Beban Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Beban Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Beban Pemeliharaan
Irigasi

Beban Pemeliharaan
Jaringan

Beban Pemeliharaan
Lainnya

Belanja Perjalanan
Dinas

Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Negeri

Beban Perjalanan Biasa

Beban Perjalanan Dinas
Dalam Kota
Beban Perjalanan Dinas

Paket Meeting Dalam
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522191.002

522191.003

523
5231.000
523111.001

523119.001

523121.001

523129.001

523131.001

523132.001

523133.001

523199.001

524

5241.000

524111.001

524113.001

524114.001

Internet
Beban Langganan
Koran dan Majalah
Beban Langganan TV
Kabel

Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan

Beban Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan Lainnya
Beban Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Beban Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Beban Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Beban Pemeliharaan
Irigasi

Beban Pemeliharaan

Jaringan

Beban Pemeliharaan
Lainnya

Biaya Perjalanan
Dinas

Biaya Perjalanan
Dinas

Beban Perjalanan
Biasa

Beban Perjalanan

Dinas Dalam Kota
Beban Perjalanan

Dinas Paket Meeting



5242

524211

524219

525

5251

525111

525112

525112

525112

525112

525112

525112

525112
525112
525112
525112
525113
525113

525113

Kota
Belanja Perjalanan

Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan
Dinas Biasa - Luar
Negeri

Beban Perjalanan

Lainnya - Luar Negeri
Beban Badan Layanan
Umum

Beban Barang BLU

Belanja Gaji dan
Tunjangan - BLU

Belanja Barang - BLU

Belanja Barang - BLU

Belanja Barang - BLU

Belanja Barang - BLU

Belanja Barang - BLU

Belanja Barang - BLU

Belanja Barang - BLU
Belanja Barang - BLU
Belanja Barang - BLU
Belanja Barang - BLU
Belanja Jasa - BLU
Belanja Jasa - BLU

Belanja Jasa - BLU
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5242

524211.001

524219.001

525.000

5251.000

525111.001

525112.001

525112.002

525112.003

525112.004

525112.005

525112.006

525112.007
525112.008
525112.009
525112.010
525113.001
525113.002

525113.003

Dalam Kota
Belanja  Perjalanan

Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan
Dinas Biasa - Luar
Negeri

Beban Perjalanan

Lainnya - Luar Negeri
Beban Badan

Layanan Umum

Biaya Peningkatan
SDM
Belanja Gaji dan

Tunjangan - BLU
Pemakaian Bahan
Kebutuhan
Operasional
Pemakaian Bahan
Praktek

Pengandaan
Modul/Bahan Ajar
Pemakaian ATK
Perkantoran
Pemakaian Bahan
Operasional
Pemakaian Bahan
Operasional Lainnya
Percetakan
Penggandaan

Jasa Pos

Biaya Bahan Lainnya
Honor Mengajar
Honor Penyusun
/Pembuatan Naskah
Ujian

Honor Pemeriksa



525113

525113

525113

525113

525113

525113
525113

525113
525113
525113

525113

525113

525113

525113

525113

525113
525113

525113
525113

525113

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -
Belanja Jasa -
Belanja Jasa -
Belanja Jasa -
Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

Belanja Jasa -

BLU

BLU

BLU

BLU

BLU

BLU
BLU

BLU

BLU

BLU

BLU

BLU

BLU

BLU

BLU

Belanja Jasa - BLU

Beban Jasa

Beban Jasa

Beban Jasa

Beban Jasa
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525113.004

525113.005

525113.006

525113.007

525113.008

525113.009
525113.010

525113.011
525113.012
525113.013

525113.014

525113.015

525113.016

525113.017

525113.018

525113.019
525113.020

525113.021
525113.022

525113.023

Hasil Ujian
Honor Pengawas
Ujian

Honor

Narasumber /Dosen
Terbang/Expert
Honor Tenaga Ahli
Honor Instruktur
Teoari

Honor Instruktur
Praktek

Honor Penguji Rating
Honor Penguiji
Kesehatan

Honor Directive Staf
Honor Supervisi OJT
Honor Pelatih
Drumband

Honor Pembina
Taruna

Honor
Ekstrakurikuler
Honor Pembimbing
Proposal TA

Honor Penguiji
Seminar TA

Honor Kegiatan
Mabintal

Honor Lain-lain

Listrik

Air

Beban Langganan
Daya dan Jasa
Lainnya

Telepon



525113
525113

525

5251

525113
525113

525113

5251

525113

525113
525113

525113

525114

525114

525114

525114

525114

525114

525114

525114

Beban Jasa

Beban Jasa

Beban Badan Layanan

Umum

Beban Barang BLU

Beban Jasa

Beban Jasa

Beban Jasa

Beban Barang BLU

Beban Jasa

Beban Jasa

Beban Jasa

Beban Jasa

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan
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525113.024
525113.025

525.000

5251.000

525113.026
525113.027

525113.028

5251.000

525113.029

525113.030
525113.031

525113.032

525114.001

525114.002

525114.003

525114.004

525114.005

525114.006

525114.007

525114.008

Internet

Biaya Daya dan Jasa
Lainnya

Beban Badan
Layanan Umum
Biaya
SDM
Pelatihan SDM
Pelatihan
Pendidikan SDM
Biaya
SDM Lainnya

Peningkatan

Jenjang

Peningkatan

Biaya Promosi
Media cetak

Media elektronik
Pengabdian  Kepada
Masyarakat

Media lainnya

Pemeliharaan Gedung
Pendidikan

Pemeliharaan Asrama

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Diklat

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Pemeliharaan
Peralatan Dan Mesin
Pemeliharaan Gedung
Perkantoran
Pemeliharaan
Inventaris
Perkantoran

Biaya pemeliharaan



525115

526

5261

526112

526311

501

591111

591211

591311

591312

591313

591411

592

Beban Perjalanan

Beban Barang untuk

diserahkan kepada
masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk
diserahkan kepada
masyarakat/Pemda

Dan
Untuk

kepada

Beban Peralatan
Mesin

Diserahkan
Masyarakat/ Pemda

Beban Barang
LainnyaUntuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
Beban Penyusutan Aset
Tetap

Beban Penyusutan

Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan
Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan

Jalan dan Jembatan

Beban Penyusutan
Irigasi

Beban Penyusutan
Jaringan

Beban Penyusutan Aset
Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset
LainnyaZAmortisasi

Aset Lainnya
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525115.001

526.000

5261.000

526112.001

526311.001

591.000

591111.001

591211.001

591311.001

591312.001

591313.001

591411.001

592.000

Lainnya

Belanja Perjalanan -
BLU

Biaya Lain-lain

Biaya Lain-lain

Beban Peralatan Dan
Untuk
kepada

Mesin
Diserahkan
Masyarakat/ Pemda
Beban Barang
LainnyaUntuk
Diserahkan  Kepada
Masyarakat/ Pemda
Beban Penyusutan
Aset Tetap

Beban Penyusutan

Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan
Gedung dan
Bangunan

Beban Penyusutan

Jalan dan Jembatan

Beban Penyusutan
Irigasi

Beban Penyusutan
Jaringan

Beban Penyusutan

Aset Tetap Lainnya
Beban

Aset

Penyusutan

LainnyaZAmortisasi



592112

592113

592114

592115

592116

592117

592118

592221

594

5942

594211

594212

Beban Amortisasi Hak
Cipta

Beban Amortisasi
Royalti

Beban Amortisasi Paten

Beban Amortisasi
Software

Beban Amortisasi
Lisensi

Aset
Tak Berwujud Lainnya

Beban Amortisasi

Aset

yang
tidak digunakan dalam

Beban Amortisasi

Tak Berwujud

Operasional
Pemerintahan

Beban Penyusutan Aset
Lain- lain
Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
- Piutang Bukan Pajak
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -
Piutang PNBP
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -

Piutang Lainnya

-228-

592112.001

592113.001

592114.001

592115.001

592116.001

592117.001

592118.001

592221.001

594.000

5942.000

594211.001

594212.001

Aset Lainnya

Beban Amortisasi
Hak Cipta

Beban Amortisasi
Royalti

Beban Amortisasi
Paten

Beban Amortisasi
Software

Beban Amortisasi
Lisensi

Beban Amortisasi
Aset Tak Berwujud
Lainnya

Beban Amortisasi

Aset Tak Berwujud
yang tidak digunakan
dalam Operasional
Pemerintahan

Beban Penyusutan

Aset Lain- lain

Biaya Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Bukan Pajak

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
PNBP

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang

Lainnya



5944

594411

5946

594612

594619

594641

5947

Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
- Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -
Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
- Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -
Piutang BLU Pelayanan

Pendidikan Pendidikan

Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -

Piutang BLU Penyedia

Barang dan Jasa
Lainnya
Beban Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih -

Piutang Kegiatan
Operasional Lainnya
BLU

Beban Penyisihan
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5944.000

594411.001

5946.000

594612.001

594619.001

594641.001

5947.000

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan /

Tuntutan Ganti Rugi

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
dari Kegiatan

Operasional BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
BLU Pelayanan
Pendidikan

Pendidikan

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagin - Piutang

BLU Penyedia Barang

dan Jasa Lainnya

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Kegiatan Operasional
Lainnya BLU

Beban Penyisihan



594712

594713

594714

594719

594791

5949

594911

Piutang Tidak Tertagih
- Piutang Kegiatan Non
Operasional BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -
Piutang Sewa Gedung
BLU
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -
Piutang Sewa Ruangan
BLU
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -
Piutang Sewa Peralatan
dan Mesin BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -
Piutang Sewa Lainnya
BLU
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih -

Piutang dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya BLU

Beban Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih

Jangka Panjang

Beban
Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan

Jangka Panjang
Tagihan Penjualan
Angsuran

594712.001

594713.001

594714.001

594719.001

594791.001

5949.000

594911.001

Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Kegiatan Non

Operasional BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang

Sewa Gedung BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Sewa Ruangan BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang

Sewa Peralatan dan
Mesin BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagin - Piutang
Sewa Lainnya BLU
Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagin - Piutang
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Jangka
Panjang

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Jangka
Panjang - Tagihan

Penjualan Angsuran



594931

594991

596111

596111

596111

596111

596111

5961

59611

596111

596111

596111

596121

Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
Jangka Panjang -
Tunjangan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
Jangka Panjang -
Piutang Jangka Panjang

Lainnya

Kerugian Pelepasan Aset

Kerugian Pelepasan Aset

Kerugian Pelepasan Aset

Kerugian Pelepasan Aset

Kerugian Pelepasan Aset

Beban Pelepasan Aset

Kerugian Pelepasan
Aset
Beban Kerugian

Pelepasan Aset

Beban Kerugian

Pelepasan Aset

Beban Kerugian

Pelepasan Aset

Kerugian Persediaan

Rusak/Usang
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594931.001

594991.001

596111.001

596111.002

596111.003

596111.004

596111.005

5061

59611.000

596111.006

596111.007

596111.008

596121.001

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Jangka

Panjang - Tunjangan
Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti Rugi

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Jangka
Panjang - Piutang
Jangka Panjang
Lainnya

Kerugian penjualan
Tanah

Kerugian penjualan

peralatan dan mesin

Kerugian penjualan

peralatan kantor

Kerugian penjualan
kendaraan
Kerugian  penjualan

aset tetap lainnya

Kerugian Luar Biasa

Kerugian Luar Biasa

Kerugian  Pelepasan

Aktiva Tetap

Kerugian Aset Akibat
Bencana

Kerugian Luar Biasa

Lainnya
Kerugian Persediaan

Rusak/Usang



5965

59651

596511

Penyetoran PNBP oleh
BLU ke Kas Negara

Penyetoran PNBP oleh
BLU ke Kas Negara

Penyetoran PNBP oleh
BLU ke Kas Negara

AKUN ELIMINASI PENDAPATAN

424421

424422

Pendapatan dari
Pelayanan BLU yang
bersumber

dari Entitas Pemerintah

Pusat dalam.. Satu
Kementerian
Negara/Lembaga
Pendapatan dari
Pelayanan BLU yang
Bersumber

dari Entitas Pemerintah

Pusat di luar
Kementerian
Negara/Lembaga yang
membawahi BLU

AKUN ELIMINASI BELANJA

521121 Belanja Barang
Operasional kepada BLU
dalam
Satu Kementerian
Negara/ Lembaga

521221 Belanja Barang Non

Operasional kepada BLU
dalam Satu Kementerian

Negara/Lembaga
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5965.000

59651.000

596511.001

424421.001

424422

521121

521221

Penyetoran
(Penarikan) Ke Kas
Negara
Penyetoran
(Penarikan) Ke Kas
Negara

Penyetoran PNBP oleh

BLU ke Kas Negara

Pendapatan dari

Pelayanan BLU yang

bersumber

dari Entitas
Pemerintah Pusat
dalam Satu
Kementerian

Negara/ Lembaga
Pendapatan dari

Pelayanan BLU yang
Bersumber
dari Entitas

Pemerintah Pusat di

luar Kementerian
Negara/Lembaga
yang membawahi
BLU

Belanja Barang
Operasional kepada
BLU dalam
Satu Kementerian
Negara/ Lembaga
Belanja Barang Non
Operasional kepada
BLU

dalam Satu



522161

525141

525143

521122

521222

522162

525142

525144

Belanja Jasa kepada
BLU dalam Satu
Kementerian
Negara/Lembaga
Barang BLU
kepada BLU Lain dalam

Satu

Belanja

Kementerian
Negara/Lembaga

Jasa BLU
kepada BLU Lain dalam
Satu

Belanja

Kementerian

Negara/Lembaga
Belanja Barang
Operasional Kepada

BLU yang berada dalam
Kementerian
Negara/Lembaga lain
Belanja Barang Non
Operasional Kepada
BLU yang berada dalam
Kementerian
Negara/Lembaga lain
Belanja Jasa Kepada
BLU yang berada dalam
Kementerian
Negara/Lembaga lain
Belanja Barang BLU
Kepada BLU Lain yang
berada dalam
Kementerian
Negara/Lembaga Lain

Belanja Jasa BLU
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522161

525141

525143

521122

521222

522162

525142

525144

Kementerian
Negara/Lembaga
Belanja Jasa kepada
BLU dalam  Satu
Kementerian
Negara/ Lembaga
Belanja Barang BLU
kepada. BLU Lain
dalam Satu

Kementerian

Negara/Lembaga

Belanja Jasa BLU
kepada BLU Lain
dalam Satu

Kementerian

Negara/Lembaga
Belanja Barang
Operasional Kepada
BLU vyang berada
dalam  Kementerian
Negara/Lembaga lain

Belanja Barang Non

Operasional Kepada
BLU vyang Dberada
dalam Kementerian

Negara/Lembaga lain
Belanja Jasa Kepada
BLU vyang berada
dalam  Kementerian
Negara/Lembaga lain
Belanja Barang BLU
Kepada BLU Lain
yang berada dalam
Kementerian

Negara/Lembaga Lain

Belanja Jasa BLU



Kepada BLU Lain yang
berada dalam
Kementerian

Negara/Lembaga Lain

Kepada BLU Lain
yang berada dalam
Kementerian

Negara/Lembaga Lain
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E. JURNAL STANDAR

1 Jurnal Standar Transaksi Pendapatan
a. Jurnal Standar Mencatat Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja
DIPA RM

1) Jurnal Standar Realisasi Belanja :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar D/
Akrual K
) ) D
SIXXXX  Belanja Pegawai D 51XXXX Beban Pegawai
D D
52XXXX  Belanja Barang 52XXXX Beban Barang
(selain Belanja (selain Belanja
Barang BLU) Barang BLU)
52XXXX  Belanja Barang D 117911 Persediaan vyang D
(selain Belanja Belum Diregister
Barang BLU) yang
menghasilkan
barang persediaan
S3XXXX Belanja Modal D 13XXKX Aset Tetap Belum D
(selain Belanja Diregister
Modal BLU)
115612 Piutang dari KPPN K 313111 Ditagihkan ke K
Entitas Lain

2) Jurnal Standar Mencatat Pendapatan dari Alokasi APBN

Buku Besar Kas D/K Buku Besar D/K
Akrual

313111 Ditagihkan ke D
Entitas Lain

424411 Pendapatan K
Alolasi APBN
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b. Jurnal Standar Mencatat Pendapatan dari PNBP yang Disetor ke

Kas Negara
1) Jurnal Standar untuk Mencatat penyetoran PNBP:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar D/K
Akrual
219711 Utang kepada KUN D 313121 Diterima  dari D
Entitas Lain
425XXX PNBP Lainnya K 425XXX PNBP Lainnya K

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Penyetoran dalam Sistem BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
' *r 596311  Penyetoran PNBP D
oleh BLU ke Kas
Negara
313121 Diterima dari K
Entitas Lain

c. Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan BLU Tunai
1) Jurnal Standar untuk Mencatat Penerimaan Pendapatan BLU :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

219721 Utang kepada Kas D 111914 Kas dan Bank BLU D

BLU yang Belum
Disahkan
424XXX Pendapatan K 424XXX Pendapatan BLU K
BLU

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengesahan Pendapatan BLU sesuali

dengan SP3BLU/SP2BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111911 Kas dan Bank - D

BLU
111914 Kas dan Bank K

BLU yang Belum
Disahkan
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d. Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan yang Berasal dari
Tagihan Penjualan Angsuran BLU
1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Tagihan Penjualan

Angsuran pada saat ditetapkan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

151111 Piutang Tagihan D
Penjualan Angsuran

425121 Pendapatan dari K
Penjualan Tanah,
Gedung dan
Bangunan

425122 Penglapatan dari K
Penjualan
Peralatan dan
Mesin

2) Jurnal Standar untuk Mencatat penerimaan Piutang dan Disetor ke Kas

Negara
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
219711 Utang kepada D 313121  Diterima dari D
KUN Entitas Lain
425121 Pendapatan K 425121 Pendapatan dari
dari Penjualan Penjualan Tanah,
Tanah, Gedung Gedung dan
dan Bangunan Bangunan
425122 Pendapatan K 425122 Pendapatan dari
dari penjualan Penjualan
Peralatan dan Peralatan dan K
Mesin Mesin

3) Jurnal Standar untuk Mencatat Penerimaan Piutang Tagihan Penjualan

Angsuran dalam Sistem BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596311 Penyetoran PNBP D
oleh BLU
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313121

ke Kas Negara

Diterima dari K
Entitas Lain

4) Jurnal Standar untuk Mencatat Koreksi Pendapatan pengakuan Piutang

Tagihan Penjualan Angsuran yang dilakukan oleh sistem SAIBA

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

425121

425122

151111

Pendapatan dari
Penjualan Tanah, D
Gedung dan

Bangunan

Pendapatan dari
Penjualan Peralatan D
dan Mesin

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran K

e. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pendapatan Yang Berasal Dari

Tagihan Penjualan Angsuran Dari Transaksi BLU

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Tagihan Penjualan Angsuran

pada saat ditetapkan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

151211

424931

424932

424933

Piutang Tagihan D
Penjualan Angsuran-

BLU

Pendapatan BLU K
Lainnya dari
Penjualan Tanah

BLU

Pendapatan BLU K
Lainnya dari
Penjualan Gedung

dan Bangunan BLU

Pendapatan BLU K
Lainnya dari

PenjualanPeralatan

dan Mesin BLU
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424934

424939

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Aset

Tetap Lain BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan BMN
Lainnya BLU

2) Jurnal Standar untuk Mencatat penerimaan Pembayaran Piutang

219721

424931

424932

424933

424934

424939

3) Jurnal Jurnal

Buku
Kas

Besar

Utang kepada Kas
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Tanah
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Gedung
dan Bangunan
BLU
Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan
Peralatan dan
Mesin BLU
Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Aset
Tetap Lainnya
BLU

Pendapatan
BLU Lainnya
dari Penjualan
BMN Lainnya
BLU

D/K

Buku Besar Akrual

m111914 Kas dan Bank BLU

424931

K 424932

K 424933

K 424934

K 424939

yang Belum Disahkan

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Tanah
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan  Gedung

dan Bangunan BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Peralatan
dan Mesin BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Aset Tetap
Lainnya BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan BMN
Lainnya BLU

pelunasan tagihan penjualan angsuran BLU:

D/K

Standar untuk Mencatat pengesahan penerimaan atas
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111911 Kas dan Bank - BLU D
111914 Kas dan Bank BLU K
yang Belum
Disahkan

4) Jurnal Standar untuk Mencatat Koreksi pengakuan Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran yang di lakukan oleh sistem SAIBA
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

424931 Pendapatan BLU D
Lainnya dari
Penjualan Tanah
BLU

EEE 424932 Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Gedung
dan Bangunan BLU

424933 Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Peralatan
dan. Mesin BLU

424934 Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Aset Tetap
Lainnya

424939 Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan BMN
Lainnya BLU

111914 Kas dan Bank BLU
yang Belum Disahkan

f. Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan yang Berasal dari
Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) dari Transaksi Non BLU
1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan

dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada saat ditetapkan



Buku Besar Kas

2) Jurnal
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D/K

151111

425791

425792

Standar untuk Mencatat penerimaan Piutang dari

Buku Besar Akrual

D/K

Piutang Tagihan
Penjualan
Angsuran-BLU

Pendapatan
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara Terhadap
Pegawai Negeri
Bukan
Bendahara atau
Pejabat Lain

Pendapatan
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara
Terhadap
Bendahara

Tuntutan

Perbendaharaan Dan/Atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Disetor ke

Kas Negara

Buku Besar Kas

219711 Utang kepada

KUN

425791 Pendapatan
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara
Terhadap
Pegawai Negeri
Bukan
Bendahara
atau Pejabat
Lain

425792 Pendapatan
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara
Terhadap
Bendahara

D/K

Buku Besar Akrual

D/K

D 313121 Diterima dari D

K 425791

K 425792

Entitas Lain

Pendapatan
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara Terhadap
Pegawai Negeri
Bukan
Bendahara atau
Pejabat Lain

Pendapatan
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara
Terhadap
Bendahara
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3) Jurnal Standar untuk Mencatat Penerimaan Piutang Tuntutan
Perbendaharaan Dan/Atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596311 Penyetoran PNBP oleh D
BLU ke Kas Negara

313121 Diterima dari K
Entitas Lain

4) Jurnal Standar untuk Mencatat Koreksi pengakuan Piutang Tuntutan
Perbendaharaan Dan/Atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Angsuran
yang di lakukan oleh sistem SAIBA:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

425791 Pendapatan D
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara Terhadap
Pegawal Negeri
Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain

425792 Pendapatan . D
Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara
Terhadap Bendahara

151111 Piutang Tagihan K
Tuntutan Ganti Rugi
Non Bendahara

g. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pendapatan Yang Berasal Dari
Tuntutan Perbendaharaan Dan/Atau Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) dari Transaksi Blu
1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan

dan/atau Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR) pada saat ditetapkan
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

152211 Piutang Tagih D
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi-
BLU
K

424917  Pendapatan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan

/TGR - BLU

2) Jurnal Standar untuk Mencatat penerimaan Pembayaran Piutang
Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
219721 Utang kepada Kas D 111914 Kas dan Bank BLU yang D
BLU Belum Disahkan
424917 Pendapatan K 424917 Pendapatan K
Penyelesaian Penyelesaian
untutan Tuntutan
Perbendaharan / Perbendaharaan
TGR - BLU TGR-BLU

3) Jurnal Jurnal Standar untuk Mencatat pengesahan penerimaan atas

pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) :
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111914 Kas dan Bank - BLU D
111911 Kas dan Bank BLU K
yang Belum
Disahkan

4) Jurnal Standar untuk Mencatat. Koreksi pengakuan Tuntutan

Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang di lakukan
oleh sistem SAIBA :
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

424917 Pendapatan D
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan / TGR
- BLU

111914 Kas dan Bank BLU K
yang Belum Disahkan

h. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pengembalian Pendapatan BLU
Tahun Anggran Berjalan
1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengembalian Pendapatan BLU Tahun
Anggaran Berjalan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
424XXX Pendapatan BLU D  424XXX Pendapatan BLU D
219721 Utang kepada K 111914 Kas dan Bank BLU K
Kas BLU yang Belum
Disahkan

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengesahan Pengembalian Pendapatan

BLU Tahun Anggaran Berjalan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111914 Kas dan Bank BLU D
yang Belum Disahkan

111911 Kas dan Bank - K
: BLU'

i. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pengembalian Pendapatan BLU

Tahun Anggaran Yang Lalu

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengesahan Pengembalian Pendapatan

BLU Tahun Anggaran Yang Lalu :



311312

219721
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Buku Besar Kas

Pengembalian
Pendapatan BLU
Tahun Anggaran

Yang Lalu

Utang kepada Kas
BLU

D/K Buku Besar Akrual

D 311312 Pengembalian
Pendapatan BLU
Tahun Anggaran Yang

Lalu

K 111914 Kas dan Bank BLU
yang Belum

Disahkan

J. Jurnal Standar Transaksi Pendapatan Hibah

1) Jurnal Standar untuk mencatat penerimaan kas dari hibah

219721

424211

424212

424213

424214

424215

Buku Besar Kas

Utang kepada Kas BLU

Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-

Perorangan - Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-
Lembaga/Badan Usah
- Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Dalam Negeri-

Pemda - Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Luar Negeri-

Perorangan - Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Luar Negeri-
Lembaga/Badan Usah
- Uang

D /K Buku Besar Akrual

D 111914 Kas dan Bank
BLU yang Belum
Disahkan

K 424211 Pendapatan Hibah
Terikat Dalam
Negeri-Perorangan

- Uang

K 424212 Pendapatan Hibah
Terikat Dalam
Negeri-
Lembaga/Z Badan
Usaha - Uang

K 424213 Pendapatan Hibah
Terikat Dalam
Negeri-Pemda -

Uang

K 424214 Pendapatan
HibahTerikat
Luar Negeri-
Perorangan

Uang

K 424215 Pendapatan Hibah
Terikat Luar
Negeri-
Lembaga/Badan
Usaha - Uang

D/K

D/K



424216

424219

424221

424222

424223

424224

424225

424226

Pendapatan Hibah
Terikat Luar Negeri-

Negara - Uang

Pendapatan
Hibah Terikat

Lainnya - Uang

Pendapatan
Hibah Tidak
Terikat Dalam
Negeri-
Perorangan -

Uang

Pendapatan
Hibah Tidak
Terikat Dalam
Negeri-
Lembaga/Badan
Usaha - Uang

Pendapatan
Hibah Tidak
Terikat Dalam
Negeri-Pemda -

Uang

Pendapatan
Hibah Tidak
Terikat Luar
Negeri-

Perorangan -

Uang

Pendapatan
Hibah Tidak
Terikat Luar
Negeri-
Lembaga/Bada
n Usaha -

Uang

Pendapatan
Hibah Tidak
Terikat Luar
Negeri-Negara -

Uang

246-

K

K

424216

424219

424221

424222

424223

424224

424225

424226

Pendapatan Hibah
Terikat Luar
Negeri-Negara -

Uang

Pendapatan Hibah
Terikat Lainnya -

Uang

Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Dalam
Negeri- Perorangan -

Uang

Pendapatan Hibah
Tidak Terikat
Dalam Negeri-
Lembaga/Z Badan
Usaha - Uang

Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Dalam

Negeri- Pemda - Uang

Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Luar
Negeri- Perorangan -

Uang

Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Luar
Negeri-
Lembaga/Badan
Usaha - Uang

Pendapatan Hibah
Tidak Terikat Luar
Negeri- Negara -

Uang
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424229 Pendapatan K 424229 Pendapatan Hibah K
Hibah Tidak Tidak Terikat -
Terikat - Lainnya - Uang

Lainnya - Uang

1) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan penerimaan kas

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K
111911 Kas dan Bank BLU D
111914 Kas dan Bank BLU K

yang Belum

Disahkan

2) Jurnal Standar untuk mencatat pendapatan hibah BLU bentuk barang

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K
131111 Tanah D
42423X Pendapatan Hibah K

BLU Barang/Jasa

132111 Peralatan dan Mesin D

42423X Pendapatan Hibah K
BLU Barang/Jasa

133111 Gedung dan D
Bangunan

42423X Pendaptan Hibah' K
BLU Barang/Jasa

134111 Jalan dan Jembatan D
134112 Irigasi D
134113 Jaringan D
42423X Pendaptan Hibah

BLU Barang/Jasa
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135121

42423X

162121

42423X

162131

42423X

162141

42423X

162191

42423X

2. Jurnal Standar Transaksi Beban Dan Belanja

a.

Jurnal

APBN - DIPA Rupiah Murni

Standar untuk Mencatat Transaksi

Aset Tetap Lainnya

Pendaptan Hibah
BLU Barang/Jasa

Hak Cipta

Pendaptan Hibah
BLU Barang/Jasa

Royalti

Pendaptan Hibah
BLU Barang/Jasa

Paten

Pendaptan Hibah
BLU Barang/Jasa

Aset Tak Berwujud
Lainnya

Pendaptan Hibah
BLU Barang/Jasa

Belanja dari Alokasi

1) Jurnal Standar untuk mencatat realisasi belanja

51X XXX

52 XXXX

52xxxXx

Buku Besar Kas

Belanja Pegawai

Belanja Barang
(selain Belanja

Barang BLU)

Belanja Barang
(selain Belanja
Barang BLU) yang
menghasilkan

persediaan

D/K
D 51xxXxX
D 52 XxxXX
D 117911

Buku Besar Akrual D/K
Beban Pegawai D
Beban Barang D
(selain Belanja
Barang BLU)

Persediaan yang D

Belum Diregister
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53 xxxx Belanja Modal D 13XXXX Aset Tetap D
(selain Belanja Belum
Modal BLU) Diregister

115612 Piutang dari KPPN K 313111 Ditagihkan ke K

Entitas Lain

2) Jurnal Standar untuk mengakui belanja sebagai bagian dari pendapatan

BLU

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K

313111 Ditagihkan ke D

Entitas Lain

424411 Pendapatan K
Alokasi APBN

Jurnal Standar untuk mencatat transaksi belanja dari alokasi APBN -
DIPA PNBP

1) Jurnal Standar untuk mencatat belanja

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
525111 Belanja Gaji dan D 525111 Beban Gaji dan D
Tunjangan - BLU Tunjangan - BLU
525112 Belanja Barang - D 525112 Beban Barang - BLU D
BLU
525113 Belanja Jasa - BLU D 525113 Beban Jasa - BLU D
525114 Belanja Pemeliharaan D 525114 Beban D
- BLU Pemeliharaan - -
BLU
525115 Belanja D 525115 Beban Perjalanan - D
Peijalanan - BLU BLU
115631 Piutang dari K 111914 Kas'dan Bank BLU K
Kas BLU yang Belum

Disahkan



2) Jurnal

persedian

525121

525122

525123

525124

525125

525126

525127

525129

115631

Standar

- 250.

Buku Besar Kas D /K

Belanja Barang D 117911
Persediaan Barang

Konsumsi - BLU

Belanja Barang D 117911
Persediaan Amunisi

-BLU

Belanja Barang D 117911
Persediaan

Pemeliharaan - BLU

Belanja Barang D 117911
Persediaan Pita
Cukai,

Leges - BLU

M aterai dan

Belanja Barang D 117911
Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan

kepada Masyarakat

- BLU

Belanja Barang D 117911
Persediaan Bahan

Baku untuk Proses

Produksi - BLU

Belanja Barang D 117911

Persediaan Barang
dalam Proses untuk
Proses Produksi -

BLU

Belanja Barang D 117911

Persediaan Lainnya

-BLU

Piutang dari Kas K 111914

BLU

Buku Besar Akrual

Persediaan yang

Belum Diregister

Persediaan yang

Belum Diregister

Persediaan yang

Belum Diregister

Persediaan yang

Belum Diregister

Persediaan yang

Belum Diregister

Persediaan yang

Belum Diregister

Persediaan yang

Belum Diregister

Persediaan yang

Belum Diregister

Kas dan Bank
BLU yang
Belum

Disahkan

untuk mencatat belanja barang BLU yang menghasilkan

D/K
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3) Jurnal Standar untuk mencatat belanja barang BLU yang menghasilkan

aset tetap
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
537111 Belanja Modai D 131311 Tanah Belum D
Tanah - BLU Diregister
537112 Belanja Modal D 132211 Peralatan dan D
Peralatan dan Mesin Belum
Mesin - BLU Diregister
537113 Belanja Modal D 133211 Gedung dan D
Gedung dan Bangunan Belum
Bangunan - BLU Diregister
537114 Belanja Modal D 134211 Jalan, Irigasi D
Jalan, Irigasi dan dan Jaringan
Jaringan - BLU Belum
Diregister
537115 Belanja Modal D 166411 Aset Lainnya D
Lainnya yang Belum
- BLU Diregister
115631 Piutang dari K 111914 Kas dan Bank K
Kas BLU BLU yang Belum
Disahkan

4) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan pengeluaran kas untuk
belanja

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K

111914 Kas dan Bank BLU D

yang Belum Disahkan

111911 Kas dan Bank - BLU K

c. Jurnal Standar untuk mencatat pengembalian beban dan biaya
perolehan aset BLU secara kas
1 Jurnal Standar pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU
Tahun Anggaran Berjalan:
a) Jurnal Standar saat diterima kas untuk pengembalian
belanja



115631

52511X

52512X

537111

537112

537113

537114

537115

b) Jurnal

pengem balian

Buku Besar Kas
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D/K

Piutang dari Kas BLU

Belanja Barang

BLU

Belanja
BLU yang
Menghasilkan

Persediaan BLU

Belanja Modal

Tanah - BLU

Belanja
Peralatan dan

Mesin -BLU

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan -

BLU

Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan -

BLU

Belanja Modal

Lainnya- BLU

standar untuk

belanja

Buku Besar Kas

Barang

Modal

mencatat

D/K

D 111914

K 52511X

K 117911

K 131311

K 132211

K 133211

K 134211

K 166411

pengesahan

Buku Besar Akrual

Kas dan Bank BLU
yang Belum

Disahkan

Beban
BLU

Persediaan yang

Belum Diregister

Tanah Belum

Diregister

Peralatan dan
Mesin Belum

Diregister

Gedung dan
Bangunan Belum

Diregister

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Belum

Diregister

Aset

yang
Diregister

Belum

penerimaan

Buku Besar Akrual

111911

111914

Kas dan Bank - BLU

Kas dan Bank
BLU yang
Belum

Disahkan

Barang

Lainnya

kas

D/K

sebagai

D/K



2. Jurnal Standar pengembalian beban dan biaya perolehan aset BLU tahun
anggaran yang lalu

a) Jurnal Standar saat kas diterima sebagai pengembalian belanja

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K
115631 Piutang dari Kas D 111914 Kas dan Bank BLU D
BLU yang Belum
Disahkan
424915 Penerimaan Kembali K 424915 Penerimaan Kembali K
Belanja Barang BLU Belanja Barang BLU
Tahun Anggaran Tahun Anggaran Yang
Yang Lalu Lalu
424916 Penerimaan Kembali K 424916 Penerimaan Kembali K
Belanja Modal BLU Belanja Modal BLU
Tahun Anggaran Tahun Anggaran Yang
Yang Lalu Lalu

b) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan penerimaan kas

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K
111911 Kas dan Bank - BLU D
111914 Kas dan Bank K

BLU yang Belum
Disahkan

Jurnal Standar untuk mencatat pengembalian belanja dari alokasi APBN

DIPA RM

1 Jurnal Standar untuk mencatat pengembalian belanja dari alokasi APBN -
DIPA RM tahun anggaran berjalan :

a) Jurnal Srandar saat diterima Surat Setoran Pengembalian Belanija

atau dokumen yang dipersam akan

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K

115612 Piutang dari KPPN D 313111 Ditagihkan ke D

Entitas Lain

51XXXX Belanja Pegawai K 51X XXX Beban Pegawai K
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52X XXX Belanja Barang K 52X XXX Beban Barang K
(selain Belanja (selain Belanja
Barang BLU) Barang BLU)

52X XXX Belanja Barang K 11791 1 Persediaan K
(selain Belanja yang Belum
Barang BLU) yang Diregister

menghasilkan

persediaan

53X XXX Belanja Modal K 13X XXX Aset Tetap K
(selain Belanja Belum
Modal BLU) Diregister

b) Jurnal Standar untuk mengakui koreki pendapatan dari alokasi APBN

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
424411 Pendapatan Alolasi D

APBN
313111 Ditagihkan ke Kk

Entitas Lain

Jurnal Standar untuk mencatat pengembalian belanja dari alokasi APBN -

DIPA RM tahun anggaran yang lalu:

a) Jurnal Standar saat diterimanya surat setoran bukan pajak
atau dokumen yang dipersamakan:

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K

219711 Utang Kepada KUN D 313121 Diterima dari D

Entitas Lain

425911 Penerimaan K 425911 Penerimaan
Kembali Belanja Kembali Belanja K
Pegawai Tahun Pegawai Tahun
Anggaran Yang Anggaran Yang
Lalu Lalu

425912 Penerimaan K 425912 Penerimaan K
Kembali Belanja Kembali Belanja
Barang Tahun Barang BLU
Anggaran Yang mTahun
Lalu Anggaran Yang

Lalu
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425913 Penerimaan K 425913 Penerimaan K
Kembali Belanja Kem bali
Modal BLU Tahun Belanja Modal
Anggaran Yang BLU Tahun
Lalu Anggaran Yang
Lalu

b) Jurnal Standar untuk mencatat peyetoran ke Kas Negara

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K

596114 Penyetoran PNBP D
oleh BLU ke Kas

Negara

313121 Diterima dari K

Entitas Lain

Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban BLU
pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan
D) Jurnal penyesuaian melalui Memo Penyesuaian untuk beban
dan biaya perolehan aset BLU secara akrual non-kas
a Beban barang secara akrual non-kas

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/
K

5251IX Beban Barang- BLU D

117911  Persediaan yang D
Belum Diregister

212117 Belanja Barang K
- yang Masih Harus
Dibayar
- BLU

b) Biaya perolehan aset BLU secara akrual non-kas

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K

131311 Tanah Belum D
Diregister
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132211 Peralatan dan D
Mesin Belum

Diregister

133211 Gedung dan D
Bangunan Belum

Diregister

134211 Jalan, Irigasi D
dan Jaringan
Belum

Diregister

166411 Aset Lainnya D
yang Belum

Diregister

212117 Belanja Modal K
yang Masih
Harus Dibayar -

BLU

2 Jurnal penyesuaian untuk beban-beban sehubungan dengan
perhitungan akuntansi:

a Jurnal penyesuaian untuk beban pemakaian persediaan

BLU pada periode pelaporan keuangan semesteran dan

tahunan dilakukan secara otomatis dalam proses aplikasi:

Buku Besar Kas D /K Buku Besar Akrual D /K

593111 Beban Persediaan D

Konsumsi

117111 Barang Konsumsi K

593113 Beban Persediaan D
bahan untuk

pemeliharaan

117113 Bahan untuk K

Pemeliharaan

593114 Beban Persediaan suku D
cadang

117114 Suku Cadang K

593121 Beban Persediaan pita D

cukai, materai, leges
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117121

593122

117122

593124

117124

593125

117125

593126

117126

593127

Pita Cukai, Materai K
dan Leges
Beban Fersediaan tanah D

bangunan untuk dijual
atau diserahkan kepada
Masyarakat

Tanah Bangunan K
untuk dijual atau
diserahkan kepada
Masyarakat

Beban Persediaan D
Peralatan dan mesin

untuk dijual atau

diserahkan kepada
Masyarakat

Peralatan dan K
Mesin untuk dijual

atau diserahkan

kepada Masyarakat

Beban persediaan D
Jalan, Irigasi dan

Jaringan untuk

diserahkan kepada
Masyarakat

Jalan, Irigasi dan K
Jaringan untuk
diserahkan kepada
Masyarakat

Beban Persediaan D
Aset Tetap Lainnya

untuk diserahkan

kepada Masyarakat

Aset Tetap Lainnya K
untuk diserahkan
kepada Masyarakat

Beban Persediaan Aset D
Lain-Lain untuk

diserahkan kepada
Masyarakat
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117127 Aset Lain-Lain K
untuk diserahkan
kepada Masyarakat

593128 Beban Barang D
Persediaan Lainnya
untuk
dijual/diserahkan ke
Masyarakat

117128 Barang Persediaan K
Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan
ke Masyarakat e

593131 Beban Persediaan D
bahan baku

117131 Bahan Baku K

593149 Beban Persediaan D
Lainnya

117199 Persediaan Lainnya K

b Jurnal Standar untuk mencatat Beban penyisihan piutang
tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan

semesteran dan tahunan :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/
K

594612 Beban Penyisihan D
Piutang Tidak
Tertagin -
Piutang BLU
Pelayanan

Pendidikan

116612 Penyisihan K
Piutang Tidak
Tertagl - Piutang
BLU Pelayanan
Pendidikan

594641 Beban Penyisihan D
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Kegiatan
Operasional
Lainnya BLU
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116691 Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang dari
Kegiatan
Operasional
Lainnya BLU

594711 Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Sewa Tanah BLU

116711 Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Sewa
Tanah BLU

594712 Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Sewa Gedung BLU

116712 Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Sewa
Gedung BLU

594713 Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Sewa Ruangan BLU

116713 Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Sewa
Ruangan BLU

594714 Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Sewa Peralatan
dan Mesin BLU
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116714

594719

116719

59472.1

116721

594722

116722

594791

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Sewa
Peralatan dan
Mesin BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Sewa Lainnya BLU

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Sewa
Lainnya BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
dari Penjualan
Aset Tetap BLU

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang dari
Penjualan Aset
Tetap BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
dari Penjualan Aset
Lainnya BLU

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang dari
Penjualan Aset
Lainnya BLU

Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya BLU
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116791 Penyisihan K
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang dari
Kegiatan Non

Operasional
Lainnya BLU

594921 Beban Penyisihan D
Piutang Tidak
Tertagih Jangka
Panjang - Tagihan
Penjualan
Angsuran BLU

156211 Penyisihan K
Piutang Tidak
Tertagih -
Tagihan
Penjualan
Angsuran BLU

594941 Beban Penyisihan D
Piutang Tidak
Tertagih Jangka
Panjang Tuntutan

Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
BLU

156411 Penyisihan K
Piutang Tidak
Tertagih -
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi BLU

f. Jurnal Standar untuk mencatat beban penyusutan dan
amortisasi dilakukan secara otomasi dalam proses aplikasi :

Buku Besar Kas D/K ' Buku Besar Akrual D/K
[ ]
591111 Beban D
Penyusutan

Peralatan dan
Mesin
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137111

591211

137211

591311

137311

591312

137312

591313

137313

591411

137411

592111

Akumulasi
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin

Beban Penyusutan
Gedung dan
Bangunan

Akumulasi
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan

Beban Penyusutan
Jalan dan
Jembatan

Akumulasi
Penyusutan
Jalan dan
Jembatan

Beban Penyusutan
Irigasi

Akumulasi
Penyusutan
Irigasi

Beban Penyusutan
Jaringan

Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

Beban
Penyusutan Aset
Tetap Lainnya

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Lainnya

Beban
Amortisasi
Goodwill
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169315

592112

169312

592113

169313

592114

169314

592115

169315

592116

169316

592117

169317

Akumulasi
Amortisasi
Software

Beban
Amortisasi Hak
Cipta

Akumulasi
Amortisasi Hak
Cipta

Beban. Amortisasi
Royalti

Akumulasi
Amortisasi
Royalti

Beban Amortisasi
Paten

Akumulasi
Amortisasi Paten

Beban
Amortisasi
Software

Akumulasi
Amortisasi
Software

Beban Amortisasi
Lisensi

Akumulasi
Amortisasi
Lisensi

Beban
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
Lainnya

Akumulasi
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
Lainnjra
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592221 Beban D
Penyusutan
Aset Lain-lain

169121 Akumulasi K
Penyusutan
Aset Lain-
Lain

592222 Beban Penyusutan D
Aset Tetap yang
@ " Tidak Digunakan
dalam Operasi
Pemerintahan

169122 Akumulasi K
Penyusutan

Aset Tetap yang
Tidak
Digunakan
dalam Operasi
Pemerintahan

g. Jurnal Standar untuk mengakui beban penyesuaian karena adanya

koreksi terhadap reklasifikasi aset intrakomptabel menjadi aset

ekstrakomptabel:
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

595111 Beban Aset D
Ekstrakomtabel
Tanah

131111 Tanah K

595112 Beban Aset - e D
Ekstrakomtabel

Peralatan dan Mesin

132111 Peralatan dan Mesin K
595113 Beban Aset D
Ekstrakomtabel

Gedung dan Bangunan



- 265 -

133111

595114

134111
134112
134113

595115

135121

595116

136111

595117

162111

162121
162131

162141
162151
162161
162171

162191

162311

1 ]

Gedung
dan
Bangunan

Beban Aset
Ekstrakomtabel
Jalan, Irigasi dan
Jaringan

Jalan dan Jembatan
Irigasi

Jaringan

Beban Aset
Ekstrakomtabel
Aset Tetap
Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Beban Aset
Ekstrakomtabel
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Konstruksi Dalam
Pengerjaan

Beban Aset
Ekstrakomtabel Aset
Tak Berwujud

Goodwill

Hak Cipta
Royalti

Paten
Software
Lisensi

Hasil
Kajian/Penelitian
Aset Tak Berwujud
Lainnya

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan-
BLU

K

A A

A X X X X X A
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) Jurnal Standar untuk mencatat kerugian pelepasan aset

i ]
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
596111 Kerugian Pelepasan D
Aset
166112 Aset Tetap yang K

Tidak Digunakan
dalam Operasi
Pemerintahan

Jurnal Standar untuk mencatat persediaan rusak atau usang

Buku Besar Kas D/K j. Buku Besar Akrual . D/K
Jd... .
596121 Kerugian Persediaan D
Rusak/Usang
117111 Barang Konsumsi K
117113 Bahan untuk K

Pemeliharaan

117114 Suku Cadang K
117199 Persediaan K
Lainnya

3. Jurnal Transaksi Kas Dan Setara Kas
a. Jurnal transaksi Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan
Kas dan Bank BLU pada saat pengesahan
1) Pengesahan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan dan Kas dan

Bank BLU atas Pendapatan BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111914 Kas dan Bank BLU D 111914 Kas dan Bank BLU D
Belum Disahkan Belum Disahkan
424 XXX Pendapatan K 424XXX Pendapatan BLU K
BLU * &

111911 Kas dan Bank BLU D 111911 Kas dan Bank BLU D
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111914 Kas dan Bank K 111914 Kas dan Bank BLU K

BLU Belum Belum Disahkan
Disahkan
525XXX Beban BLU D 525XXX Belanja BLU D
111914 Kas dan K 111914 Kas dan Bank BLU K
Bank BLU Belum Disahkan
Belum
Disahkan
111914 Kas dan Bank BLU D 111914 Kas dan Bank BLU D
Belum Disahkan Belum Disahkan
111911 Kas dan Bank K 111911 Kas dan Bank BLU K
BLU

2) Jurnal Penyesuaian Kas dan Bank BLU Belum Disahkan atas
Pendapatan BLU dan Belanja BLU secara transaksional kas

belum disahkan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akral D/K
111914 Kas dan Bank BLU D
Belum Disahkan
424XXX Pendapatan BLU K
525XXX Beban BLU D
111914 Kas dan Bank K
BLU Belum
Disahkan
117XXX Persediaan D
111914 Kas dan Bank K
BLU Belum
Disahkan
IXXXXX  Aset Tetap/Aset D
Tetap Lainnya/Aset
Tak Berwujud
111914 Kas dan Bank BLU

Belum Disahkan

3) Jurnal koreksi pada tahun anggaran berikutnya atas Kas dan
Bank BLU berdasarkan pencatatan saldo Kas dan Bank BLU
Belum Disahkan akhir tahun anggaran yang lalu



-268-

i
Buku Besar Kas D/K .Buku Besar Akrual D/K |1

111911 Kas dan Bank BLU D
111914 Kas dan Bank K
BLU Belum
Disahkan
111914 Kas dan Bank BLU D

Belum Disahkan

-------------- - - 111911 Kas dan Bank BLU K

b. Jurnal reklasifikasi Kas dan Bank BLU menjadi Setara Kas
BLU sehubungan dengan kepemilikan instrumen investasi
jangka pendek kurang dari 3 (tiga) bulan pada periode

pelaporan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111921 Surat Berharga- BLU D

B 111929  Setara Kas Lainnya - D
BLU

111911 Kas dan Bank BLU K

c. Jurnal penyesuaian Kas Lainnya di BLU pada periode

pelaporan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111826 Kas Lainnya di BLU D
. " 212121 Utang kepada K

Pihak Ketiga BLU
212122 Utang Usaha K
212193 Dana Pihak K

Ketiga Lainnya
BLU
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219961 Utang Pajak K
Bendahara
Pengeluaran yang
Belum Disetor

e. Jurnal pembentukan Kas di Bendahara Pengeluaran

berdasarkan dokumen SPM/SP2D —UP/TUP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111611 Kas di Bendahara D

- - - e ¢ Pengeluaran
. 111613 Kas diBendahara -+. D
* L PengeluaranTUP
219511 Uang Muka dari K
KPPN

e. Jurnal penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

pada periode pelaporan semesteran dan tahunan
i

Buku Besar Kas D/K D/K  Buku Besar Akrual D/K
111821  Kas Lainnya di D
Bendahara

Pengeluaran

212191 Lltang kepada Pihak K
Ketiga Lainnya

212192 Dana Pihak Ketiga K
Lainnya

219961 Utang Pajak K
Bendahara

Pengeluaran yang
Belum Disetor

4. Jurnal Standar Transaksi Piutang
a. Jurnal Standar untuk mencatat piutang yang timbul dari

pendapatan utama
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/

115712 Piutang BLU Pelayanan
Pendidikan

424112 Pendapatan Jasa K
Pelayanan Pendidikan

115791 Piutang BLU D
Lainnya dari
Kegiatan
Operasional
424141 Pendapatan dari K

Pengelolaan BMN pada
Pengelola Bara‘rgg

115741 Piutang dari Pelayanan D
BLU yang Bersumber
dari Entitas
Pemerintah Pusat

424421 Pendapatan dari K
Pelayanan BLU yang
Bersumber dari
Entitas Pemerintah
Pusat dalam satu K/L

424422 Pendapatan dari K
Pelayanan BLU
yang Bersumber
dari Pemerintah

Pusat di luar
K/L yang Membawahi
BLU

b. Jurnal standar untuk mencatat piutang atas pendapatan yang
bukan layanan utama BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

115811 Piutang Sewa Tanah -BLU D

424921 Pendapatan BLU K
Lainnya dari Sewa
Tanah



115812

424922

115813

424923

115814

424924

115815

424925

115819

424929

115821

424931

424932

424933

Piutang Sewa Gedung -
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Gedun

Piutang Sewa Ruangan -
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Ruangan

Piutang Sewa
Peralatan dan Mesin -
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Peralatan dan Mesin

Piutang Sewa Aset «
Tetap Lainnya -
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Aset Tetap Lainnya

Piutang Sewa Lainnya -
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Lainnya

Piutang dari Penjualan
Aset Tetap - BLU

Pendapatan BLU

Lainnya dari Tanah
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari Gedung
dan Bangunan BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Peralatan dan
Mesin BLU



424934 Pendapatan BLU K
Lainnya dari
Penjualan Aset Tetap

| Lainnya BLU

115821 Piutang dari Penjualan Aset D
Lainnya - BLU

424939 Pendapatan BLU Lainnya K
dari Penjualan BMN
Lainnya BLU

115831 Piutang dari Tukar D
Menukar Aset Tetap - BLU

424934 Pendapatan BLU Lainnya K
dari Tukar Menukar Tanah
BLU

424935 Pendapatan BLU Lainnya K
dari Tukar Menukar
Gedung dan Bangunan
BLU

424936 Pendapatan BLU Lainnya K
dari Tukar Menukar
Peralatan dan Mesin BLU

424937 Pendapatan BLU Lainnya K
dari Tukar Menukar Jalan,
Irigasi dan Jaringan BLU

115839 Piutang dari Tukar D
Menukar Aset Lainnya -
BLU

424939 Pendapatan BLU Lainnya K
dari Pemindahtanganan
BMN Lainnya BLU

c. Jurnal Standar untuk mencatat Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi:
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Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

152211 Piutang Tagihan D
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi-
Badan Layanan Umum

425791 Pendapatan K

Penyelesaian

Ganti  Kerugian

Negara Terhadap

Pegawai  Negeri

Bukan

Bendahara atau

Pejabat Lain

425792 Pendapatan K
Penyelesaian
Ganti Kerugian
Negara Terhadap
Bendahara

d. Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi Tagihan Penjualan
Angsuran menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

melalui Memo Penyesuaian:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

115321 Bagian Lancar Tagihan D
Penjualan Angsuran - BLU

151211 Piutang Tagihan K
Penjualan Angsuran-
Badan Layanan
Umum

e. Jurnal Standar unuk mencatat reklasifikasi Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menjadi Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
115431 Bagian Lancar D

Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/

Tuntutan Ganti
Rugi -BLU



-274-

152211 Piutang Tagihan K
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi-
Badan Layanan Umum

f. Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak
tertagih secara Periodik
1) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih atas
piutang layanan utama BLU:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594612 Beban Penyisihan Piutang D
Tidak Tertagih - Piutang
BLU Pelayanan Pendidikan

116612 Penyisihan Piutang K
Tidak Tertagih -
Piutang BLU
Pelayanan
Pendidikan

594641 Beban Penyisihan Piutang D
Tidak Tertagih - Piutang
Kegiatan Operasional
Lainnya BLU

116691 Penyis_ihan I_Diutang TiQak K
Tertagih - Piutang dari
Kegiatan Operasional
Lainnya BLU

2) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih atas
piutang dari pendapatan yang bukan layanan utama BLU:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594711 Beban Penyisihan D
Piutang Tidak Tertagih -
Piutang Sewa Tanah BLU

116711 Penyisihan K
PiutangTidak
Tertagih - Piutang
Sewa Tanah BLU
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594712

116712

594713

116713

594714

116714

594719

116719

Beban Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Sewa Gedung BLU

Penyisihan
PiutangTidak
Tertagin - Piutang
Sewa Gedung BLU

Beban Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Sewa Ruangan BLU

Penyisihan
PiutangTidak
Tertagih - Piutang
Sewa Ruangan BLU

Beban Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Sewa Peralatan dan Mesin
BLU

Penyisihan
PiutangTidak
Tertagih - Piutang
Sewa Peralatan dan
Mesin BLU

Beban Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Sewa Lainnya BLU

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang Sewa
Lainnya BLU

K

3) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih

piutang penjualan angsuran:

Buku Besar Kas D/K

594921

156211

Buku Besar Akrual

Beban Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih Jangka
Panjang - Tagihan
Penjualan Angsuran BLU
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Tagihan Penjualan
Angsuran BLU

D/K

D

atas
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4) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih atas
piutang TP/TGR :

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594941  Beban Penyisihan Piutang D
Tidak
Tertagih Jangka Panjang -
Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi BLU

156411 Penyisihan Piutang Tidak K
Tertagih - Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi BLU

5 Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan bagian lancar tagihan

penjualan angsuran:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594321  Beban Penyisihan D
Piutang Tidak Tertagih -
Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran BLU

116731 Penyisihan Piutang K
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
BLU

6) Jurnal Standar untuk mencatat penyisihan bagian lancar TP / TGR:

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

594421 Beban Penyisihan Piutang D
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi BLU



- 277 -

116732

5. Jurnal Standar Transaksi Persediaan

a. Jurnal Standar untuk mencatat pembelian persediaan dengan belanja dari

alokasi APBN- DIPA RM

1) Jurnal Standar saat pembelian persediaan

521811

521812

521832

523112

523123

523134

523135

Buku Besar Kas

Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi

Belanja Barang
Persediaan Amunisi

Belanja Barang
Persediaan Lainnya

Belanja Barang
Persediaan
Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan

Belanja Barang
Persediaan

D/K

Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin

Belanja Barang
Persediaan

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Belanja Barang
Persediaan
Pemeliharaan Irigasi

D

117911

117911

117911

117911

117911

117911

117911

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -

Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi
BLU

Buku Besar Akrual

Persediaan yang
Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister

K

D/K
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523136 Belanja Barang D 117911 Persediaan yang D

Persediaan Belum Diregister
Pemeliharaan Jaringan

115612 Piutang dari KPPN K 313111 Ditagihkan ke K
Entitas Lain

2) Jurnal Standar untuk mencatat belanja sebagai pendapatan dalam sistem

BLU
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
313111 Ditagihkan ke D
Entitas Lain
424411 Pendapatan K
Alokasi APBN

3) Jurnal Standar untuk mencatat persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
117111 Barang Konsumsi D
117112 Amunisi D
117113 Bahan untuk D

Pemeliharaan
117114 Suku Cadang D
117131 Bahan Baku D
117199 Persediaan
Lainnya
117911 Persediaan K
yang Belum
Diregister

b. Jurnal Standar untuk mencatat pembelian persediaan dengan belanja dari
alokasi APBN - DIPA PNBP

1) Jurnal Standar saat pembelian persediaan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
525121 Belanja Barang D 117911  Persediaan yang D
Persediaan Barang Belum Diregister

Konsumsi - BLU
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525122 Belanja Barang D 117911  Persediaan yang D

Persediaan Amunisi - Belum Diregister
BLU
525123 Belanja Barang D 117911  Persediaan yang D
Persediaan Belum Diregister
Pemeliharaan - BLU
525129 Belanja Barang D 117911  Persediaan yang D
Persediaan Lainnya - Belum Diregister
BLU
115631 Piutang dari Kas BLU K 111914 Kas dan Bank K
BLU yang
Belum
Disahkan

2) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan pengeluaran untuk

pembelian persediaan
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111914 Kas dan Bank BLU D
yang Belum
Disahkan

111911 Kas dan Bank - K
BLU

3) Jurnal Standar untuk mencatat pendefmitifan persediaan
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

117111  Barang Konsumsi D
117112  Amunisi

117113 Bahan untuk
Operasional

117114  Suku Cadang D
117199  Persediaan Lainnya D
117911 Persediaan yang K

Belum Diregister

c. Jurnal Standar untuk mencatat pembelian persediaan secara non tunai

dengan menggunakan alokasi Dana DIPA-PNBP

1) Jurnal Standar saat pembelian persediaan
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Buku Besar Kas

D/K

Buku Besar Akrual D/K

117911

212112

Persediaan yang D
Belum Diregister

Belanja K
Barang Yang

Masih Harus
Dibayar

2) Jurnal Standar untuk mencatat pendefmitifan persediaan

Buku Besar Kas

D/K

117111
117112

117113

117114

117199

117911

Buku Besar Akrual D/K

Barang Konsumsi D
Amunisi
Bahan untuk D

Pemeliharaan
Suku Cadang

Persediaan
Lainnya

Persediaan K
yang Belum
Diregister

3) Jurnal Standar untuk mencatat pelunasan pembelian persediaan

525121

525122

525123

525129

115631

Buku Besar Kas

Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi - BLU

Belanja Barang
Persediaan Amunisi -
BLU
Belanja Barang
Persediaan
Pemeliharaan - BLU
Belanja Barang
Persediaan Lainnya -
BLU

Piutang dari Kas BLU

D/K

D

D

D

D

K

117911

117911

117911

117911

111914

Buku Besar Akrual D/K

Persediaan yang D
Belum Diregister

Persediaan yang D
Belum Diregister

Persediaan yang D
Belum Diregister

Persediaan yang D
Belum Diregister

Kas dan Bank K
BLU yang Belum
Disahkan
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1) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan pengeluaran pembelian

persediaan
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111914 Kas dan Bank BLU D
yang Belum
Disahkan
111911 Kas dan Bank - K
BLU

2) Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi Utang kepada Pihak Ketiga

BLU dan persediaan BLU yang belum diregister

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
212112  Belanja Barang D
Yang Masih

Harus Dibayar

117911 Persediaan K
yang Belum
Diregister

d. Jurnal Standar untuk mencatat hasil perhitungan akuntansi dan
perhitungan fisik atas beban pemakaian persediaan BLU pada periode

pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
593111 Beban Persediaan D
Konsumsi
117111 Konsumsi K
503113 Beban Persediaan D

Bahan untuk
Pemeliharaan

117113 Bahan untuk K
Pemeliharaan
593114 Beban Persediaan D
Suku Cadang

117114 Suku Cadang K



e. Jurnal
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593149

117199

Standar untuk mencatat hasil

Beban D
Persediaan
Lainnya
Persediaan K
Lainnya

perhitungan akuntansi dan

perhitungan fisik atas persediaan rusak atau usang BLU pada periode
pelaporan keuangan semesteran dan tahunan

Buku Besar Kas

D/K

596121

117113
117114
117124

117199

Buku Besar Akrual D/K
Kerugian Persediaan D
Rusak/Usang

Bahan Pemeliharaan K
Suku Cadang K
Peralatan dan Mesin K

untuk dijual atau
diserahkan kepada
masyarakat

Persediaan Lainnya K

6. Jurnal Transaksi Aset Tetap BLU dan Aset Tak Berwujud BLU

a. Jurnal

Standar untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap dari transaksi
belanja dari alokasi APBN - DIPA Rupiah Murni

1) Jurnal Standar untuk Mencatat Realisasi Belanja Modal DIPA Rupiah
Murni

5311XX

5321XX

5331XX

53411X

Buku Besar Kas

Belanja Modal
Tanah

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

Belanja Modal
Jalan, dan
Jembatan

D/K

D

131211

132211

133211

134211

Buku Besar Akrual D/K

Tanah Belum D
Diregister

Peralatan dan D
Mesin Belum
Diregister

Gedung dan D
Bangunan Belum
Diregister

Jalan dan D
Jembatan

Belum

Diregister
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53412X Belanja Modal D i 134212 Irigasi Belum D

Irigasi 1 Diregister
53413X Belanja Modal K 134213 Jaringan Belum D
Jaringan Diregister
5361XX Belanja Modal D 166411 Aset Lainnya D
Lainnya yang Belum
i Diregister
i
115612 Piutang dari KPPN K 313111 Ditagihkan ke K
Entitas Lain

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Pendapatan Alokasi APBN

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
313111  Ditagihkan ke D
Entitas Lain
424411 Pendapatan K
Alokasi APBN

3) Jurnal Standar Untuk Mencatat pendefinitifan Aset Tetap dan ATB

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

131211 Tanah K
Belum
Diregister

132111 Peralatan dan D
Mesin

132211 Peralatan K
dan Mesin
Belum
Diregister

133111 Gedung dan D
Bangunan

133211 Gedung dan K
Bangunan Belum
Diregister

134111 Jalan dan D



134211

134112

134212

134113

134213

135111

135121

166411

162111

162121

162131

162141

162151

162161

162171

162191

166411

Jembatan

Jalan dan
Jembatan
Belum
Diregister
Irigasi
Irigasi
Belum
Diregister
Jaringan
Jaringan
Belum
Diregister
Aset Tetap Renovasi
Aset Tetap Lainnya
Aset

Lainnya
yang

Belum
Diregister
Goodwill
Hak Cipta
Royalti
Paten
Software

Lisensi

Hasil
Kajian/Penelitian

Aset Tak Berwujud
Lainnya

Aset Lainnya yang
Belum di Register

D
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b. Jurnal Standar untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap dari transaksi
belanja dengan Sumber Dana Alokasi APBN - DIPA PNBP

1) Jurnal-Jurnal Standar untuk Mencatat Realisasi Belanja Modal DIPA-

PNBP
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
537111 Belanja Modal D 131211 Tanah Belum D
Tanah - BLU Diregister
537112 Belanja Modal D 132211 Peralatan dan D
Peralatan dan Mesin Mesin Belum
- BLU Diregister
537113 Belanja Modal Gedung D 133211 Gedung dan D
dan Bangunan - BLU Bangunan Belum
Diregister
537114 Belanja Modal Jalan, D 134211 Jalan, D
Irigasi dan Jaringan Irigasi dan
-BLU Jaringan
Belum
Diregister
537115 Belanja Modal Lainnya D 16641 Aset Lainnya D
-BLU yang Belum
Diregister
115631 Piutang dari Kas K 111914 Kas dan K
BLU Bank - BLU
yang belum
disahkan

2) Jurnal Standar untuk Mencatat Pengesahan Belanja Modal DIPA PNBP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111914 Kas dan Bank - D
BLU yang belum
disahkan

111911 Kas dan Bank - K
BLU

3) Jurnal Jurnal Standar untuk Mencatat Pendefinitifan Aset Tetap dan
Aset Tak Berwujud



Buku Besar Kas D/K
131111

131211

132111

132211

133111

133211

134111

134211

134112

134212

134113

134213

135111

135121

166411

162111
162121

Buku Besar Akrual

Tanah

Tanah Belum
diregister

Peralatan dan
Mesin

Peralatan
dan Mesin
Belum
diregister

Gedung dan
Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Belum diregister

Jalan dan
Jembatan

Jalan dan
Jembatan Belum
diregister

Irigasi
Irigasi Belum
diregister

Jaringan

Jaringan Belum
deregister

Aset Tetap
Renovasi

Aset Tetap Lainnya

Aset Lainnya
yang Belum
diregister
Goodwill
Hak Cipta

D/K
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162131  Royalti D
162141 Paten D
162151  Software D
162161 Lisensi D
162171 Hasil D
Kajian/Penelitian
162191 Aset Tak Berwujud D
166411 Aset Lainnya K
yang Belum
diregister

4) Jurnal Standar untuk Mencatat Transfer Masuk Aset Tetap dan Aset
Tak Berwujud BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
131111 Tanah D
132111 Peralatan dan D
Mesin
133111 Gedung dan D
Bangunan
134111 Jalan dan D
Jembatan
134112 Irigasi D
134113 Jaringan D

135111 Aset Tetap Renovasi D

135121 Aset Tetap Lainnya D

136111 Konstruksi D
Dalam
Pengerjaan
162111  Goodwill D
162121 Hak Cipta D
162131 Royalti D
162141 Paten D
162151  Software D

162161 Lisensi D
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162171 Hasil D
Kajian /Penelitian

162191 Aset Tak Berwujud D
Lainnya

313221 Transfer K
Masuk

c. Jurnal Standar untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak

Berwujud BLU dari Hibah Bentuk Barang

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
131111 Tanah D
132111 Peralatan dan D
Mesin
133111 Gedung dan D
Bangunan
13411X Jalan. lIrigasi, D

dan Jaringan

135121 Aset Tetap Lainnya D

162151  Software D
162121 Hak Cipta D
162131 Royalti D
162141 Paten D

162191 Aset Tak Berwujud D
Lainnya

42423x ~ Pendapatan K
Hibah Terikat -

Barang /Jasa

Pendapatan
42424X K
Hibah Tidak

Terikat - Barang
/Jasa

d. Jurnal Standar untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap melalui Pertukaran
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» Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA Rupiah Murni

1) Jurnal Standar untuk mencatat kas yang diterima (apabila pertukaran
melibatkan kas)

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
219711 Utang Kepada KUN D 313121 Diterima dari D
Entitas Lain
425125 Pendapatan dari K 425124 Pendapatan K
Tukar Menukar dari Tukar
Tanah, Gedung dan Menukar
Bangunan Tanah,
Gedung dan
Bangunan
425125 Pendapatan dari K 425125 Pendapatan K
Tukar Menukar dari Tukar
Peralatan dan Menukar
Mesin Peralatan dan
Mesin
425126 Pendapatan dari K 425126 Pendapatan K
Tukar Menukar dari Tukar
Jalan, Irigasi dan Menukar
Jaringan Jalan,
Irigasi dan
Jaringan

2) Jurnal Standar untuk mencatat penyetoran ke kas negara

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596311 Penyetoran PNBP D
oleh BLU ke Kas
Negara

313121 Diterima K
dari
Entitas
Lain

3) Jurnal Standar untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari

transaksi pertukaran

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

132111 Peralatan dan Mesin D
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133111  Gedung dan D

Bangunan

134111  Jalan dan Jembatan D
134112  Irigasi D
134113 Jaringan D
135121  Aset Tetap Lainnya D
491411 Pendapatan K

Pelepasan

Aset

4) Jurnal Standar untuk mencatat akumulasi penyusutan atas Aset Tetap

yang diterima dari transaksi pertukaran

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

391116 Koreksi Nilai Aset D
Tetap Non
Revaluasi

137111 Akumulasi K
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin

137211 Akumulasi K
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan

137311 Akumulasi K
Penyusutan
Jalan dan
Jembatan

137312 Akumulasi K
Penyusutan
Irigasi

137313 Akumulasi K
Penyusutan
Jaringan

137411 Akumulasi K
Penyusutan
Aset Tetap
Lainnya

Pertukaran Aset Tetap dari Sumber Dana DIPA PNBP
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1) Jurnal Standar untuk mencatat kas yang diterima (apabila pertukaran

melibatkan kas)

Buku Besar Kas

219721 Utang Kepada Kas

424941

424942

424943

424944

424945

424949

BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Tukar Menukar
Tanah BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Tukar Menukar
Gedung dan
Bangunan BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Tukar Menukar
Peralatan dan
Mesin BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Tukar Menukar
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Tukar Menukar
Aset Tetap
Lainnya BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Tukar Menukar
BMN Lainnya
BLU

D/K
O | 111914
K 424941
K 424942
K 424943
K 424944
K 424945
K 424949

Buku Besar Akrual

Kas dan Bank -
BLU yang belum
disahkan

Pendapatan
BLU Lainnya
dari Tukar
Menukar Tanah
BLU

Pendapatan
BLU Lainnya
dari Tukar
Menukar
Gedung dan
Bangunan BLU

Pendapatan
BLU Lainnya
dari Tukar
Menukar
Peralatan dan
Mesin BLU

Pendapatan
BLU Lainnya
dari Tukar
Menukar Jalan,
Irigasi dan
Jaringan BLU

Pendapatan
BLU Lainnya
dari Tukar
Menukar Aset
Tetap Lainnya
BLU

Pendapatan
BLU Lainnya
dari Tukar
Menukar BMN
Lainnya BLU

D/K
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2) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan penerimaan pendapatan
BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111911 Kas dan Bank - D
BLU

111914 Kas dan Bank - K
BLU yang
belum disahkan

3) Jurnal Standar untuk mencatat Aset Tetap yang diterima dari transaksi

pertukaran
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

131111 Tanah D

132111 Peralatan dan D
Mesin

133111 Gedung dan D
Bangunan

134111 Jalan dan D
Jembatan

134112 Irigasi D

134113 Jaringan D

135121 Aset Tetap Lainnya D

491411 Pendapatan K

Pelepasan Aset

4) Jurnal Standar untuk mencatat akumulasi penyusutan atas Aset Tetap
yang diterima dari transaksi pertukaran

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
391116 Koreksi Nilai Aset D
Tetap Non
Revaluasi
137111 Akumulasi K
Penyusutan

Peralatan dan
Mesin
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137211 Akumulasi K
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan

137311 Akumulasi K
Penyusutan
Jalan dan
Jembatan

137312 Akumulasi K
Penyusutan
Irigasi

137313 Akumulasi K
Penyusutan
Jaringan

137411 Akumulasi K
Penyusutan
Aset Tetap
Lainnya

e. Jurnal Standar Penghapusan Aset Tetap dan ATB
1) Jurnal Standar Penghentian Penggunaan Aset Tetap
a) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi Aset Tetap ke akun Aset

Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

166112  Aset Tetap yang D
Tidak Digunakan
dalam Operasi
Pemerintahan

131111 Tanah K

132111 Peralatan dan K
Mesin

133111 Gedung K
dan
Bangunan

134111 Jalan dan K
Jembatan

134112 Irigasi K

134113 Jaringan K

135121 Aset Tetap Lainnya K
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b) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi akumulasi penyusutan
aset tetap ke akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
137111  Akumulasi D
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin
137211  Akumulasi D

Penyusutan Gedung
dan Bangunan

137311  Akumulasi D
Penyusutan Jalan
dan Jembatan

137312  Akumulasi D
Penyusutan Irigasi

137313  Akumulasi D
Penyusutan
Jaringan

137411  Akumulasi D

Penyusutan Aset
Tetap Lainnya

169122 Akumulasi K
Penyusutan
Aset Tetap yang
tidak digunakan
dalam Operasi
Pemerintah

2) Jurnal Standar Penghentian Penggunaan Aset Tak Berwujud
a) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi Aset Tak Berwujud ke
akun Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
166213  Aset Tak Berwujud D
yang Tidak
Digunakan dalam
Operasional

Pemerintahan

162111 Goodwill K
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162121 Hak Cipta K
162131 Royalti K
162141 Paten K
162151 Software K
162161 Lisensi K
162171 Hasil K

Kajian/Penelitian
162191 Aset Tak K

Berwujud

Lainnya

b) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi akumulasi Amortisasi
Aset Tak Berwujud ke akun Akumulasi Penyusutan Aset Tak

Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

169311 Akumulasi D
Amortisasi Aset Tak
Berwujud

169312 Akumulasi D
Amortisasi Hak
Cipta

169313 Akumulasi D

Amortisasi Royalti

169314 Akumulasi D
Amortisasi Paten

169315 Akumulasi D
Amortisasi Software

169316 Akumulasi D
Amortisasi Lisensi

169317 Akumulasi D
Amortisasi Aset Tak
Berwujud Lainnya

169318 Akumulasi K
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
yang tidak
digunakan dalam
Operasional
Pemerintahan
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f. Jurnal Standar Penjualan Aset Tetap/ATB
1) Jurnal Standar untuk mencatat pendapatan dari penjualan Aset
Tetap/ATB dari Sumber Dana DIPA Rupiah Murni

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
219711 Utang Kepada D 313121 Diterima dari D
KUN Entitas Lain
425121 Pendapatan dari K 425121 Pendapatan dari K
Penjualan Penjualan
Tanah, Gedung Tanah, Gedung
dan Bangunan dan Bangunan
425122 Pendapatan dari K 425122 Pendapatan dari K
Penjualan u Penjualan
Peralatan dan Peralatan dan
Mesin Mesin

2) Jurnal Standar untuk mencatat penyetoran kas ke Kas Negara dari
penjualan Aset Tetap / ATB dari sumber dana DIPA Rupiah Murni

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

596311 Penyetoran PNBP D
oleh BLU ke Kas
Negara

313121 Diterima K
dari Entitas
Lain

3) Jurnal Standar untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan Aset
Tetap/ATB dari sumber dana DIPA-PNBP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
219721 Utang Kepada kas D 111914 Kas dan Bank - D
BLU BLU yang belum
disahkan
424931 Pendapatan BLU K 424931 Pendapatan K
Lainnya dari BLU Lainnya
Penjualan Tanah dari Penjualan
BLU Tanah BLU
424932 Pendapatan BLU K 424932 Pendapatan K
Lainnya dari BLU Lainnya
Penjualan dari Penjualan
Gedung dan Gedung dan

Bangunan BLU Bangunan BLU



424933

424934

424939

4) Jurnal Standar untuk mencatat pengesahan penerimaan kas dari
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Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan
Peralatan dan
Mesin BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan Aset
Tetap Lainnya BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan BMN
Lainnya BLU

K

K

K

424933

424934

424939

Pendapatan
BLU Lainnya
dari
Penjualan
Peralatan dan
Mesin BLU

Pendapatan
BLU Lainnya
dari
Penjualan
Aset Tetap
Lainnya BLU

Pendapatan BLU
Lainnya dari
Penjualan BMN
Lainnya BLU

penjualan Aset Tetap/ATB dari sumber dana DIPA-PNBP

Buku Besar Kas

D/K

111911

111914

Buku Besar Akrual

Kas dan Bank -
BLU

Kas dan Bank -
BLU yang
belum disahkan

D/K

D

K

5 Jurnal Standar untuk mencatat penghapusan Aset Tetap/ATB dan
akumulasi
Tetap/ATB

penyusutan/amortisasinya atas transaksi penjualan Aset

a. Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi nilai perolehan Aset Tetap/
Aset Tak Berwujud

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
596111  Kerugian D
Pelepasan Aset
131111 Tanah K
132111 Peralatan K
dan Mesin
133111 Gedung dan K

Bangunan
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134111 Jalan dan K

Jembatan
134112 Irigasi K
134113 Jaringan K
162111 Goodwill K
162121 Hak Cipta K
162131 Royalti K
162141 Paten K
162151 Software K
162161 Lisensi K
162171 Hasil K

Kajian/Penelitian
162191 Aset Tak K

Berwujud

Lainnya

b. Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi nilai akumulasi penyusutan

Aset Tetap dan amortisasi ATB

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
137111  Akumulasi D
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin
137211 Akumulasi D

Penyusutan Gedung
dan Bangunan

137311 Akumulasi D
Penyusutan Jalan
dan Jembatan

137312  Akumulasi D
Penyusutan Irigasi

137313  Akumulasi D
Penyusutan
Jaringan

169311 Akumulasi D

Amortisasi Aset
Tak Berwujud
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169312 Akumulasi D
Amortisasi Hak
Cipta

169313 Akumulasi D
Amortisasi Royalti

169314 Akumulasi D
Amortisasi Paten

169315 Akumulasi D
Amortisasi
Software

169316 Akumulasi D
Amortisasi Lisensi

169317 Akumulasi D
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
Lainnya

596111 Kerugian K
Pelepasan Aset

g. Jurnal Standar Pertukaran/Hibah Keluar Aset Tetap/ATB
1) Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi nilai buku Aset Tetap/ATB

pertukaran/hibah keluar

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
596111 Kerugian D
Pelepasan Aset
131111 Tanah
132111 Peralatan dan K
Mesin
133111 Gedung dan K
Bangunan
134111 Jalan dan K
Jembatan
134112 Irigasi K
134113 Jaringan K
162111 Goodwill K
162121 Hak Cipta K
162131 Royalti K
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162141
162151
162161
162171

162191

3) Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi nilai akumulasi penyusutan

Aset Tetap dan amortisasi ATB atas pertukaran/hibah keluar

Buku Besar Kas D/K

137111

137211

137311

137312

137313

169311

169312

169313

169314

169315

Paten
Software
Lisensi

Hasil Kajian/
Penelitian
Aset Tak

Berwujud
Lainnya

Buku Besar Akrual

Akumulasi
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin

Akumulasi
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan

Akumulasi
Penyusutan Jalan
dan Jembatan

Akumulasi
Penyusutan Irigasi

Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

Akumulasi
Amortisasi Aset
Tak Berwujud

Akumulasi
Amortisasi Hak
Cipta

Akumulasi
Amortisasi Royalti

Akumulasi
Amortisasi Paten

Akumulasi
Amortisasi
Software

A X X X

D/K

D
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169316 Akumulasi D
Amortisasi Lisensi

169317 Akumulasi D
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
Lainnya

596111 Kerugian K
Pelepasan Aset

h. Jurnal Standar untuk mencatat koreksi Nilai Aset Tetap dan ATB
1) Jurnal Standar untuk mencatat Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap dan
ATB karena adanya inventarisasi dan penilaian

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
131111 Tanah D
132111  Peralatan dan D

Mesin
133111  Gedung dan D
Bangunan
134111  Jalan dan D
Jembatan
134112  Irigasi D
134113  Jaringan D
162111  Goodwill D
162121  Hak Cipta D
162131  Royalti D
162141  Paten D
162151  Software D
162161  Lisensi D
162171 Hasil D
Kajian/Penelitian
162191  Aset Tak D
Berwujud Lainnya
391114 Revaluasi Aset K

Tetap dan ATB
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2) Jurnal Standar untuk mencatat eliminasi akumulasi penyusutan dan
amortisasi karena koreksi tambah nilai Aset Tetap dan ATB karena

adanya inventarisasi dan penilaian terhadap akumulasi penyusutan

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

391114 Revaluasi Aset D
Tetap dan ATB

137111 Akumulasi K
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin

137211 Akumulasi K
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan

137311 Akumulasi K
Penyusutan
Jalan dan
Jembatan

137312 Akumulasi
Penyusutan
Irigasi K

137313 Akumulasi K
Penyusutan
Jaringan

169311 Akumulasi K
Amortisasi Aset
Tak Berwujud

169312 Akumulasi K
Amortisasi Hak
Cipta

169313 Akumulasi K
Amortisasi
Royalti

169314 Akumulasi K
Amortisasi Paten

169315 Akumulasi K
Amortisasi
Software
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169316 Akumulasi K
Amortisasi
Lisensi

169317 Akumulasi K
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
lainnya

3) Jurnal Standar untuk mencatat Koreksi Tambah Nilai Aset

Tetap dan ATB BLU karena adanya koreksi aset non revaluasi

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
131111 Tanah D
132111 Peralatan dan D

Mesin
133111 Gedung dan D
Bangunan
134111 Jalan dan D
Jembatan
134112 Irigasi D
134113 Jaringan D
391116 Koreksi Nilai K
Aset Tetap
Non
Revaluasi

162111 Goodwill
162121 Hak Cipta
162131 Royalti
162141 Paten
162151 Software
162161 Lisensi

o O U U U U O

162171 Hasil Kajian
Penelitian
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162191 Aset Tak D
Berwujud
Lainnya

391118 Koreksi Nilai K
Aset Lainnya
Non Revaluasi

4) Jurnal Standar untuk mencatat akumulasi dan amortisasi
akibat adanya koreksi aset non revaluasi terhadap

akumulasi/Zamortisasi penyusutannya

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

391116 Koreksi Nilai D
Aset Tetap Non
Revaluasi

137111 Akumulasi K
Penyusutan
Peralatan
dan Mesin

137211 Akumulasi K
Penyusutan
Gedung
dan
Bangunan

137311 Akumulasi K
Penyusutan
Jalan dan
Jembatan

137312 Akumulasi K
Penyusutan
Irigasi

137313 Akumulasi K
Penyusutan
Jaringan

391118 Koreksi Nilai D
Aset Lainnya
Non Revaluasi

169311 Akumulasi K
Amortisasi
Aset Tak
Berwujud
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169312 Akumulasi K
Amortisasi
Hak Cipta

169313 Akumulasi K
Amortisasi
Royalti

169314 Akumulasi K
Amortisasi
Paten

169315 Akumulasi K
Amortisasi
Software

169316 Akumulasi K
Amortisasi
Lisensi

169317 Akumulasi K
Amortisasi
Aset Tak
Berwujud
Lainnya

Jurnal standar untuk mencatat Penyesuaian Beban Penyusutan Aset
Tetap/Amortisasi ATB

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

591111 Beban D
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin

137111 Akumulasi K
Penyusutan
Peralatan dan
Mesin

591211 Beban Penyusutan D
Gedung dan
Bangunan

137211 Akumulasi K
Penyusutan
Gedung dan
Bangunan
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591311

137311

591312

137312

591313

137313

591411

137411

592221

169121

592222

169122

Beban Penyusutan
Jalan dan
Jembatan

Akumulasi
Penyusutan
Jalan dan
Jembatan

Beban Penyusutan
Irigasi

Akumulasi
Penyusutan
Irigasi

Beban Penyusutan
Jaringan

Akumulasi
Penyusutan
Jaringan

Beban Penyusutan
Aset Tetap Lainnya

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Lainnya

Beban Penyusutan
Aset Lain-lain

Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-lain
Beban Penyusutan
Aset Tetap yang
tidak Digunakan
dalam Operasi
Pemerintah
Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap yang tidak
Digunakan
dalam Operasi
Pemerintah
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592111

169311

592112

169312

592113

169313

592114

169314

592115

169315

592116

169316

592117

Beban Amortisasi
Goodwill

Akumulasi
Amortisasi Aset
Tak Berwujud

Beban Amortisasi
Hak Cipta

Akumulasi
Amortisasi Hak
Cipta

Beban Amortisasi
Royalti

Akumulasi
Amortisasi
Royalti

Beban Amortisasi
Paten

Akumulasi
Amortisasi Paten

Beban Amortisasi
Software

Akumulasi
Amortisasi
Software

Beban Amortisasi
Lisensi

Akumulasi
Amortisasi
Lisensi

Beban Amortisasi
Aset Tak Berwujud
Lainnya
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169317 Akumulasi K
Amortisasi Aset
Tak Berwujud
Lainnya

«Jurnal Standar Transaksi Kewajiban BLU

a. Jurnal Standar Untuk Mencatat Penerimaan Kas Dari Utang

BLU

1) Jurnal Standar mencatat penerimaan kas dari Utang Usaha

BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111826 Kas Lainnya di BLU D
|

212122 Utang Usaha K

2) Jurnal Standar untuk mencatat Reklasifikasi Pinjaman Uang
Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Pinjaman Uang

Jangka Panjang

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
221121 Utang Perbankan D
Jangka Panjang BLU
221929 Utang Jangka D
Panjang Dalam Negeri
Lainnya BLU
212122 Utang K
Usaha

b. Jurnal Untuk Mencatat Utang Kepada Pihak Ketiga BLU
1) Jurnal Standar untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga
BLU atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Utang secara

Non Tunai alokasi dana DIPA PNBP

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
525111 Beban Gaji dan D
Tunjangan

525112 Beban Barang
525113 Beban Jasa
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525114 Beban Pemeliharaan D

5251]5 Beban Perjalanan D

525119 Beban Penyediaan D
Barang dan Jasa BLU
Lainnya

117911 Persediaan yang Belum D
Diregister

131211 Tanah Belum Diregister D

132211 Peralatan dan Mesin D
Belum Diregister

133211 Gedung dan Bangunan D
Belum Diregister

134211 Jalan dan Jembatan D
Belum Diregister

134212 Irigasi Belum Diregister D

134213 Jaringan Belum D
Diregister

136111 Konstruksi Dalam D
Pengerjaan

166411 Aset Lainnyayang D
Belum Diregister

212121 Utang Kepada K

Pihak Ketiga BLU

2) Jurnal Standar untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga
BLU atas diterimanya Dana Titipan Pihak Ketiga

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111826 Kas Lainnya di BLU D

212193 Dana Pihak Ketiga K
BLU

c. Jurnal Standar Untuk Mencatat Utang Pajak Bendahara

Pengeluaran Yang Belum Disetor

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111826 Kas Lainnya di BLU D

219961 Utang Pajak K
Bendahara



pengeluaran yang
Belum Disetor

d. Jurnal Standar Untuk Mencatat Pengakuan Utang Jangka

Panjang BLU

1) Jurnal Standar untuk mencatat penerimaan kas dari Utang

Jangka Panjang BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
219721 Utang Kepada D 111914 Kas dan Bank- D
kas BLU BLU yang belum

disahkan
711711 Penerimaan K 221121 Utang Perbankan K
Pembiayaan Jangka Panjang
Utang BLU
Perbankan
Jangka

Panjang BLU

711719 Penerimaan K 221929 Utang Jangka K
Pembiayaan Panjang
Utang Jangka Dalam Negeri
Panjang Dalam Lainnya BLU
Negeri Lainnya
BLU

2) Jurnal Standar untuk mencatat Pengesahan Utang Jangka

Panjang BLU
Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

111911 Kas dan Bank - BLU D

111914 Kas dan Bank - K
BLU yang belum
disahkan

3) Jurnal Standar untuk mencatat penyelesaian/pelunasan

Utang Jangka Panjang BLU secara kas

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
721611 Pengeluaran D 221121 Utang Perbankan D
Pembiayaan Jangka Panjang

Pelunasan Utang BLU
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“1

Perbankan
Jangka Panjang
BLU

721619 Pengeluaran D 221929 Utang Jangka D
Pembiayaan Panjang Dalam
Pelunasan Utang Negeri Lainnya BLU
Jangka Panjang
Dalam Negeri
Lainnya BLU

115631 Piutang dari K 111914 Kas dan Bank - K

Kas BLU BLU yang belum

disahkan
4) Jurnal Standar untuk mencatat pengeluaran kas untuk

Penyelesaian/Pelunasan Utang Jangka Panjang BLU

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K
111914 Kas dan Bank - D
BLU yang belum
disahkan
111911 Kas dan Bank - K
BLU

5) Jurnal Standar untuk mencatat reklasifikasi bagian lancar

Utang Jangka Panjang

Buku Besar Kas D/K Buku Besar Akrual D/K

221121 Utang Perbankan D
Jangka Panjang
BLU

221929 Utang Jangka D
Panjang Dalam
Negeri Lainnya
BLU

212122 Utang Usaha K
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SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN DAN ASET TETAP

Sistem akuntansi persediaan, aset tetap dan aset tak berwujud
merupakan prinsip dasar, konvensi, aturan dan praktik-praktik
tertentu yang dipakai dalam menyusun dan menyajikan laporan
tentang persediaan aset tetap dan aset tak berwujud untuk
keperluan manajemen. Sistem ini menyajikan informasi tentang
kebijakan dan prosedur persediaan, aset tetap, dan aset tak

berwujud serta pengelolaan aset tetap.

Saat ini ATKP Medan masih menggunakan sistem yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

untuk menghasilkan laporan persediaan aset tetap dan aset tak

berwujud.

A Prosedur Persediaan dan Aset Tetap
1 Prosedur Persediaan
a. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Persediaan

1 Dokumen sumber yang digunakan dalam penatausahaan
persediaan terdiri dari:

a) Laporan Penerimaan Barang (LPB)

Merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk
mencatat semua transaksi pembelian persediaan yang

diterima oleh petugas gudang. Terdiri dari 3 rangkap, dengan

rincian :
(1) Lembar 1 untuk arsip gudang;

(20 Lembar 2 untuk petugas akuntansi / SIMAK-
BMN;

()] Lembar 3 untuk Bendahara Pengeluaran.
b) Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)

Merupakan dokumen sumber yang digunakan untuk



mencatat semua transaksi pengeluaran persediaan dari

gudang. Terdiri dari 3 rangkap, dengan rincian :
Q) Lembar 1 untuk arsip gudang;

(20 Lembar 2 untuk petugas akuntansi / SIMAK-
BMN;

3 Lembar 3 untuk Bagian Pengadaan.

2 Penanggung Jawab

a)

b)

Petugas Gudang, bertanggung jawab terhadap:

Q) Penerimaan dan pengeluaran barang persediaan dari
gudang;

2 Menyesuaikan kode barang persediaan berdasarkan
Peraturan yang berlaku tentang Penggolongan dan
Kodefikasi BMN Negara dimulai dengan kode golongan,
kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok, dan
kode sub-sub kelompok;

3 Menyampaikan LPB dan SPPB lembar 2 yang sudah
diisi lengkap dan diketahui KPA kepada Petugas
Akuntansi dan SIMAK BMN sebagai dasar

pencatatan/perekaman dalam aplikasi persediaan;

4) Menyampaikan LPB Lembar 3 kepada Bendahara

Pengeluaran sebagai dasar pembayaran;

5) Menyampaikan SPPB Lembar 3 kepada bagian
pengadaan sebagai dasar pengadaan barang;

6) Membuat Kartu Persediaan sebagai dasar identifikasi

masing-masing jenis persediaan,;

(7) Meminta persetujuan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebagai dasar penerimaan dan

pengeluaran barang dari gudang;

tS)] Melakukan rekonsiliasi dengan Petugas Akuntansi dan
SIMAK BMN setiap bulan.

Petugas Persediaaan, bertanggung jawab terhadap:

(1) Mencatat/merekam transaksi masuk dan keluar

persediaan dalam aplikasi persediaan berdasarkan



3)

()

LPB dan SPPB Lembar 2 yang diberikan petugas
gudang;

Mencetak buku persediaan;

Melakukan rekonsiliasi dengan petugas gudang dan
membuat Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulan;

Melakukan pengiriman data persediaan ke aplikasi
SIMAK-BMN;

Mencetak Laporan persediaan setiap semester dan

tahunan;

c) Bagian Pengadaan:

@)

2

Melakukan pengadaan barang persediaan berdasarkan

posisi SPPB Lembar 3 yang diberikan petugas barang;

Menyampaikan hasil pengadaan barang kepada
petugas gudang untuk dicatat dalam LPB dan

disimpan digudang.

d Bendahara Pengeluaran:

Melakukan pembayaran berdasarkan LPB lembar 3 yang

diserahkan petugas gudang.

e) Kuasa Pengguna Anggaran:

@)

Memberikan persetujuan terhadap penerimaan dan
pengeluaran barang dalam LPB dan SPPB setelah

dilakukan pengecekan petugas gudang;

Bertanggung jawab terhadap laporan persediaan

triwulan, semester atau tahunan:;

Melakukan atau menunjuk Pejabat untuk melakukan
stock opname.

Teknis Pelaksanaan
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DIAGRAM ALUR PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
PETUGAS GUDANG PETUGAS AKUNTANSI PERSEDIAAN

Petugas gudang menerima barang dari rekanan berdasarkan

pengadaan;

Petugas gudang melakukan pengecekan terhadap barang
yang diterima dari segi jenis, spesifikasi, jumlah dan kondisi

berdasarkan inwvoice',

Apabila berdasarkan pengecekan barang tidak sesuai,

barang akan di kembalikan kepada rekanan;

Apabila berdasarkan pengecekan barang sesuai, petugas



gudang membuat Berita Acara Serah Terima Barang
dilampiri LPB rangkap 3 yang telah disetujui KPA atau

Pejabat yang mewakili;
LPB terdiri dari 3 rangkap dengan rincian:

(1) Lembar 1digunakan petugas gudang untuk dicatat dalam

Kartu Persediaan dan diarsipkan;

(2) Lembar 2 diberikan kepada petugas akuntansi sebagai

dasar perekaman pada aplikasi persediaan;

(3) Lembar 3 diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai dasar pembayaran tagihan rekanan.

LAPORAN PENERIMAAN BARANG (LPB>

K«i®t«isr. L«ab*g» Ker.«t«ic Peteitagar. NOLPB

UnitElion 1 BPSDM PtdMfeunf NantPA-gar.

Kmiet Sitke ATKP Mala:: Typt

Alaaa: . 'i P«;«binpnXo0S5 T njjii K«dEirj
No txivoiM

NO KoDI BARANG VRAIANBARANG QT\  vVnwN ' MLUIKVPLUf) UTNIANGAN
i
i
ii:

DEUX? OLEK:---- DIPERIKSA OLEH—- " OLEH

BAGIANGUDANG) IKASUBAG KABAGTY .KEPALAATKP KPA)

*) CORET SALAK SATV
LEMBAR i = BACAAN OUDANO UNTUK ARS3> LEVBAR 2 = BAHAN PE :BUKUANOPEPATOR)

LEMEAR 3 = BENDAHARA PENGELUARAN

Barang yang telah sesuai disimpan digudang;

Apabila ada permintaan barang dari unit kerja lain, petugas

gudang mengeluarkan barang dimaksud;

Petugas gudang mencatat pengeluaran barang pada SPPB
rangkap 3 yang telah disetujui KPA atau Pejabat yang
mewakili;
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SPPB terdiri dari 3 rangkap, dengan rincian :

(1) Lembar 1 digunakan petugas gudang untuk dicatat dalam

Kartu Persediaan dan diarsipkan,;

(2) Lembar 2 diberikan kepada petugas akuntansi sebagai

dasar perekaman pada aplikasi persediaan;

(3) Lembar 3 diberikan kepada bagian pengadaan.

SIRAT PERINTAH PENGELUARAN BAKUNG (SPPB)

Kimtcittuc. Laeabtfa Pttfe&bsnffta N'O SPPB
UrilEmk81 BPSDM PfirfcMtur.gai: UNIT PEMINTA
Kijc :oi Sttkar ATKP M%din type
Almu JL P«Msbca;sr>*o S5 TGL SPPB

NO KODr MRttDUAS LTLAIAN PERSEDIAAN w NAR AN NILAI (RUPIAH) HTHUNOAN
1

i

A

dit

DIEUA. OLEH DIPERIKSA OLEK “ ENTnCfCCBI—

(BAGIAN GUDANG) (KASUBAG KABAGTU) KEPALA ATKP KPA)

+) CORET SALAH SATU'

LEMBAR 11 BAGIANOUDANOUNTUK ARSIP LEMBAR’ - BAGIAN'PEMBUKUAN OPERATOR)

LEMBAR 3= BAGIAN PENGADAAN

Berdasarkan LPB dan SPPN, petugas gudang mencatat

dalam

kartu persediaan;

KARTU PERSEDIAAN

| NAMA SATKER ATKP MEDAN
KODE SATKER «llf»
UNIT ESELON 1 BPSDMP

NALIA PERSE DIAAN

KODE PERSEDIAAN
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Petugas gudang merekap kartu persediaan dalam buku
gudang;

Petugas akuntansi merekam masuk dan keluar barang
persediaan dalam aplikasi persediaan berdasarkan LPB dan
SPPB lembar2;

Petugas Akuntansi mencetak Buku Persediaan setiap bulan
untuk di rekonsiliasi dengan buku gudang dan membuat
Berita Acara Rekonsiliasi;

Hasil Rekonsiliasi dicocokkan dengan pencatatan bendahara
pengeluaran terkait pembelian barang persediaan dan
pencatatan bagian pengadaan;

Setiap 6 bulan sekali, KPA atau pejabat yang ditunjuk
melakukan stock opname persediaan dan membuat Berita
Acara Stock Opname;

Menyesuaikan hasil stock opname berdasarkan Berita Acara
Stock opname kedalam aplikasipersediaan;

Petugas Akuntansi mencetak Laporan Persediaan. Buku

Persediaan dan Laporan Rincian Persediaan setiap semester

dan tahunan;

Petugas Akuntansi mengirim data persediaan ke SIMAK-
BMN.

b. Prosedur Stock Opname Persediaan

1)

Objek Stock Opname

Objek stock opname meliputi semua jenis persediaan yang dimiliki

oleh Satker/UPT baik yang ada di dalam gudang penyimpanan

maupun di luar gudang penyimpanan.

Proses Awal Stock Opname

a)

b)

Dilakukan survey pendahuluan ke lokasi untuk melihat
kondisi penataan barang digudang, serta prosedur & proses

penerimaan dan pengeluaran barang.

Memperkirakan setiap tahap perhitungan dan

merencanakan pelaksanaan opname yang dijalankan.



4)

d)
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Pemetaan layout setiap gudang untuk penentuan area-area.

Penentuan jadwal pelaksanaan stock opname dan
penyusunan team serta berkoordinasi dengan bagian
lainnya.

Persiapan

a)

Membuat daftar petugas stock opname yang meliputi petugas
yang ditunjuk, pemandu gudang, petugas cross check dan

koordinator pelaksana.

Melakukan meeting koordinasi dengan semua pihak terkait
untuk menjelaskan prosedur cut-off, penataan barang oleh
pihak gudang selambatnya tiga hari kerja sebelum

pelaksanaan stock opname.

Mengusulkan rencana stock opname secara tertulis dan
lengkap kepada Kepala Kantor/UPT selambatnya 2 minggu
atau 12 hari kerja sebelum pelaksanaan stockopname.

Koordinator harus memastikan bahwa kepala gudang telah
mempersiapkan susunan dan letak barang untuk

memperlancar stockopname.

Dokumen pendukung opname harus sudah dipersiapkan

sebelum opname dimulai.

Prosedur Cut-Off / Pisah Batas

a)

Koordinator SO harus memastikan bahwa:

(1) Seluruh SPPB (pengambilan barang) yang sudah
keluardari gudang sampai dengan Cut-Off Date, sudah
dicatat/diinput dalam aplikasi persediaan;

2 Seluruh SPPB (pengambilan  barang) yang belum
keluar sampai dengan Cut-Off Date tidak

dicatat/diinput dalam aplikasi persediaan;

3 Seluruh LPB yang barangnya sudah diterima sampai
dengan Cut-Off Date sudah dicatat/ diinput dalam
aplikasi persediaan;

4) Seluruh LPB yang barangnya belum diterima sampai

dengan Cut-Off Date tidak dicatat/diinput dalam
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aplikasi persediaan.

b) Setelah semua diatas dapat dipastikan, cetak seluruh data
dan saldo stock pada per Cut-Off Date.

Saat Stock Opname

a) Petugas koordinator opname hadir lebih awal di lokasi
opname guna mengatur dan meninjau, petugas opname
harus sudah siap pukul 08.00 sampai istirahat (dengan
ketentuan perhitungan stockitem barang sudah selesai serta
cocok dan koordinator berhak untuk menghentikan pada
jam istirahat, setelah istirahat dilanjutkan opname sampai

dengan pukul 15.00;

b) Petugas opname selama pelaksanaan opname tidak
diperkenankan meninggalkan lokasi tanpa seijin koordinator

opname.
Teknis Penghitungan

a) Perhitungan dilakukan sekali oleh 1 team yang berada pada
area yang telah ditentukan koordinator opname berdasarkan
layout gudang (1 team terdiri: 1 orang pencatat dan 1 orang
penghitung);

b) Item barang yang kondisi sudah terbuka packing-nya
(eceran) dihitung secara detail dan penuh, sedangkan yang
masih tersegel (atau set) dilakukan sampling dalam 1

packing (per set) untuk dihitung penuh.
Barang Yang Keluar Dan Datang Saat Stock Opname

a) Selama pelaksanaan SO tidak diperkenankan pengambilan
pada malam hari, untuk pemakaian pada malam hari harus
sudah dipersiapkan pada siang hari maksimum pukul 14.00
dan memastikan bahwa pengambilan barang untuk
keperluan produksi pada hari SO harus sudah dihitung
terlebih dahulu (Bon Barang) dan hasil hitungannya cocok.
Pengambilan barang boleh dilakukan setelah mendapat ijin

kepala gudang dan petugas cross-check;

b) Memastikan barang yang masuk pada hari SO tidak boleh
dihitung dan ditempatkan terpisah dari objek penghitungan.



8)

Hasil Stock Opname

a)

b)

Dibuatkan laporan hasil stock opname oleh team;

Hasil opname yang berupa angka-angka hasil perhitungan
fisik akan dibandingkan dengan saldo cut-off, perbedaan
yang timbul akan disampaikan dan diputuskan oleh Kepala
Kantor/UPT untuk dicatat sebagai penyesuaian.

Format Berita Acara Stock Opname fisik.

Berita Acara Stock Opname Persediaan
NOMOK: .

Pada hari ini ......... tanggal ............ 1AM e, telah dilaksanakan stock.
ggrrw&wte Iplerlsed|aan pgaa Kantor/S]at ] dengan%ask| sebagal

No  Jenis Barang Buktz Pers ?iaan Stock Seli?ih

1 Jumla 8 r&ﬁ% (Jumlah)

%

Tidak tendapat/terdapat selisih. perhitungan dan pencatatan antara buku
plerseé?aan %n pem%% saanhhglﬁ (stoc% opnam&.

Terdapat SeliSih Karena ..........cccoouerrrvvvvvvmmmmmnmssnssssssssssssnnnns
Hasil Stock Opname harus disesuaikan/direkam dalam aplikasi persediaan.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Opname Fisik Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
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c. Prosedur Penerimaan Persediaan Melalui Hibah

Transaksi

1. Menerima Aset Tetap/ Aset Kasubbag

Lainnya yang disertai dengan Kepegawaian

BAST/dokumen lainnya yang dan Umum

dipersamakan dokumen
penerimaan barang persediaan

dari donor/pemberi hibah

2. Melakukan verifikasi atas PPK
kuantitas fisik barang
persediaan dibandingkan
dengan BAST atau dokumen
lain yang dipersamakan. Jika
tidak sesuai dikembalikan
kepada petugas aset/pemberi
hibah, dan bila sesuai
selanjutnya direkam pada
aplikasi Persediaan

3. Merekam transaksi hibah Petugas

masuk barang persediaan pada SIMAK-BMN

menu Transaksi > Perolehan
BMN > Hibah Masuk. Dengan
memperhatikan:
. Menggunakan nomor
dokumen penerimaan

hibah (BAST) berupa Aset

Tetap/Aset Lainnya dari
donor sebagai nomor
dokumen

. Menggunakan tanggal

dokumen penerimaan

hibah berupa Aset

Tetap/Aset Lainnya dari

donor sebagai tanggal
dokumen dan tanggal
buku

. Mencatat nilai barang
persediaan dari hibah

masuk sesuai dokumen

penerimaan hibah berupa
Aset Tetap/Aset Lainnya dari

donor

4. Mencetak Register Transaksi

Harian pada menu Hibah Masuk

Dokumen
Dokumen penerimaan

hibah berupa barang
persediaan dari donor
antara lain:
- Naskah Perjanjian
Hibah
- Register Hibah dari
DJPPR
- BAST Barang
Persediaan dari
Hibah
- Persetujuan
SP3HL-BJS dari
DJPPR
- Persetujuan MPHL-

BJS dari KPPN

Register Transaksi

Harian (RTH) atas



- 323 -

No Transaksi Pic Dokumen
transaksi Hibah
Masuk
5. Melakukan verifikasi Registrasi 1 Register Transaksi
Transaksi Harian dengan Harian (RTH)
dokumen penerimaan hibah 2. Dokumen penerimaan
berupa Aset Tetap/Aset Lainnya hibah berupa barang
dari donor persediaan dari donor

2. Prosedur Aset Tetap

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Aset Tetap Melalui Pembelian

No Transaksi PIC Dokumen
1. Menerima barang aset tetap/aset Kwitansi pembelian,
lainnya yang disertai dengan BAST,SPM/SP2D

kwitansi/BAST/dokumen lainnya
yang dipersamakan
2. Melakukan verifikasi atas

kuantitas fisik aset tetap/aset

lainnya dibandingkan dengan

kwitansi. Jika tidak sesuai
dikembalikan kepada petugas
pengadaan, dan bila sesuai

selanjutnya direkam pada aplikasi
SIMAK-BMN
3. Merekam transaksi pembelian

asset tetap/aset lainnya pada

menu Transaksi > Perolehan

BMN > Pembelian, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

e Menggunakan nomor Kkwitansi/
BAST sebagai nomor dokumen

e Menggunakan tanggal kwitansi/
BAST sebagai tanggal dokumen

e Menggunakan tanggal SPM/SP2
D sebagai tanggal buku

e Mencatat data detail SPM/SP2D
dalam rangka pengadaan barang
tersebut

e Mencatat nilai barang aset
tetap/aset lainnya sesuai harga

bruto (termasuk pajak) pada



Prosedur Akuntansi
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Transaksi

kolom nilai aset per item

Mencetak Register Transaksi Harian
pada menu Pembelian

Melakukan verifikasi Registrasi
Transaksi Harian dengan dokumen
daftar kwitansi/BAST untuk
memastikan kebenaran perekaman

data.

Masuk

No

Transaksi
Menerima barang Aset Tetap/Aset

Lainnya vyang disertai dengan

BAST/dokumen lainnya yang
dipersamakan dokumen penerima

an Aset Tetap/Aset Lainnya dari

satker lain dalam Pemerintah
Pusat
Melakukan verifikasi atas

kuantitas fisik Aset Tetap/Aset

Lainnya dibandingkan dengan
BAST dengan BAST atau dokumen
lain yang dipersamakan. Jika
tidak sesuai dikembalikan kepada
petugas aset, dan bila sesuai
selanjutnya direkam pada aplikasi
SIMAK-BMN

Merekam transaksi transfer masuk
Aset Tetap/Aset Lainnya pada
menu Transaksi > Perolehan BMN
>Transfer Masuk,dengan
hal-hal

memperhatikan sebagai

berikut:

. Perekaman transaksi Transfer
Masuk Aset Tetap/Aset

Lainnya menggunakan ADK

yang diperoleh dari satker

PIC Dokumen

Register Transaksi
Harian (RTH) atas
transaksi Pembelian

2. Register Transaksi Harian

(RTH)

3. Daftar Kwitansi/BAST

Penerimaan Aset Tetap Melalui Transfer

PIC Dokumen

Dokumen penerimaan Aset
Tetap/Aset Lainnya dari satker

lain
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No Transaksi PIC Dokumen
pemberi Aset Tetap/Aset

lainnya

. Pastikan ADK yang diterima
telah sesuai setup kode satker
penerima Aset Tetap/Aset
Lainnya

. Setelah proses transfer masuk
ADK berhasil, pastikan detail
barang pada ADK telah sesuai
dengan dokumen penerimaan

Aset Tetap/Aset Lainnya

4. Mencetak Register Transaksi Harian Register Transaksi Harian (RTH)
pada menu Transfer Masuk atas transaksi Transfer Masuk
5. Melakukan verifikasi Registrasi 1. Register TransaksiHarian
Transaksi Harian dengan (RTH)
dokumen penerimaan Aset 2. Dokumen penerimaan
Tetap/Aset Lainnya dari satker barang persediaan dari
lain satker lain

c. Prosedur Akuntansi Penerimaan Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui
Mekanisme Konstruksi Dalam Pengerjaan

No Transaksi PIC Dokumen
1. Mencatat tiap-tiap SPM/SP2D Kwitansi pembelian. BAST,
dalam rangka pengadaan Aset SPM/SP2D

Tetap/Aset Lainnya melalui termin

2. Pencatatan tiap-tiap SPM/SP2D
dimaksud dilakukan melalui
Menu Transaksi KDP

3. SPM/SP2D pertama kali dalam
rangka pengadaan aset tetap/aset
lainnya dengan termin dilakukan
melalui menu Transaksi KDP >
Perolehan KDP

4. SPM/SP2D berikutnya sampai
dengan SPM/SP2D 100% dalam
rangka pengadaan aset tetap/aset
lainnya dengan termin dilakukan
melalui menu Transaksi KDP >
Pengembangan KDP

5. Setelah ada SPM/SP2D 100%
pengadaan dalam rangka pengada

an aset tetap/aset lainnya dengan
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No Transaksi

termin yang telah dicatat melalui
menu Transaksi KDP> Perolehan
KDP dan Pengembangan KDP,
maka akan dilakukan pencatatan
aset tetap/aset lainnya definitive

6. Pencatatan aset tetap/aset lainnya
definitif yang berasal dari proses
KDP menggunakan menu
Transaksi BMN > Perolehan BMN
> Penyelesaian Pembangunan >
Penyelesaian Pembangunan
dengan KDP

7. Mencetak Register Transaksi
Harian pada menu Perolehan
KDP. Pengembangan KDP dan
Penyelesaian Pembangungan
dengan KDP

8. Melakukan verifikasi Registrasi
Transaksi Harian dengan
dokumen daftar kwitansi/BAST
untuk memastikan kebenaran

perekaman Data

d. Prosedur Akuntansi Pengembangan

Lainnya
Transaksi

1. Menerima serah terima pekerjaan
pengembangan atas aset tetap/aset
lainnya yang disertai dengan
kwitansi/BAST/dokumen lainnya
yang dipersamakan

2. Melakukan verifikasi atas kuantitas
pekerjaan fisik aset tetap/lainnya
dibandingkan dengan BAST. Jika
tidak sesuai dikembalikan kepada
petugas pengadaan, dan bila sesuai
selanjutnya direkam pada aplikasi
SIMAK-BMN

3. Merekam transaksi Pengembang
an Langsung Aset Tetap/Aset
Lainnya pada menu Transaksi >

Perubahan BMN>Pengembangan

PIC Dokumen

Register Transaksi Harian
(RTH) atas transaksi Perolehan
KDP. Pengembangan KDP dan
Penyelesaian Pembangunan

dengan KDP

1. Register Transaksi Harian
(RTH)
2. BAST

3. SPM/SP2D

Langsung Aset Tetap/Aset

Dokumen
BAST, Tagihan atas pekerjaan

pengembangan, SPM/SP2D
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Transaksi PIC

>Pengembangan Langsung,
dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
e Menggunakan nomor tagihan/
BAST sebagai nomor dokumen
e Menggunakan tanggal kwitansi/
BAST sebagai tanggal dokumen.
e Menggunakan tanggal
e SPM/SP2D sebagai tanggal buku
e Mencatat data detail SPM/SP2D
dalam rangka pengembangan
aset tersebut.
e Mencatat nilai pengembangan
aset tetap/aset lainnya sesuai
hargabruto (termasuk pajak)
pada kolom Nilai Aset Bertambah
Mencetak Register Transaksi Harian
pada menu Pengembangan Langsung
Melakukan verifikasi Registrasi
Transaksi Harian dengan dokumen
daftar kwitansi/BAST untuk
memastikan kebenaran perekaman

Data

Dokumen

Register Transaksi Harian
(RTH) atas transaksi

Pengembangan Langsung

1. Register Transaksi Harian
(RTH)
2. BAST

3. SPM/SP2D

e. Prosedur Akuntansi Penghapusan Aset Tetap/Aset Lainnya

No

Transaksi PIC

Melakukan inventarisasi aset

tetap/aset lainnya yang akan

dilakukan penghapusan sesuai
ketentuan;

Membentuk tim penghapusan yang
bertugas menilai kelayakan aset
yang akan dihapus

Mempersiapkan daftar barang aset

tetap/aset lainnya yang akan
diusulkan ke pengelola barang
untuk dihapuskan

Menyampaikan daftar usulan

barang yang nilainya diatas 100

Juta dan memiliki dokumen

kepemilikan akan dihapuskan

Dokumen
Daftar Penghapusan BMN
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kepada pengelola barang
(KPKNL/DJKN); Selanjutnya yang
nilai asetnya dibawah 100 juta yang
memiliki dokumen kepemilikan
akan diajukan penghapusannya ke
Sektretaris Jenderal Perhubungan;
Atas dasar daftar usulan barang
yang akan dihapuskan dimaksud,
dilakukan pencatatan penghapusan
barang pada SIMAK-BMN
Pencatatan penghapusan barang
dilakukan melalui menu Transaksi
>Penghapusan BMN>Penghapusan.
Dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
e Menggunakan tanggal setelah
terbitnya SK Penghapusan
e Menggunakan nomor daftar
sebagai nomor dokumen
e Menggunakan tanggal daftar
sebagai tanggal dokumen/
tanggal buku
Mencetak Register Transaksi Harian

pada menu Penghapusan

Melakukan verifikasi Registrasi
Transaksi Harian dengan dokumen
daftar usulaln penghapusan BMN
untuk memastikan kebenaran

perekaman data

Register Transaksi Harian

(RTH) atas transaksi

Penghapusan BMN

1. Register Transaksi Harian
(RTH)

2. Daftar Usulan

Penghapusan BMN
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f. Prosedur Akuntansi Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui
Transfer Keluar

No Transaksi PIC Dokumen
1. Melakukan inventarisasi aset Daftar BarangTransfer
tetap/aset lainnya yang akan Keluar

dilakukan transfer keluar ke satker
lain sesuai ketentuan;

2. Mempersiapkan daftar barang aset
tetap/aset lainnya yang akan
dilakukan transfer keluar

3. Atas dasar daftar barang yang akan
dilakukan transfer keluar
dimaksud, dilakukan pencatatan
transfer keluar barang pada
SIMAK-BMN

4. Pencatatan penghapusan barang
dilakukan melalui menu Transaksi
> Penghapusan BMN > Transfer
Keluar, dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

e Menggunakan tanggal setelah
terbitnya SK Penghapusan

e Menggunakan nomor daftar
sebagai nomor dokumen

e Menggunakan tanggal daftar
sebagai tanggal dokumen/

tanggal buku

5. Mencetak Register Transaksi Harian Register Transaksi Harian (RTH)
pada menu Transfer Keluar atas transaksi Transfer Keluar
6.Melakukan verifikasi Registrasi 1. Register Transaksi
Transaksi Harian dengan dokumen Harian (RTH)
daftar Transfer Keluar BMN untuk 2. Daftar Barang Yang Akan
memastikan kebenaran perekaman dilakukan Transfer Keluar

data
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g. Prosedur Akuntansi Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya Melalui
Hibah Keluar

Transaksi Dokumen
1. Melakukan inventarisasi aset Daftar Barang Hibah Keluar
tetap/aset lainnya yang akan
dilakukan transfer keluar ke

Pemda/Masyarakat sesuai
ketentuan; -

2. Mempersiapkan daftar barang aset
tetap/aset lainnya yang akan
dilakukan hibah keluar

3. Atas dasar daftar barang yang akan
dilakukan hibah keluar dimaksud,
dilakukan pencatatan hibah keluar
barang pada SIMAK-BMN

4. Pencatatan penghapusan barang
dilakukan melalui menu Transaksi
> Penghapusan BMN > Hibah
Keluar, dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

e Menggunakan tanggal setelah
terbitnya SK Penghapusan

e Menggunakan nomor daftar
sebagai nomor dokumen

e Menggunakan tanggal daftar
sebagai tanggal dokumen/

tanggal buku

5. Mencetak Register Transaksi Harian Register Transaksi Harian (RTH)
pada menu Hibah Keluar atas transaksi Hibah Keluar

6. Melakukan verifikasi Registrasi 1. Register Transaksi
Transaksi Harian dengan dokumen Harian (RTH)
daftar Hibah Keluar BMN untuk 2. Daftar Barang Yang Akan
memastikan kebenaran perekaman Dilakukan Transfer Keluar
data

Pengelolaan Aset Tetap

Pelaksanaan pengelolaan Aset Tetap dan Aset tak Berwujud
merupakan suatu rangkaian yang dimulai dari perencanaan dan
penganggaran penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan
pemusnahan dan penghapusan dimana seluruh kegiatan ditata
usahakan dengan baik disertai dengan pembinaan, pengawasan dan



~

pengendalian.dan pengelolaan aset pada ATKP Medan dilaksanakan

berdasarkan asas fungsional kepastian hukum transparansi dan

keterbukaan efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai seperti yang

ada pada gambar berikut:

Siklus Pengelolaan Aset Tetap

SIKLUS
REGULER

« Penggunaan
e Pembinaan,

Pengawasan dan

pengendalian

Pengamanan dan

Pemeliharaan

e Penatausahaan

< Penghapusan

SIKLUS
INSIDENTIL

e Pemanfaatan

< Pemindahtangan

an
e Penilaian
e Pemusnahan

1 Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Aset Tetap

Perencanaan kebutuhan aset tetap adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan aset untuk menghubungkan pengadaan
barang dan jasa yang telah lalu dengan keadaan yang sedang
berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan di masa yang
akan datang Perencanaan kebutuhan aset tetap disusun dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-
K/L) setelah memperhatikan ketersediaan aset tetap yang ada.
Perencanaan kebutuhan aset tetap tersebut berpedoman pada
standar barang standar kebutuhan dan standar harga.

Rencana kebutuhan diformulasikan dari barang-barang apa saja
yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi ATKP Medan dikurangi dengan barang-barang apa saja
yang saat itu telah tersedia dan siap digunakan. Selisih
(kekurangan) antarkebutuhan dan ketersediaan barang itulah
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yang yang selanjutnya diusulkan untuk dianggarkan dalam DIPA
baik yang bersumber dari APBN ataupun pendapatan operasional
ATKP Medan.

Perencanaan kebutuhan yang merupakan Jlangkah awal
pengelolaan aset tetap sangat penting dan berpengaruh besar
pada proses pengelolaan selanjutnya. Proses perencanaan yang
baik dengan sendirinya akan berdampak baik pula pada proses
pengelolaan secara keseluruhan, sementara perencanaan yang
tidak tepat sudah pasti akan berdampak tidak baik pada proses
pengelolaan selanjutnya.

Pengadaan aset tetap adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
berupa aset tetap yang dibiayai dengan APBN dan pendapatan
operasional ATKP Medan, baik yang dilaksanakan secara

swakelola, maupun penyedia barang/jasa.

Penggunaan aset tetap adalah kegiatan yang dilakukan oleh ATKP
Medan dalam mengelola dan menatausahakan aset tetap yang
sesuai dengan tugas dan fungsi ATKP Medan. Mekanisme
perencanaan, pengadaan dan penggunaan aset tetap secara
terperinci akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ATKP
Medan.

2. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan aset tetap adalah pendayagunaan aset tetap yang
tidak dipergunakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi ATKP Medan
dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan dan
Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dengan tidak
mengubah Status Kepemilikan.

a. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan aset tetap ATKP Medan oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Dasar pertimbangan sewa aset tetap adalah:

1 Optimalisasi aset tetap yang belum/tidak dipergunakan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.

2. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Perhubungan.
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3. Mencegah penggunaan aset tetap oleh pihak lain secara tidak

sah.

Pengelolaan sewa dalam proses penyewaaan sebagian tanah
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan oleh

ATKP Medan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Bagan pengelolaan sewa dalam proses penyewaan sebagian

tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau

bangunan oleh ATKP Medan

Objek sewa aset tetap meliputi:
1 Tanah dan /Zatau bangunan yang ldle.

2. Sebagian tanah dan/ atau bangunan.

3. Selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak yang dapat menyewa Aset Tetap meliputi:
1 Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;

3. Badan hukum lainnya,;



4.

-334-

Perorangan.

Ketentuan Sewa Aset Tetap sebagai berikut:

1 Aset tetap yang disewakan adalah aset tetap yang dalam kondisi

belum atau tidak digunakan oleh ATKP Medan atau Kementerian
Keuangan.

. Jangka waktu sewa aset tetap paling lama 5 (lima) tahun sejak

ditandanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.

. Perpanjangan jangka waktu sewa aset tetap dilakukan oleh ATKP

Medan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

. Besaran sewa aset tetap sebagian tanah dan/atau bangunan yang

berada pada ATKP Medan dan aset tetap selain tanah dan/atau
bangunan ditetapkan oleh ATKP Medan setelah mendapat

persetujuan Kementerian Keuangan.

. Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat

pada saat penandatanganan kontrak.

. Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Kementerian

Keuangan hanya dapat mengubah bentuk aset tetap tanpa
mengubah konstruksi dasar bangunan dengan ketentuan bagian

yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi aset tetap.

b. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan aset tetap antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu
berakhir aset tetap tersebut diserahkan kembali kepada

Pemerintah Pusat.
Pertimbangan Pinjam pakai aset tetap dilakukan untuk:

1 Mengoptimalkan penggunaan aset tetap yang belum/tidak
dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah
Pusat.

2. Menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Jenis Aset tetap yang dapat dipinjam pakai:

1 Tanah dan atau bangunan.
2. Selain tanah dan atau bangunan.
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Subjek Pelaksana Pinjam Pakai:
1 Pihak yang dapat meminjampakaikan aset tetap adalah ATKP
Medan dengan persetujuan Kementerian Keuangan untuk:
a. Sebagian tanah dan atau bangunan yang  status
penggunaannya ada pada ATKP Medan;
b. Aset tetap selain tanah dan atau bangunan.

2. Pihak yang dapat meminjam Aset tetap adalah Pemerintah Daerah.

Ketentuan dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Aset Tetap meliputi hal-

hal sebagai berikut:

1 Aset Tetap dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh ATKP
Medan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

2. Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjampakaikan meliputi
sebagian tanah dan/atau bangunan yang merupakan sisa dari
tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan oleh ATKP
Medan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

3. Jangka waktu peminjaman aset tetap paling lama 2 (dua) tahun
sejak di tandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat di
perpanjang.

4. Dalam hal jangka waktu peminjaman aset tetap akan
diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam
pakai dimaksud sudah terima oleh Kementerian Keuangan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai
berakhir.

5. Tanah dan/atau bangunan yang dipinjampakaikan digunakan
sesuai peruntukkan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak di
perkenankan mengubah, baik menambah dan / atau mengurangi
bentuk bangunan.

6. Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa
pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

7. Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus
mengembalikan aset tetap yang dipinjam dalam kondisi
sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian dan dituangkan

dalam berita acara serah terima.

Pengelolaan pinjam pakai yang dilaksanakan oleh ATKP Medan dapat
dilihat pada gambar berikut ini.
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Bagan Pengelolaan Pinjam Pakai yang dilaksanakan Oleh

ATKP Medan

PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG PEMERINTAH DAERAH

PENGKAJIAN -> PERMOHONAN

HWIWW —

- PENAT
PERSETUJUAN PENGAJUAN KE KPKN‘ID-I p ZT Z Z I

PELARSANAAN PINJAM PAKAI

PINJAM
PAKAI

PERJANJIAN

PENYERAHAN
ASETTETAP KEMBALI

c. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Tetap oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka
peningkatan Penerimaan ATKP Medan. Pelaksanaan pemanfaatan
aset sebagaimana dimaksud dalam PMK nomor
136/PMK.05/2016 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

1 Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum

kepada masyarakat.

2. Biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat

dibebankan pada rupiah murni APBN.

3. Aset ATKP Medan dapat digunakan sebagai dasar penerbitan
surat berharga setelah mendapatkan izin dari menteri

keuangan, dan
4. Tidak berakibat terjadinya pengalihan aset ATKP Medan
kepada pihak lain.

Pelaksanaan pemanfaatan aset pada ATKP Medan dilakukan
dengan mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) atau Kerja

Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) dan
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biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO
atau KSM dapat dibebankan pada RM-APBN. Pelaksanaan Kerja
Sama Operasional (KSO) adalah pendayagunaan Aset ATKP
Medan dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan
fungsi ATKP Medan, melalui kerja sama antara ATKP dengan
pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
Pelaksanaan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau
Manajemen (KSM) adalah pendayagunaan Aset ATKP Medan
dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber
daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari ATKP
Medan dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan
kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah,

dan manfaat ekonomi dari aset ATKP Medan.

Pelaksanaan dengan mekanisme KSO atau KSM di dalam

pemanfaatan aset bertujuan untuk:

1 Meningkatkan penyediaan pelayanan umum  kepada

masyarakat;

2. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset ATKP Medan
dan

3. Meningkatkan pendapatan ATKP Medan yang dapat
digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai
RBA.

Objek pelaksanaan KSO dan/atau KSM atas pengelolaan aset

adalah sebagai berikut:
1 KSO terhadap aset ATKP Medan;
2. KSO terhadap aset pihak lain dan;

3. KSM pada BLU dan/atau pihak lain;

dengan tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap
layanan yang dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan
oleh Direktur ATKP Medan. Pelaksanaan KSO dan/atau KSM
dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
Mitra yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1 Pemerintah daerah;

2. Badan usaha milik negara;
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Badan usaha milik daerah;
BLU:;

BLU Daerah;

o g M W

Perusahaan swasta;
7. Yayasan,

8. Koperasi; dan /atau
0. Perorangan.

KSO dan/atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian antara
Direktur ATKP Medan dengan Mitra.

Pelaksanaan perencanaan KSO dan/atau KSM adalah sebagai
berikut :

1 Direktur ATKP Medan menyusun rencana KSO dan/atau KSM
yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai
maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi
dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.

2. Analisis dan evaluasi dari aspek teknis termasuk berupa
spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO
dan/atau KSM.

3. Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan termasuk proyeksi
pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO
dan/atau KSM.

4. Analisis dan evaluasi dari aspek hukum termasuk kelengkapan
bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.

5. Rencana KSO dan/atau KSM dicantumkan dalam RBA.

Bentuk pelaksanaan KSO dan/atau KSM, adalah sebagai berikut :
1) KSO terbagi atas 2 bentuk, yaitu:
(@ KSO terhadap Aset ATKP Medan
KSO terhadap aset ATKP Medan dilakukan terhadap objek
KSO berupa:
1) Tanah dan Bangunan
Dilakukan dalam bentuk, sebagai berikut:
Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung

dan bangunan milik ATKP Medan dalam rangka
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pelaksanaan Tugas dan Fungsi ATKP Medan
selama jangka waktu tertentu yang disepakati
dalam perjanjian;

Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya di atas tanah milik ATKP
Medan, dan setelah selesai pembangunan
digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama ATKP
Medan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan
Fungsi ATKP Medan selama jangka waktu
tertentu yang disepakati dalam perjanjian
dan/ atau

Mitra mendirikan gedung dan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas
tanah milik ATKP Medan, untuk kemudian
digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan
Tugas dan Fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan
gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya kepada ATKP Medan sesuai jangka

waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pelaksanaan pemanfaatan kerjasama pemanfaatan atas
tanah dan/atau bangunan seperti pada gambar di bawah ini:
Bagan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan atas Tanah

dan/atau Bangunan
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2 Selain Tanah dan/atau Bangunan termasuk Aset tak

Berwujud yang terdiridari :

(a) Software;

(b)  Lisensi dan franchise;

(© Hasil kajian/penelitian yang memberikan
manfaat jangka panjang;

(d) Hak cipta (copyright), paten, dan hak kekayaan
intelektual lainnya;

@) Merk dagang;

(i) Karya seni yang mempunyali nilai
sejarah/budaya; dan

(@) Aset tak berwujud lainnya.

Pelaksanaan pemanfaatan Kkerjasama pemanfaatan atas

tanah dan/atau bangunan seperti pada gambar dibawah ini:

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA
PENGAJUAN USULAN r PENftKA.IIAN — PFR IAN VAN
t
PEMBENTUKAN TIM PERSETUIUAN > PELAKSANAAN KSP
PENELITIAN, PENGHITUNGAN
KONTRIBUSI TETAP DAN m PERPANJANGAN
PEMBAGIANKEUNTUNGAN
PENETAPA
I TENDERH - * N MITRA KSP SELESAI
i I
PERJA JIAN PENYERAHAN BMN
1Ir KEMBALI

PENYERAHANBMNKEMITRA

Bagan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan atas selain Tanah
dan/atau Bangunan

(b) KSO terhadap Aset Pihak Lain
KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO
berupa peralatan dan mesin milik Mitra. ATKP Medan

mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk
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selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayananan

umum ATKP Medan sesuai jangka waktu yang telah

disepakati.

2) KSM terbagi dalam 2 bentuk, yaitu:

a)

Pendayagunaan aset ATKP Medan dan/atau Mitra dalam
rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/
menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan
manajerial yang dimiliki ATKP Medan.

Pendayagunaan aset ATKP Medan dan/atau Mitra dalam
rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/
menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan

manajerial yang dimiliki Mitra.

Adapun jangka waktu pelaksanaan, kompensasi dan pemilihan Mitra

pada kerjasama pemanfaatan baik dalam bentuk pelaksanaan KSO

dan/atau KSM dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Keputusan Kerja Sama Pemanfaatan, Jangka Waktu,

Kompensasi dan Penunjukan Mitra Kerja Sama

KSO KSM
Aset ATKP MEDAN Aset Pihak ol
. ana.
Tanah dan b SOMMana) ¢ o1 pihak
anan dan bangunan . Peralatan erial ATKP :
Selain Tanah dan bangunan dan Mesin Lain
Mitra Mendayagunakan  MitraBSG Mitra BGS
Keputusan . DirekturATKP DirekturATKP . Direktur Direktu Direktu
Kerjasama Direktur ATKP Medan Medan Medan Direktur ATKP Medan ATKP ATKP ATKP
Medan Medan Medan
Jangka Waktu Max = 15 tahun Dapat diperpanjang ~ Max =30 Max =30 Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, Meperhitungk _ _
setelah dilakukan evaluasi Tahun tahun dan penyesuaian klausul dalam perjanjian an masa Max= 5 tahun Max=5 tahun
* Hanya * Hanya manfaat Dapat Dapat
berlakuuntuk  berlakuuntuk diperpanjang  diperpanjang
Ikali 1kali perjanjian an setelah an setelah
perjanjian dan tidak dapat dilakukan dilakukan
dan tidak dilakulgan evaluasi, dan evaluasi, dan
dapat perpanjanga oenyesuaian  penyesuaian
dilakukan klausul dalam  klausul dalam
Perpanjanga perjanjian perjanjian
« Dapat « Dapat
melanjutkan  melanjutkan
kerjasama  kegasama
denganKSO  dengankSO
Tanah dan  Tanah dan
Bangunan  Bangunan
K i K i tet jib) Imbal Hasil i i i i
ompensasi (g;:)ggnsam etap (wajib) Iml asi Kompensasi Kompensasi eKli)g:]z:isia;lnt:m;lp, imbal hasil, dan/atau manfaat Imbal hasil Imbalan Imbalan
tetap dan/atau tetap dan/atau Ve
imbal hasil  imbal hasil
F’\’lﬁtnrgnjukan Penunjukan langsung Lelang Lelang Penunjukan langsung, perizinan, atau lelang  Lelang Perizinan Lelang

Pelaksanaan KSO atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian, yang

paling kurang memuat:

i) Para pihak dalamperjanjian;
2) Objek KSO/KSM;
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9
10)
11)
12)
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Bentuk KSO/KSM;

Jangka waktuKSO/KSM;

Volume kegiatan;

Besaran kompensasi tetap, imbalan hasil, dan/atau bentuk
imbalan lainnya,;

Jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau
imbalan lainnya,;

Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
Terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
Sanksi;

Force majeur; dan

Penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan perjanjian pemanfaatan Aset Tetap akan dicatat oleh
Laporan Keuangan secara periodik sesuai kebijakan akuntansi Aset
Tetap yang berlaku. ATKP Medan melakukan pencatatan terhadap setiap

transaksi dari pelaksanaan pengelolaan aset pada ATKP Medan.

1)
2)

3)

Pendapatan KSO/KSM dicatat sebagai PNBP-BLU.

Peralatan dan Mesin milik Mitra tidak dicatat sebagai Aset ATKP
Medan.

Tanah milik ATKP Medan yang akan didirikan bangunan di
atasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan pada saat
penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya ATKP Medan
berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada Neraca ATKP
Medan.

Dalam keseluruhan proses di atas, Direktur ATKP Medan melakukan

pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset pada ATKP

Medan yang berada dalam penguasaannya.

3. Pengamanan dan Pemeliharaannya

Pengamanan meliputi pengaman administrasi fisik dan umum yang
berupa sertifikasi bukti kepemilikan bangunan atas nama Pemerintah
Indonesia dan disimpan oleh pengelola bukti kepemilikan selain

tanah/bangunan atas nama pengguna dan disimpan oleh pengguna.

ATKP Medan bertanggungjawab atas pemeliharaan Aset Tetap yang
dikuasainya dengan berpedoman pada Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan Barang (DKPB) yang dibebankan pada DIPA. ATKP
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Medan wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada
pada kewenangannya dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berkala. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk meneliti dan
mengevaluasi laporan dan menyusun daftar nilai pemeliharaan

tahunan sebagai bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan.
Pemindahgunaan

Pemindahgunaan merupakan suatu tindakan pengalihan kepemilikan
Aset Tetap sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan/disertakan.

Berikut ini penjelasan mengenai pemindahgunaan Aset Tetap:
a. Penjualan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap kepada

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Pertimbangan Penjualan Aset Tetap:

1) Dalam rangka optimalisasi Aset Tetap yang berlebih atau idle.

2) Karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara.

3) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Aset Tetap yang dapat dijual diantaranya:
1) Tanah dan/atau bangunan berupa:

a) Yang berada pada Kementerian Keuangan;
b) Yang status penggunaannya ada pada ATKP Medan.

2) Selain tanah dan/atau bangunan.

Ketentuan dalam Pelaksanaan Penjualan meliputi:

1) Pelaksanaan penjualan Aset Tetap tidak boleh mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan.

2) Penjualan Aset Tetap dilaksanakan dengan cara:

a) Melalui lelang, dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang- undangan;

b) Tanpa melalui lelang;

c) Aset Tetap yang bersifat khusus sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan yaitu:
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(1) Rumah Negara Golongan IlIl yang dijual kepada
penghuninya, diatur tersendiri dalam tata cara
pengalihan status rumah Negara Golongan Il menjadi
rumah Negara Golongan IlIl.

(2) Kendaraan dinas perorangan pejabat Negara yang
dijual kepada pejabat Negara.

Aset Tetap Lainnya ditetapkan lebih Ilanjut oleh

Kementerian Keuangan berdasarkan pertimbangan yang

diberikan oleh ATKP Medan dan instansi teknis terkait,

yaitu:

(1) Berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
digunakan untuk kepentingan umum;

(2) Berupa tanah yang merupakan tanah kavling yang
menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan
untuk pembangunan perumahan pegawai negeri,
sebagaimana tercantum dalam dokumen
penganggarannya,

(3) Berupa selain tanah dan/ atau bangunan yang jika
dijual secara lelang dapat merusak tata niaga
berdasarkan pertimbangan dari instansi yang
berwenang;

(4) Berupa selain tanah dan/ atau bangunan sebagai
akibat dari keadaan kahar (forcemajeure);

(5) Berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak
Lain atau Pemerintah Daerah yang dijual kepada Pihak
Lain atau Pemerintah Daerah pemilik tanah tersebut;

(6) Berupa BMN vyang ditetapkan lebih lanjut oleh
Pengelola Barang.

Tindak lanjut penjualan Aset Tetap yang tidak laku dijual

secara lelang yaitu:

(1) Dilakukan penandatanganan dalam bentuk lainnya.

(2 Dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam
bentuk lain, maka Aset Tetap tersebut dimusnahkan.

(3) Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan

dari Kementerian Keuangan.
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3) Persyaratan untuk dapat dilakukannya penjualan Aset Tetap
selain Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagai berikut:
a) Memenuhi persyaratan teknis:

(1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena
rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

(2) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi
akibat modernisasi;

(3) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi
karena penggunaan, seperti terkikis, aus dan lain-
lain  sejenisnya, atau berkurangnya barang
dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan
/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.

b) Memenuhi persyaratan ekonomis:

(1) Secara teknis lebih menguntungkan bagi Negara
apabila barang dijual, karena biaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat
yang diperoleh;

(2) Penjualan aset tetap berupa kendaraan bermotor
dinas operasional diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:

(@ Kendaraan bermotor dinas operasional hanya
dapat dijual apabila:

(1.1) Tidak akan mengganggu tugas
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kementerian lembaga yang bersangkutan,

(1.2) Telah berusia sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun ;

a) Terhitung mulai tanggal, bulan,
tahun pembuatannya, untuk
perolehan dalam kondisi baru;

b) Terhitung mulai tanggal, bulan,
tahun pembuatannya, untuk
perolehan selain tersebut pada butir
(1.2).

(b) Penjualan kendaraan motor selain tersebut butir

(1.2) dapat dilakukan apabila kendaraan

tersebut:
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(1.1) Hilang;

(1.2) Rusak berat akibat kecelakaan atau force
majeure dengan kondisi paling tinggi 30 %
(tiga puluh persen) berdasarkan
keterangan instansi yang berkompeten.

Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan Aset Tetap

berupa Tanah dan/atau Bangunan adalah:

a) Lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi tidak sesuai
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) disebabkan
perubahan tata ruang Kkota;

b) Lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan, tidak
memungkinkan  untuk digunakan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; atau

¢ Tanah dan/atau bangunan yang menurut awal
perencanaan pengadaan diperuntukkan bagi
pembangunan perumahan pegawai negeri.

Penjualan Aset Tetap berupa tanah kavling yang menurut

awal perencanaan pengadaan digunakan untuk

pembangunan perumahan pegawai negeri dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a) Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokumen
penganggaran yang menyatakan bahwa tanah tersebut
akan digunakan untuk pembangunan perumahan
pegawai negeri,

b) Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan

langsung kepada masing-masing pegawai negeri.

Subjek Pelaksana Penjualan:
a) Kementerian Keuangan untuk penjualan tanah dan/atau
dibangun;
b) Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola
Barang untuk:
(1) Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran
untuk bangunan pengganti sudah di sediakan dalam
dokumen penganggaran;

(2) Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.
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c) Kementerian Pekerjaan Umum untuk penjualan tanah
dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah
Negara Golongan IlI.
b. Tukar-menukar
Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap yang
dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
atau Pemerintah Pusat dengan pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan
nilai seimbang. Pertimbangan/alasan tukar-menukar Aset Tetap
dilakukan dalam rangka:
1) Memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan;
2) Optimalisasi penggunaan Aset Tetap;
3) Tidak tersedia dana dalamAPBN.
Objek Tukar-menukar Aset Tetap:
1) Tanah dan/atau bangunan.
a) Yang berada pada Kementerian Keuangan;
b) Yang status penggunaanya ada pada ATKP Medan.
2) Selain tanah dan/atau bangunan.
Pihak-pihak yang dapat melaksanakan tukar-menukar:
1) Kementerian Keuangan, untuk tanah dan/atau bangunan yang
berada pada Kementerian Keuangan;
2) ATKP Medan dengan persetujuan Kementerian Keuangan,
untuk:
a) Aset Tetap berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada
di ATKP Medan, akan tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota;

b) Aset Tetap selain tanah dan /atau bangunan.

Mitra tukar-menukar:

1) Pemerintahan Daerah.

2) Badan Usaha Milik Negara.

3) Badan Usaha Milik Daerah.

4) Badan Hukum milik pemerintah lainnya.

5 Swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun
perorangan

6) Pemerintah negara lain.
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c. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap dari Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada ATKP

Medan dan sebaliknya tanpa memperoleh penggantian.

Pertimbangan Hibah Aset tetap dilakukan untuk:

1) Kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan dan
pendidikan yang bersifat non-komersil.

2) Penyelenggaraan Pemerintah Negara/Daerah.

Pihak yang dapat melaksanakan hibah Aset Tetap adalah:

1) Kementerian Keuangan, untuk tanah dan/ atau bangunan.

2) ATKP Medan dengan persetujuan Kementerian Keuangan
untuk:

a) Tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan sebagai mana tercantum
dalam dokumen penganggaran;

b) Tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh dari dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

c) Sebagian tanah yang tersedia berada pada ATKP Medan.

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

1) Lembaga sosial, lembaga keagamaan,dan organisasi
kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari
instansi  teknis yang kompeten bahwa Ilembaga yang
bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud,;

2) Pemerintah Daerah.
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BAB IV
SISTEM AKUNTANSI BIAYA
A. Pengertian

Sistem Akuntansi Biaya adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan,
dan penyajian biaya pembuatan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu
serta interpretasinya. Informasi yang disajikan dalam sistem akuntansi biaya

disesuaikan dengan kebutuhan informasi manajemen.

Secara menyeluruh kegiatan dari sebuah proses akuntansi biaya adalah
sebagai berikut:

1 Menyediakan data yang diperlukan sebagai dasar perencanaan dan
pengendalian kegiatan

2. Menyediakan data biaya sebagai dasar pengambilan keputusan, baik
keputusan normal maupun keputusan khusus untuk memilih alternativ
terbaik yang harus diambil

3. Menyediakan informasi dalam dalam proses penyusunan anggaran

4. Menetapkan metode dan prosedur pengendalian baik berupa perbaikan
operasi serta program pengurangan biaya

5. Menyusun laporan biaya produksi.

Melalui Sistem Akuntansi Biaya akan dapat dihasilkan informasi tentang harga
pokok produksi, biaya satuan (unit cost) per unit layanan, dan evaluasi yang
berguna dalam perencanaan dan pengendalian. Selain itu melalui akuntansi
biaya yang disajikan, dapat digunakan untuk acuan dalam pengambilan
keputusan dan menetapkan perhitungan tarif layanan. Selanjutnya, sistem
akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:

1 Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;

2. Pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU;dan

3. Perhitungan tarif layanan BLU.
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B. Tujuan

Sistem Akuntansi Biaya bertujuan untuk menyediakan informasi biaya bagi
kepentingan manajemen guna membantu dalam mengelola organisasi atau
bagian/unit di dalamnya. Lebih detail dalam penerapannya tujuan akuntansi
biaya sebagai berikut:

1 Menentukan harga pokok.
Pada akuntansi keuangan, akuntansi biaya akan menyajikan
informasi harga pokok dalam biaya historis, sedangkan pada
akuntansi manajemen, akuntansi biaya tidak terikat kepada aturan

tertentu tetapi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen.

2. Mengendalikan biaya.
Proses pengendalian biaya diawali dengan menentukan biaya yang
harus dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk,
kemudian  akuntansi biaya melakukan analisis terhadap

penyimpangan dari biaya sesungguhnya dengan yang direncanakan.

3. Pengambilan keputusan.
Akuntansi biaya akan menyajikan informasi biaya yang berhubungan
dengan masa depan, selanjutnya informasi tersebut akan menjadi
acuan dalam pengambilan keputusan.

C. Penggolongan Biaya

Penggolongan biaya pada ATKP Medan di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1 Biaya langsung adalah biaya-biaya yang secara khusus dapat ditelusuri
atau diidentifikasi sebagai komponen langsung dari biaya layanan
berupa biaya yang digunakan untuk melakukan proses produksi
secara langsung atas suatu program dan berhubungan langsung
dengan proses penyelenggaran diklat. Dengan demikian biaya
langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai
misalnya, biaya bahan diklat, honor pengajar diklat, biaya konsumsi
peserta diklat dan lain sebagainya.

2. Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat di identifikasi
atau ditelusuri ke objek layanan dengan cara yang ekonomis,
misalnya: biaya penyusutan, gaji dan tunjangan PNS, beban
pemeliharaan gedung kantor.
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D. Biaya Per Unit Layanan (Unit Cost)
1 Pengertian

Biaya per unit layanan (unit cost) adalah besarnya biaya yang harus atau
seharusnya dibayar oleh Taruna/Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai Taruna/Peserta Diklat yang
bersangkutan menyelesaikan pendidikan dan pelatihannya.

Analisis unit cost memberi dasar formula bagi lembaga dalam menghitung
biaya diklat seorang Taruna/Peserta Diklat selama mengikuti diklat. Kalkulasi
unit cost harus mencakup seluruh aktivitas diklat baik yang berhubungan
langsung maupun tidak dengan Taruna/Peserta Diklat. Unit cost akan
menggambarkan secara rinci dan menyeluruh atas beban Taruna/Peserta

Diklat selama penyelenggaraan diklat.

Beban unit cost setiap Taruna/Peserta Diklat tersebut, akan ditandingkan
(matching) dengan subsidi pendidikan pemerintah (Dana APBN Rupiah Murni),
sumbangan (partisipasi) masyarakat, dan pendapatan lain-lain lembaga,
sehingga dapat diketahui beban yang harus ditanggung oleh peserta didik
selama diklat. Diharapkan unit cost akan menjadi landasan akuntabilitas
keuangan lembaga kepada publik dan menjadi dasar pengambilan keputusan

untuk menciptakan aktivitas penambah nilai.
2. Basis dan Asumsi Perhitungan Biaya Per Unit Layanan

Basis perhitungan biaya per unit layanan didasarkan atas kebutuhan
pembiayaan suatu Program Diklat dalam melaksanakan aktivitas pelayanan
yang diberikan. Besar kecilnya biaya per unit layanan setiap program yang ada
di lingkungan ATKP Medan sangat dipengaruhi dengan besar kecilnya biaya
langsung yang dibutuhkan suatu program untuk memberikan pelayanan diklat
dan biaya bersama (joint cost) yang dikeluarkan oleh lembaga, pembebanan
biaya bersama yang dikeluarkan oleh lembaga kedalam perhitungan biaya per

unit layanan di dasarkan atas proporsi besarnya jumlah taruna/peserta dan
waktu penyelenggaraan diklat.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan biaya per unit layanan suatu
program adalah total peserta didik yang ada dalam satu program tersebut
dibebani biaya yang sama. Tidak ada perbedaan pembebanan peserta didik

untuk setiap angkatannya. Pembebanan biaya per unit layanan akan
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mendekatkan keadaan yang sebenarnya apabila setiap angkatan sudah

terbebani dengan biaya unit layanan yang sama.

3. Komponen-komponen Biaya Per Unit Layanan

Komponen-komponen biaya yang membentuk perhitungan biaya layanan

program meliputi:

a

Biaya langsung yang dikeluarkan untuk suatu program diklat yang
meliputi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan
biaya overhead diklat.

Biaya tidak langsung yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan lembaga
yang harus ditanggung oleh suatu program diklat akibat
penggunaan bersama suatu fasilitas atau kegiatan, untuk program
yang pelaksanaanya kurang dari 1 bulan tidak di bebani dengan

dengan biaya tidak langsung.

Secara umum perhitungan biaya per unit layanan suatu program dapat

dirumuskan sebagai berikut :

r

Biaya per unit layanan per program = Biaya per program + Alokasi Biaya Bersama

per peserta

n

Jumlah Peserta Program

Rincian biaya yang membentuk biaya per unit layanan dapat dilihat secara

detail adalah sebagai berikut:

1

Biaya Langsung Program

Biaya langsung program adalah biaya-biaya yang secara khusus
dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara ekonomis sebagai
komponen biaya layanan yang penggunaannya secara langsung
berhubungan dengan proses belajar mengajar suatu program.

Biaya langsung untuk masing-masing program antara lain
meliputi:

a) Biaya Bahan Langsung
Biaya bahan langsung adalah biaya perolehan semua bahan
yang dapat di identifikasikan sebagai bagian dari layanan

dan dapat di telusuri kelayanan secara ekonomis. Biaya
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bahan langsung dalam hal ini antara lain terdiri dari:

Biaya bahan untuk proses seleksi dan penerimaan
peserta
Biaya bahan untuk proses diklat teori dan praktek
Biaya bahan untuk proses penyelenggaran
ujian/vakasi
Biaya bahan untuk wisuda, sertifikasi dan kegiatan
sejenis
Biaya bahan untuk pakaian seragam dan lainnya
Biaya bahan lainnya yang berhubungan langsung
dengan kegiatan suatu program.
b) Biaya Tenaga Kerja Langsung
Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya kompensasi semua
tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan langsung kepada
layanan dengan cara yang ekonomis. Biaya tenaga kerja

langsung dalam hal ini terdiri dari:

Biaya tenaga kerja untuk proses seleksi dan
penerimaan peserta
Biaya tenaga kerja untuk proses diklat teori dan
praktik
Biaya tenaga kerja untuk proses penyelenggaran
ujian/vakasi
Biaya tenaga kerja lainnya yang berhubungan
langsung dengan kegiatan suatu program.
c) Biaya Overhead Prodi
Biaya overhead prodi adalah biaya yang dapat diidentifikasi
dan ditelusuri secara langsung ke objek layanan prodi selain
biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung
prodi. Antara Ilain, biaya permakanan, pengembangan
mental, promosi, akomodasi (asrama), laundry, kesehatan,

asuransi, dan lain-lain.

Biaya Tidak Langsung Program (Biaya Bersama)

Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat
diidentifikasi atau ditelusuri ke objek layanan dengan cara yang
ekonomis.
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Biaya tidak langsung program terdiri dari:
a) Beban Gaji dan Tunjangan;

b) Beban Bahan dan Jasa;

c) Beban Persediaan;

d) Beban Pemeliharaan;

e) Beban Perjalanan Dinas;
f) Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan
0) Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih selain biaya yang

termasuk langsung.

Formula penentuan alokasi biaya bersama untuk suatu program

adalah:
Total Biaya Bersama A Jumlah Rata-Rata peserta
Alokasi Biaya Bersama per program = Per Pregram
A Jumlah Rata-Rata seluruh Taruna dim Suatu Program

E. Perhitungan Tarif Layanan Diklat

1 Pengertian

Salah satu kewenangan dari satuan kerja yang menerapkan pola keuangan
Badan Layanan Umum adalah memungut biaya kepada masyarakat sebagai
imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Dalam memungut biaya
pelayanan tersebut dibutuhkan tarif yang ditetapkan berdasarkan biaya
layanan per unit.

Dalam penyusunan tarif, dapat digunakan salah satu kebijakan penentuan
tarif seperti dibawah ini:

a. Kebijakan costplus
yaitu tarif ditetapkan dengan yang memperhitungkan seluruh biaya
yang dikeluarkan ditambah keuntungan atau margin yang
dikehendaki.

b. Kebijakan cost recovery
yaitu tarif ditetapkan hanya memperhitungkan seluruh biaya yang
dikeluarkan tanpa ditambah keuntungan/margin

c. Kebijakan cost minus

yaitu tarif yang ditetapkan lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan
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dimana hanya dapat menutup pengeluaran BLU

Selanjutnya dalam menentukan kebijakan tarif yang akan diambil, wajib

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Kontinuitas dan pengembangan layanan

yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan dalam
memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam
penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan
serta pengembangan bisnis di masa depan.

Daya beli masyarakat

yaitu tarif layanan ditetapkan dengan memperhitungkan
kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli
barang/jasa layanan yang dihasilkan, berdasarkan pendapatan
masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata
uang.

Asas keadilan dan kepatutan

yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan
memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat
yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan
kondisi sosial masyarakat.

Kompetisi yang sehat

yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis
yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis

sejenis yang lain.

2. Asumsi Tarif

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif layanan diklat antara lain:

a.

Biaya Operasional

Penetapan tarif layanan diklat sangat dipengaruhi oleh tinggi
rendahnya biaya operasi yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan
program diklat baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
Dalam penetapan tarif yang dibebankan kepada peserta diklat,
ATKP Medan hanya memperhitungkan biaya langsung yang
dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan diklat. Hal ini dengan
mempertimbangkan prinsip daya beli masyarakat dan keadilan

serta kepatutan. Disamping itu, faktor pendapatan dari alokasi
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APBN (Rupiah Murni) yang diharapkan akan dapat memelihara
kontinuitas dan pengembangan penyelenggaraan Diklat,
b. Biaya Operasional

Penetapan tarif layanan diklat sangat dipengaruhi oleh tingkat
produktifitas antara lain “Tingkat Occupancy” yaitu jumlah peserta
per periode dibandingkan kapasitas, Tingkat Occupancy akan
mempengaruhi tinggi rendahnya biaya per peserta khususnya
biaya langsung tetap dan biaya tidak langsung. Namun ATKP
Medan berasumsi bahwa Tingkat Occupancy adalah sebesar 100%.
Hal ini untuk menghindari penetapan tarif yang terlalu tinggi
kepada peserta diklat mengingat prinsip daya beli masyarakat

dan keadilan serta kepatutan dalam penentuan tarif.

3. Usulan Tarif Layanan Diklat

Besaran Tarif yang diusulkan ATKP Medan didasarkan pada asumsi-asumsi
di atas yaitu dengan memperhitungkan masing-masing komponen biaya
langsung penyelenggaraan diklat dan jumlah peserta mencapai 100% dari
kapasitas. Besaran tarif diklat per peserta diusulkan oleh ATKP Medan
ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi tarif layanan dan akan ditinjau
kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dan/atau setiap ATKP Medan

mengusulkan untuk peninjauan usulan tarif.



BAB V
PENUTUP

Pedoman Sistem Akuntansi ATKP Medan hendaknya dijadikan pedoman bagi
semua pihak yang terlibat dalam  pengelolaan keuangan dan
pertanggunggjawaban serta pelaporan keuangan dalam menjalankan
fungsinya. Dengan diimplementasikannya Pedoman Sistem Akuntansi ini
diharapkan akan dihasilkan laporan keuangan yang transparan akurat dan

akuntabel.

Terdapat beberapa sistem dan prosedur yang tidak tercakup dalam pedoman
ini. Pertama berkenaan dengan Prosedur pengadaan barang/jasa. Terhadap
kegiatan ini sistem dan prosedur yang dilakukan agar berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan
barang/jasa pemerintah sampai dengan ATKP Medan memiliki prosedur
pengadaan barang/jasa BLU. Kedua dalam hal terdapat kebijakan atau
prosedur yang belum diatur dalam pedoman ini agar pencatatan
akuntansi/transaksi  tersebut berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan atau peraturan lainnya yang berkenaan dengan kebijakan dan

perlakukan akuntansi Badan Layanan Umum.

Pedoman Sistem Akuntansi ATKP Medan ini akan terus dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan manajemen ATKP Medan perkembangan teknologi informasi

dan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



